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Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan
rahmat dan karunia-Nya lah Studi tentang Mengukur Keberhasilan Kabupaten
Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik telah
dilaksanakan dengan baik. Studi ini dilakukan Tim peneliti Direktorat Litbang
KPK dengan mengunjungi langsung ke Pemerintah Kabupaten Solok, untuk
menjawab sinyalemen masyarakat bahwa pelaksanaan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di suatu wilayah belum tentu
berdampak kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan studi dimulai pada
September hingga akhir Oktober 2006.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan mengidentifikasi faktor-
faktor yang digunakan sebagai Indikator pengukuran tingkat keberhasilan,
dengan mengevaluasi tingkat kemajuan faktor-faktor dimaksud, sebelum dan
setelah dilaksanakannya Good Governance di Pemerintah Kabupaten Solok.
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dimaksud adalah
meliputi: Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Peningkatan Human Development
Index; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Peningkatan Transparansi;
Peningkatan Akuntabilitas; Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN); Peningkatan Angka Kesempatan Kerja; dan Penurunan Angka
Kemiskinan.

Hasil kajian dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan
bagi daerah lain yang akan menerapkan prinsip Good Governance, agar dalam
pengambilan kebijakan selalu berorientasi untuk mencapai peningkatan kualitas
faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan tersebut, dan apabila terjadi
suatu penyimpangan dari kebijakan awal yang telah ditetpakan, maka mudah
bagi Pemerintah yang bersangkutan untuk segera melakukan perbaikan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
terhadap pelaksanaan studi ini yakni para pejabat Pemerintah Kabupaten Solok
yang telah meluangkan waktu dalam memberikan penjelasan atas pertanyaan
kami berkaitan dengan substansi studi ini, serta berbagai pihak yang berada
di lingkungan internal KPK.
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Kami menyadari bahwa hasil studi ini masih banyak kekurangannya, sehingga
saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya sangat
diharapkan.

Terima kasih,

Jakarta, Nopember 2006

Direktur Penelitian dan Pengembangan
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|. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktek-praktek good governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)
merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang bisa dilakukan dan
dipelopori oleh pemerintah pusat maupun daerah. Didukung dengan
ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK),
maka pelaksanaan good governance merupakan salah satu kunci aksi yang
akan dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pemkot/pemkab/pemprov telah
memelopori pelaksanaan good governance di daerahnya. Praktek-praktek good
governance yang dilaksanakan secara nyata menciptakan sistem pemerintahan
yang lebih bersih dan akuntable, sistem pelayanan kepada masyarakat yang
lebih baik dan bahkan di beberapa daerah mampu meningkatkan kesejahteraan
pegawai.

Walaupun beberapa daerah sudah banyak yang melakukan praktek-praktek
good governance, namun masih sangat jarang yang melakukan pengukuran
mengenai tingkat keberhasilan praktek-praktek good governance yang mereka
laksanakan.

Keberhasilan praktek-praktek good governance tidak bisa dilihat dalam jangka
waktu yang pendek. Apabila suatu daerah secara konsisten menerapkan
praktek-praktek good governance secara terus menerus, maka hasil dan
dampaknya akan diperoleh. Bahkan penerapan praktek-praktek good
governance pada jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kab. Solok merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang
sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek
good governance. Dibandingkan dengan daerah lain, Kab. Solok merupakan
daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menerapkan praktek
good governance. Olehkarena itu pengukuran keberhasilan pelaksanaan
praktek-praktek good governance di Kab. Solok cukup layak untuk dilakukan.
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1.2. Tujuan

1. Mengetahui jenis-jenis good governance yang dilakukan
di Kab. Solok dan hasil yang dicapai

2. Mengetahui tingkat keberhasilan setiap jenis praktek good
governance berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan
keseluruhan praktek good governance yang dilaksanakan

1.3. Metodologi

Penilaian tingkat keberhasilan praktek good governance di kab. Solok
didasarkan atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk
hasil wawancara dan foto diperoleh dari wawancara, tinjauan langsung ke obyek
yang dinilai, dan pengamatan deskriptif. Pihak yang diwawancara adalah para
stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan good governance di Kab. Solok
yaitu penanggungjawab kegiatan dan sasaran kegiatan.

Data sekunder dalam bentuk data statistik kuantitatif dan laporan kegiatan

diperoleh dari instansi terkait dan browsing internet. Selanjutnya data diolah
secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk report tertulis.
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1. INDIKATOR KEBERHASILAN PRAKTEK
GOOD GOVERNANCE

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan praktek good governance di suatu daerah, yaitu:

=

. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumberdaya

. Peningkatan Pelayanan Publik

. Peningkatan Human Development Index (HDI)

. Peningkatan partisipasi masyarakat

. Peningkatan transparansi

. Peningkatan akuntabilitas

. Penurunan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

. Penurunan Angka Kemiskinan

© 0 ~NO U1 WN

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya
merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance yang lebih
mengarah kepada penghematan faktor input (masukan).

Peningkatan Pelayanan Publik merupakan indikator keberhasilan
pelaksanaan good governance yang menunjukkan bahwa kegiatan yang
dilakukan benar-benar ditujukan kepada masyarakat.

Peningkatan HDI salah satu indikator keberhasilan good governance karena
angka HDI menunjukkan kualitas hidup masyarakat, di mana masyarakat yang
dimaksud merupakan sasaran dari program good governance ini.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan indikator keberhasilan
good governance karena peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi dalam keberhasilan suatu kegiatan/pembangunan, karena
masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek.

Peningkatan Transparansi merupakan salah satu indikator keberhasilan
good governance karena kegiatan yang transparan akan mengurangi terjadinya
kecurangan maupun kesalahan.
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Peningkatan Akuntabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan praktek
good governance karena seluruh kegiatan good governance yang dilaksanakan
harus dapat diukur pelaksanaannya dan outputnya

Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah
satu indikator keberhasilan good governance karena program-program good
governance tujuannya adalah mencegah tindak pidana korupsi secara dini.

Peningkatan Angka Kesempatan Kerja dan Penurunan Angka
Kemiskinan merupakan salahsatu indikator keberhasilan good governance
karena program-program good governance pada akhirnya ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Untuk menilai praktek good governance berhasil atau gagal dilakukan oleh
suatu daerah, ke sembilan indikator tersebut tidak harus seluruhnya bisa
dicapai. Ketercapaian indikator keberhasilan tersebut sangat tergantung dari
jenis-jenis praktek good governance yang dilaksanakan. Namun apabila suatu
daerah menginginkan seluruh indikator keberhasilan tersebut bisa dicapai,
maka sebaiknya daerah tersebut melakukan praktek-praktek good governance
dalam jumlah yang banyak dan berlangsung terus menerus. Dengan cara
tersebut, 9 indikator keberhasilan pelaksanaan good governance akan dapat
dicapai.
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1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SEBELUM DAN SESUDAH MELAKSANAKAN
GOOD GOVERNANCE

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang memelopori penerapan
good governance. Cukup banyak praktek tata kelola pemerintahan yang baik
diterapkan oleh kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini tingkat
keberhasilannnya belum pernah diukur.

Pelaksanaan praktek good governance di Kab. Solok berjalan bukan tanpa
kendala. Saat pertama kali good governance dilakukan di daerah ini pada
tahun 1997, terjadi peristiwa krisis ekonomi yang menimpa seluruh daerah di
Indonesia. Dampak krisis ekonomi ini sangat luas dan komprehensif, sehingga
nilai-nilai positif dari good governance yang diharapkan dapat dinikmati oleh
masyarakat tidak dapat dicapai secara optimal.

Pada bagian ini akan ditunjukkan gambaran kabupaten Solok sebelum
penerapan good governance (data 1997) dan setelah beberapa praktek good
governance dilaksanakan (2004). Pada dasarnya cukup sulit mengukur
keberhasilan praktek-praktek good governance Kab.Solok dengan
membandingkan data-data kuantitatif yang relevan sebelum dan sesudah
praktek good governance dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan kondisi
geografis dan administratif kab. Solok telah berubah. Beberapa kecamatan
sudah memekarkan diri menjadi Kab. Solok Selatan. Sementara kecamatan
yang masih berada di wilayah Kab. Solok juga memekarkan diri menjadi
kecamatan-kecamatan baru. Selain itu krisis ekonomi yang terjadi telah
merusak tatanan perekonomian di Kab. Solok. Krisis ekonomi tersebut membuat
hasil positif yang diharapkan dari pelaksanaan good governance yang mulai
dicanangkan pada tahun 1997 menjadi kurang optimal.

3.1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Pada tahun 1997 Kecamatan di Kabupaten Solok berjumlah 14. Dengan
berjalannya waktu, ke-14 kecamatan tersebut berkembang menjadi 19. Dalam
perkembangan selanjutnya, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003, terbentuk

kabupaten baru yaitu Solok Selatan hasil pemecahan dari Kabupaten Solok.
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Progpinsi Janshi

batas kabupaten juga berubah, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Baskimsi Satuan Sebelum Melaksanakan Good Setelah Melaksanakan Good
Governence (1997) Governence (2004 )

Kondisi Geografis
1|Luas Wilayah Km2 7.084,20 3.738,00]
2| Batas Wilayah:

-Utara Kab. Tanah Datar Kab. Tanah Datar

-Selatan Kab. Pesisir Selatan dan Prop. Jambi Kab. Solok Selatan

-Barat Kodya Padang dan Kab. Pesisir Selatan | Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan

-Timur Kab. Sawahlunto/Sijunjung Kab. Sawahlunto/Sijunjung

Perubahan-perubahan geografis yang terjadi di Kabupaten Solok antara tahun
1997 dan 2004 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan
good governance yang dilakukan. Data ini hanya memberikan gambaran
mengenai kondisi geografis saat ini dan 10 tahun yang lalu.

Perubahan wilayah geografis juga berakibat terjadinya perubahan struktur
pemerintahan Kabupaten Solok. Penyebab lain yang mengakibatkan perubahan
struktur pemerintahan kabupaten Solok adalah penerapan UU Otonomi Daerah.
Sebagian instansi vertikal masuk ke dalam lingkungan pemerintah kabupaten,
sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah instansi dan PNS, seperti
terlihat dalam tabel berikut.

Sebelum Melaksanakan Setelah Melaksanakan

Deskripsi Good Governence (1997) Good Governence (2004 )
Pemerintahan
1| Jumlah Kecamatan 13 14
-Jumlah Nagari 79 74
-jumlah Desa/Kelurahan 256 186
-Jumlah Desa Miskin 100 n.a
2| Jumlah Dinas/Kantor/Bagian 54 47
- Di Lingkungan Pemkab. Solok 36 40
- Di Luar Lingk. Pemkab. Solok 28 7
3| Jumlah Pegawai Negeri Sipil
- Di Lingkungan Pemkab. Solok 1.574 2.083
- Di Luar Lingk. Pemkab. Solok 6.054 659
Gamawan Fauzi, SH (1995-2005)
4| Nama Bupati Gamawan Fauzi, SH (1995-2005) H. Gusmal (2005-2009)
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Perubahan jumlah dinas/kantor dan PNS tahun 1997 dan 2004 merupakan
wujud dari otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999.
Pelaksanaan praktek-praktek good governance merupakan perwujudan dari
otonomi daerah. Sebelum good governance mulai dilaksanakan, Pemkab.
Solok melakukan efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan Pemkab. Solok.
Beberapa instansi yang tupoksinya tumpang tindih digabung. Harapannya
adalah, instansi yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok dapat bekerja
secara efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3.2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Data-data kependudukan dan tenaga kerja di Kabupaten Solok ditunjukkan
oleh tabel berikut.

Sebelum Melaksanakan

Setelah Melaksanakan

Deskripsi Satuan Good Governence (1997) Good Governence (2004 )
Kependudukan dan Tenaga Kerja
1 | umlah Penduduk 458.967 333.188
- Laki-laki Persen 48,27 49,13
-Perempuan Persen 51,73 50,87
2 | Kepadatan Penduduk 64,79 89,14
3 | Jumlah Penduduk berdasar Kelompok Umur 458.967 333.188
-0 —14 tahun Persen 40,92 32,03
-15 - 54 tahun Persen 49,28 56,70
-55 - 64 tahun Persen 5,48 5,79
-65 tahun + Persen 4,31 5,48
4 | Tenaga Kerja (Umur 10 tahun ke atas) 334.339 264.963
-Angkatan Kerja 217.759 130.510
1. Yang Bekerja Persen 98,36 94,87
2. Mencari Pekerjaan Persen 1,64 5,13
-Bukan Angkatan Kerja 116.580 134.453
1. Sekolah Persen 50,67 39,59
2. Mengurus Rumahtangga Persen 32,07 42,32
3. Lainnya Persen 17,26 18,09
5 | Lapangan Pekerjaan Utama
-Pertanian Persen 77,82 71,69
-Pertambangan dan Penggalian Persen 1,44 0,36
-Industri Persen 1,55 2,43
-Perdagangan dan Jasa Persen 13,29 17,95
Lainnya (listrik,air,konstruksi,komunikasi,
-keuangan,lainnya) Persen 5,90 7,57

Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah penduduk Kab. Solok berkurang. Hal
tersebut dikarenakan adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Solok
Selatan. Berdasarkan data persentase ditunjukkan bahwa jumlah penduduk
usia produktif jauh lebih besar tahun 2004 dibanding tahun 1997. Namun di
tahun 2004 dari usia produktif tersebut, sebagian besar adalah bukan angkatan
kerja. Dari angkatan kerja yang ada, pada data terlihat bahwa terjadi peningkatan
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pengangguran. Apabila pada tahun 1997 hanya 1,64 persen dari angkatan
kerja yang menganggur, tetapi pada tahun 2004 persentasenya meningkat
menjadi 5,13 persen. Krisis ekonomi yang berlarut-larut merupakan penyebab
utama terjadinya peningkatan angka pengangguran atau penurunan angka
kesempatan kerja di Kab. Solok. Selain krisis ekonomi, pergeseran lapangan
pekerjaan utama dari pertanian ke non pertanian, dalam hal ini industri,
perdagangan dan jasa serta lainnya dapat menjelaskan penyebab naiknya
angka pengangguran terbuka. Terlepas dari faktor krisis ekonomi dan pergeseran
lapangan pekerjaan utama, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan good
governance adalah peningkatan angka kesempatan kerja. Artinya, pelaksanaan
good governance di Kab. Solok belum berhasil meningkatkan angka kesempatan
kerja seperti yang diharapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut
ada di bab V.

Walaupun terjadi penurunan, lapangan pekerjaan utama masyarakat Kab. Solok
tetap pada pertanian. Pada data terlihat bahwa prospek lapangan kerja di tahun-
tahun mendatang di Kab. Solok lebih ke arah perdagangan, jasa dan industri.

3.3. Sosial

Gambaran perkembangan data-data statistik pendidikan dan kesehatan di Kab.
Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Sebelum Melaksanakan Setelah Melaksanakan

Deskripsi Good Governence (1997) Good Governence (2004 )
Sosial
1| Jumlah Sekolah 616 547
TK 91 107
-SD 465 339
-SLTP 42 71
-SLTA 18 30
2| Rasio Murid dan Guru
-TK 31,52 11,74
-SD 24,01 20,16
-SLTP 16,30 9,68
-SLTA 15,83 10,17
3|Jumlah Fasiltas Kesehatan 961 678
-Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 126 97
-Posyandu 835 581
4|Jumlah Tenaga Kesehatan 733 543
-Dokter 36 35
-Paramedis 526 403
-Lainnya 171 105
5|Jumlah Kematian
-Kematian Bayi 94 82
-Kematian Ibu Melahirkan 22 11

Penurunan jumlah sekolah di Kab. Solok bukan disebabkan oleh menurunnya
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kualitas pendidikan di Kab. Solok, tetapi disebabkan oleh berkurangnya wilayah
kerja sekolah karena ada beberapa kecamatan yang keluar dari wilayah Kab.
Solok. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang
ditunjukkan oleh membaiknya rasio murid dan guru.

Seperti halnya pada pendidikan, penurunan jumlah fasilitas dan tenaga
kesehatan juga disebabkan oleh terbentuknya kabupaten baru hasil pecahan
dari Kab. Solok. Peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan oleh menurunnya
jumlah kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

3.4. Industri

Industri yang berkembang di Kab. Solok adalah industri kecil/kerajinan. Data
terkait dengan industri di Kab. Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Deskripsi Satuan Formal Non Formal Total

Industri

Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)

1lJumlah Unit Usaha Unit 283 2.139 2.422
-Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan 142 1.155 1.297
-Industri Logam, Mesin, dan Kimia 115 358 473
-Industri Aneka 26 626 652

2Jumlah Tenaga Kerja Orang 1.643 8.655 10.298
-Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan 794 4.086 4.880
-Industri Logam, Mesin, dan Kimia 659 1.094 1.753
-Industri Aneka 190 3.475 3.665

3|Nilai Investasi 000 rupiah | 2.232.851 1.019.802 [3.252.653
-Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan 936.711 353.404 |1.290.115
-Industri Logam, Mesin, dan Kimia 1.094.227 478.646 |1.572.873
-Industri Aneka 201.913 187.752 389.665

Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)

1Jumlah Unit Usaha Unit 308 2.145 2.453
-Industri Hasil Pertanian,Kehutanan, dan Kimia 213 1.310 1.5283
-Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka 95 835 930

2Jumlah Tenaga Kerja Orang 1.810 9.348 11.158
-Industri Hasil Pertanian,Kehutanan, dan Kimia 1.234 4.401 5.635
-Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka 576 4.947 5.523

3|Nilai Investasi 000 rupiah | 4.372.816 1.185.790 |5.558.606
-Industri Hasil Pertanian,Kehutanan, dan Kimia 3.108.357 804.936 |3.913.293
-Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka 1.264.459 380.854 |1.645.313

Berdasarkan data terlihat bahwa secara umum tidak ada peningkatan jumlah
unit usaha dan tenaga kerja di sektor industri kecil/kerajinan yang signifikan
antara tahun 1997 dan 2004. Artinya, perkembangan investasi di Kab. Solok
relatif lambat.

3.5. Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kab. Solok dapat dilihat dari Realisasi APBD. Bila
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dibandingkan antara tahun 1997 dan 2004, di Kab. Solok terjadi peningkatan
nilai APBD yang signifikan, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Sebelum Melaksanakan Setelah Melaksanakan

D Satean Good Governence (1997) Good Governence (2004)
Keuangan Daerah
1| Realisasi APBD
- TOTAL PENERIMAAN Juta Rp 53.516,05 264.695,30
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (1997) 773,03 -
2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.725,05 10.448,41
Pajak Daerah 392,45 2.264,30
Retribusi Daerah 845,02 3.083,56
Laba Perusahaan Daerah 33,22 1.874,79
Penerimaan lain-lain 454,36 3.225,76
3 Dana Perimbangan 46.614,05 231.963,92
Bagi Hasil Pajak 4.208,06 18.975,28
Bagi Hasil Bukan Pajak 782,84 1.754,64
Dana Alokasi Umum (Sumbangan=1997)) 24.635,86 202.064,00
Dana Alokasi Khusus (Bantuan=1997)) 16.987,29 9,17
4 Penerimaan lain yang sah - 22,28
5 Urusan Kas dan Perhitungan (1997) 4.408,92 -
- TOTAL BELANJA Juta Rp 52.467,31 279.023,68
1 Belanja Pegawai 23.697,80 164.371,75
2 Belanja Barang dan Jasa 1.636,04 27.483,29
3 Belanja Perjalanan Dinas 176,70 6.358,61
4 Belanja Pemeliharaan 447,40 11.620,74
5 Belanja Lain-lain 1.047,11 ,00
6 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 769,61 19.051,60
7 Belanja Tidak Tersangka (termasuk pengeluaran 702,79 1.566,75
yang tidak masuk belanja lain-lain=1997)
8 | Angsuran Pinjaman/MHutang dan Bunga (1997) 35,25 -
9 | Belanja Modal (2004) - 48.571,66
10 | Pengeluaran Pembangunan (1997) 19.550,69 -
11 Urusan Kas dan Perhitungan (1997) 4.403,92 -
2|APBD (Penerimaan)/Kapita Rupiah 116.601,09 794.432,28
3 |PAD/Kapita Rupiah 3.758,55 31.358,90

Unsur penerimaan APBD Kab. Solok lebih dari 87 persen berasal dari dana
perimbangan. Hanya sekitar 3 — 4 persen yang berasal dari PAD. Tidak ada
perubahan yang signifikan dalam kontribusi PAD dan dana perimbangan Kab.
Solok terhadap APBD di tahun 1997 dan 2004. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa dalam membiayai kegiatan pembangunannya, Kab. Solok masih
bergantung kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah yang mulai berjalan
sejak tahun 1999 belum mampu membuat daerah mandiri dalam hal keuangan.

Berdasarkan data perkapita terlihat bahwa rata-rata penduduk hanya
mendapatkan jatah APBD per tahun kurang dari 1 juta pada tahun 2004,
sedangkan PAD rata-rata per penduduk hanya Rp. 31 000,-

3.6. Hasil Pembangunan

Keberhasilan kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditunjukkan oleh angka

HDI, PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan persentase
keluarga miskin, seperti terlihat pada tabel berikut.
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Sebelum Melaksanakan Setelah Melaksanakan
Good Governence (1997) Good Governence (2004)

Deskripsi Satuan

Hasil Pembangunan

1| Indeks Pembangunan Manusia (HDI/IPM) 64,00 68,75
2| PDRB Juta Rp 798.996,65 2.016.989,50
3| Pendapatan/Kapita Rupiah 1.673.641,91 5.595.074,21
4| Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,80 5,53
5| KeluargaMiskin(Pra Sejahtera danSejahtera I) [Persen 30,50 37,03

Salah satu indikator keberhasilan good governance adalah terjadinya
peningkatan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Komponen IPM adalah angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah, angka harapan hidup.Bila dibandingkan dengan kondisi sebelum
pelaksanaan good governance, di Kab. Solok terjadi peningkatan HDI (IPM)
walaupun angka kenaikannya kurang signifikan. Demikian juga dengan PDRB.
PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan kenaikan yang sangat
signifikan. Namun kenaikan tersebut tidak terlepas dari faktor inflasi. Bila dilihat
secara perkapita, pada tahun 2004 pendapatan masyarakat kab. Solok masih
berada di bawah Rp. 500 000 per bulannya.

Walaupun tidak terlalu signifikan, pertumbuhan ekonomi Kab. Solok juga
mengalami kenaikan. Namun demikian yang memprihatinkan adalah
meningkatnya jumlah keluarga miskin. Cukup banyak faktor penyebab jumlah
keluarga miskin di Kab. Solok meningkat. Krisis ekonomi yang dianggap belum
pulih ditambah dengan kenaikan harga BBM yang terus menerus mengakibatkan
jumlah keluarga miskin meningkat. Namun di luar faktor tersebut, salah satu
indikator keberhasilan good governance adalah penurunan angka kemiskinan.
Artinya, program good governance di Kab. Solok belum berhasil menurunkan
angka kemiskinan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pada bab V.
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Bab IV

SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK
GOOD GOVERNANCE
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IV. SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK GOOD
GOVERNANCE DI KABUPATEN SOLOK

Pemerintah Kabupaten Solok mulai melaksanakan praktek-praktek tata kelola
pemerintahan yang baik sejak tahun 1997. Sebagian besar kegiatan-kegiatan
good governance di kab. Solok ditujukan dalam rangka pembenahan aparatur
pemerintahan Kab. Solok. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pendirian
Pos Pelayanan Satu Pintu.

No Nama good governance Tahun Mulai
1. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) 1997
2. Pola Partisipatif 1997
3 Revolving Fund 1997
4 LAKIP 2001
5 Dana Alokasi Umum Nagari/Desa (DAUN) 2001
6. Partisipasi Masyarakat 2002
7 Pakta Integritas 2003
8 Pengadaan Barang dan Jasa 2003
8 Giro to Giro 2003
10. Performance Agreement 2003
11. Anggaran Berbasis Kinerja 2004
12 Tunjangan Daerah 2004

4.1. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)

Posyantu adalah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang
diperuntukkan bagi masyarakat melalui sistem 1 pintu. Artinya, untuk mengurus
segala jenis perijinan dan non perijinan di bawah kewenangan Pemkab Solok,
masyarakat cukup datang di satu lokasi (pintu). Pengambilan surat perijinan
juga di lokasi yang sama. Tujuan Posyantu adalah untuk memberikan pelayanan
perijinan dan non perijinan kepada masyarakat secara transparan dalam hal
waktu, biaya dan prosedur. Dalam perkembangannya Posyantu berkembang
menjadi Posyantu Plus. Dalam Posyantu Plus masyarakat di daerah terpencil
tidak perlu mengurus perijinan di loket Posyantu, tetapi cukup dengan metoda
surat-menyurat. Pemohon mengirim persyaratan pengurusan perijinan melalui
surat dan menerima surat perijinan dari Posyantu Plus juga melalui surat.
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Hasil yang diperoleh oleh Pemkab Solok setelah melaksanakan Posyantu
Plus adalah:

1) Proses perijinan dan non perijinan di bawah tanggungjawab Pemkab.
Solok terlaksana secara transparan, jelas biaya, waktu penyelesaian,
syarat dan prosedur

2) Masyarakat terlayani dengan baik

3) Akses masyarakat (termasuk masyarakat terpencil) terhadap perijinan/
non perijinan menjadi lebih baik

4) Proses pendataan catatan sipil kab. Solok menjadi lebih rapi (karena
masyarakat memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan sipil
sebagai kelanjutan dari akses yang baik)

5) Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurus perijinan kepada
petugas menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada

6) Meningkatkan kedisiplinan pengurus perijinan (masyarakat) dan
petugas, karena segalanya harus mengikuti sistem

7) Efisiensi sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) karena setiap jenis
perijinan/non perijinan yang masuk/keluar hanya melalui satu pintu

4.2. Pola Partisipatif

Pola partisipatif adalah salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
melalui kegiatan mengikutsertakan masyarakat dalam proses kegiatan
pembangunan (perbaikan) fisik, sarana dan prasarana umum, khusus sektor
pekerjaan umum (irigasi, jalan, air bersih, dan penyehatan lingkungan),
pendidikan (sekolah TK, SD, SLTP,SLTA negeri maupun swasta) dan kesehatan
(Puskel,posyandu). Tujuan Pola Partisipatif adalah membantu masyarakat dan
pemkab dalam menjaga aset-aset fisik PU, pendidikan dan kesehatan di
tingkat nagari. Dana disediakan oleh Pemkab Solok bekerjasama dengan
masyarakat nagari. Dana disediakan dalam bentuk mengambang dimaksudkan
untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pembangunan Nagari/masyarakat yang
dananya tidak tertampung dalam kegiatan lain pada APBD Kabupaten Solok.
Dengan kata lain dana tersebut disediakan untuk memecahkan permasalahan
pembangunan segera yang dihadapi dalam tahun berjalan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance Pola
Partisipatif adalah:
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1) Asset sarana dan prasarana Pemkab. Solok di tingkat nagari menjadi
lebih terawat

2) Mengurangi pekerjaan pemkab dalam pemeliharaan asset fisik di nagari

3) Peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam perbaikan dan
perawatan asset pemkab di nagari (tenaga dan dana)

4) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam penggunaan
asset pemkab yang ada di nagari

5) Penghematan anggaran pemkab (APBD) dalam pembangunan fisik
sarana dan prasarana di tingkat nagari

4.3. Revolving Fund

Revolving Fund adalah sistem pembiayaan usaha yang diberikan oleh Pemkab.
Solok kepada usaha kecil melalui sistem pinjaman dengan bunga yang sangat
kecil (6%/tahun). Kegiatan pembiayaan ini dilakukan secara berlanjut (dengan
terus memutar modal) sehingga jumlah usaha kecil yang dibiayai terus
bertambah. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat mengatasi
masalah permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha yang sudah ada
sekaligus mendidik masyarakat disiplin dalam mengatur keuangan. Tujuan
lebih luas adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance
Revolving Fund adalah:

1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha

2) Menghidupkan dan mengembangkan usaha rumahtangga dan usaha
kecil

3) Meningkatkan PAD Kab. Solok, karena pendapatan dari bunga
pinjaman revolving fund dimasukkan dalam PAD

4) Meningkatkan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan akibat
kegiatan usaha yang berkembang

5) Mulai tumbuh lembaga keuangan baru (BPR) di tingkat kecamatan
sebagai akibat kegairahan ekonomi yang mulai tercipta

6) Tumbuh usaha-usaha baru yang komplemen dengan usaha yang
dibiayai oleh revolving fund.
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4.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik,
memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau
pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LAKIP mengandung analisis
pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang
bersangkutan. LAKIP di Kab. Solok memiliki 2 fungsi utama. Pertama, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemkab. Solok untuk
menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stake-
holders (DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja
merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kab. Solok
sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama
LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Hasil yang diperoleh Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek good gover-
nance LAKIP adalah:

1) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat diukur

2) Pelaksanaan program kerja Pemkab Solok transparan
3) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat dievaluasi

4) Efisiensi dalam pelaksanaan program kerja

4.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

DAUN adalah pemberian dana yang bersumber dari APBD dalam bentuk block
grant kepada nagari dalam rangka memberdayakan nagari. Penggunaan DAUN
adalah untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pemerintah nagari;pembuatan
monografi nagari; musyawarah nagari; serta menunjang kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas
umum lainnya. Dengan nilai antara 75 sampai 150 juta per nagari, dana DAUN
digunakan untuk biaya rutin 60 persen dan biaya pembangunan nagari 40
persen.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance DAUN
adalah:
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1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada
masyarakatnya

2) sarana dan prasarana sosial, ekonomi, agama,adat serta fasilitas
umum lainnya di tingkat nagari dapat terpelihara dengan baik

4.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu sistem yang mengikutsertakan
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
pembangunan. Wadah partisipasi masyarakat yang sudah berjalan di Kab.
Solok adalah Duduk Basamo, Musyawarah Pembangunan Nagari, Musrembang
Kecamatan dan Tim Sinergi. Seluruh wadah tersebut dalam pelaksanaan
kegiatannya masing-masing saling berkaitan. Duduk Basamo adalah pola
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
5 tahunan. Kegiatan dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, ditambah dengan Evaluasi
Tengah 5 tahunan (pertengahan 5 tahun). Musyawarah Pembangunan Nagari
adalah pola partisipasi masyarakat tingkat nagari dalam perencanaan
pembangunan nagari maupun daerah (kabupaten) sekaligus ikut melaksanakan
program pembangunan (yang berada di nagari nya) dan melakukan monitoring
dan evaluasi dari pembangunan yang dilaksanakan. Musyawarah Pembangunan
Nagari merupakan kegiatan tahunan.Musrembang Kecamatan adalah pola
partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan
lintas nagari maupun daerah (kabupaten). Musrembang Kecamatan merupakan
kegiatan tahunan.Tim Sinergi adalah pola partisipasi masyarakat tingkat
kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah (kabupaten), yang
pembentukannya didasarkan pada SK Bupati. Tim Sinergi melakukan kegiatan
secara tahunan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance
Partisipasi Masyarakat adalah:

1) Masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan

2) Program pembangunan yang dilakukan efektif karena direncanakan
dan diinginkan oleh masyarakat

3) Penyimpangan pelaksanaan pembangunan dapat diminimalisir karena
diawasi oleh masyarakat
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4.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah pernyataan untuk tidak menerima dan memberi dalam
bentuk apapun secara ilegal dalam kaitan pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah:
1) mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur
KKN; 2) mewujudkan kesepakatan dan kejujuran bersama bagi pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat untuk menghindari terjadinya praktek-praktek
KKN; 3) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat yang prima (best excelent); 4) menuju birokrasi pemerintahan
yang bersih, profesional, tanggap dan bertanggungjawab.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan Pakta Integritas adalah:

1) Berkurangnya secara drastis praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), terutama korupsi di lingkungan birokrat dan dunia usaha yang
terkait dengan Pemkab;

2) Timbulnya perasaan tenang dalam diri aparat Pemkab Solok walaupun
diawasi oleh banyak pengawas independen, karena semua yang
dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sesuai dengan
prosedur (sebagai dampak pakta integritas yang diterapkan)

3). Meningkatnya kinerja pegawai

4.8. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Solok
dimasukkan dalam praktek good governance tujuannya adalah agar pengadaan
barang dan jasa pemerintah di Lingkungan Pemkab Solok dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka,
dan perlakuan adil kepada semua pihak sehingga hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan good governance
Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1) terjadi transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa
2) barang dan jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai
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3) memberikan peningkatan kepercayaan sektor swasta kepada sektor
pemerintah, karena adanya proses thender yang transparan

4) Mencegah dan mengurangi praktek-praktek korupsi dan kolusi yang
biasanya sering terjadi dalam praktek pengadaan barang dan jasa
pemerintah

4.9. Giro to Giro (G to G)

Giro to Giro merupakan perkembangan dari POSYANTU Plus. Apabila dalam
POSYANTU Plus yang mendapatkan pelayanan adalah masyarakat, maka
dalam G to G pelayanan prima diberikan kepada Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok. Pelayanan G to G diberikan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kepada Unit Kerja pengguna anggaran/
pihak ketiga melalui Loket Satu Pintu pada BPKD. Tujuannya adalah untuk
memberikan kemudahan Unit kerja Pengguna Anggaran dalam pengurusan
uang; memberikan kepastian waktu pelayanan kepada Pemegang Kas;
menghindarkan terjadinya praktek memberi dan menerima dalam pengurusan/
penerbitan SPMU pada BPKD; dan mengurangi resiko terjadinya kehilangan
uang bagi pemegang kas.

Hasil yang didapatkan Kab. Solok dengan menerapkan praktek good
governance giro to giro adalah:

1) Unit Kerja/Pihak Ketiga terlayani dengan baik

2) Sistem pencairan dana lebih efektif dan efisien karena tidak dalam
bentuk uang tunai.

3) Petugas BPKD bisa bekerja lebih fokus karena tidak ada unit kerja/
pihak ketiga yang minta didahulukan pencairan dana nya dengan
berusaha menyuap.

4) Efektifitas pekerjaan karena adanya pendelegasian wewenang

5) Pengawasan kepada staff lebih baik

4.10. Performance Agreement

Performance Agreement adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama 1
tahun yang akan dipertanggungjawabkan oleh Pihak | kepada Pihak Il pada
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akhir tahun. Di Kabupaten Solok, performance agreement yang dilakukan
adalah antara Bupati Solok (Pihak I) dengan DPRD Solok (Pihak Il) dan antara
Kepala SKPD Solok (Pihak I) dengan Bupati Solok (Pihak I1).

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan menerapkan praktek good gover-
nance Performance Agreement adalah:

1) Pengawasan pimpinan ke anak buah (pegawai) menjadi lebih baik

2) Program kerja di unit teknis berjalan dengan baik

3) Output yang dihasilkan oleh unit teknis optimal dan sesuai dengan
rencana kerja tahunan

4) Pegawai menjadi lebih disiplin dalam penyelesaian tugas

4.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penyusunan anggaran unit kerja
yang berdasarkan kinerja (program kerja) selama tahun yang bersangkutan.
Kabupaten Solok menciptakan sistem dan prosedur penyusunan anggaran
berbasis kinerja dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Latar belakang
penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah adanya kebutuhan transparansi
dalam pembiayaan program kerja pada setiap unit kerja. Diharapkan anggaran
yang diajukan selalu berdasarkan program kerja yang direncanakan, bukan
sebaliknya program kerja yang mengikuti anggaran yang tersedia.

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan mempraktekkan good governance
Anggaran Berbasis Kinerja adalah:

1) Kegiatan/program kerja yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat

2) Masyarakat merasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

3) Hasil kegiatan mudah dipertanggungjawabkan (oleh kepala unit kerja
ke bupati maupun oleh bupati kepada DPRD)

4) Dana yang dipakai terukur

5) Efisiensi dana, karena dana yang keluar sesuai dengan output yang
dihasilkan.
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4.12. Tunjangan Daerah

Tunjangan daerah adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pegawai
di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok, termasuk guru dan tenaga hon-
orer yang diberikan setiap akhir bulan. Tujuan diberikannya tunjangan daerah
di Kabupaten Solok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Pemkab Solok sekaligus menghilangkan istilah meja ‘mata air’
dan meja ‘air mata’. Dalam pelaksanaannya, pemberian tunjangan daerah tidak
membebani anggaran APBD, karena sumberdana tunjangan daerah diperoleh
dari pergeseran dana honorarium proyek-proyek yang telah dianggarkan di
APBD. Dengan diberlakukannya tunjangan daerah, honor-honor proyek di
lingkungan Pemkab. Solok secara resmi dihapuskan.

Hasil yang dicapai Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek good
governance Tunjangan Daerah adalah:

1) Meningkatkan pendapatan pegawai di bawah eselon Il dan
menurunkan rata-rata pendapatan pegawai di atas Eselon Ill

2) Meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena pemberian tunjangan
daerah dikaitkan dengan absensi

3) Mengurangi dan menghilangkan rasa iri di antara pegawai karena
penggantian honor menjadi tunjangan daerah

4) Menghilangkan istilah “meja mata air” dan “meja air mata”
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V. PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE KAB. SOLOK
BERDASARKAN INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

5.1. Jenis Good Governance dan Indikator Keberhasilan yang Dicapai

Dalam jangka panjang, pelaksanaan good governance yang konsisten akan
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, pelayanan
publik, HDI, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kesempatan
kerja, serta akan menurunkan angka KKN dan angka kemiskinan. Hasil tersebut
merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance di daerah.
Namun demikian tidak seluruh indikator tersebut harus bisa dicapai, tergantung
dari jenis-jenis good governance yang dilaksanakan. Tabel berikut menunjukkan
praktek good governance yang dilakukan di Kabupaten Solok dan indikator
keberhasilan yang dicapainya.

No Nama Good Governance Indikator Keberhasilan

Pos Pelayanan Satu Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
Pintu + Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Transparansi

Penurunan Angka KKN

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Transparansi

Penurunan Angka KKN

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan HDI

Peningkatan akuntabilitas

Peningkatan Transparansi

Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Transparansi

Peningkatan akuntabilitas

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Transparansi

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan HDI

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Transparansi

Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan Transparansi

Penurunan Angka KKN

-

2 | Pola Partisipatif

w

Revolving Fund

4 | LAKIP

5| Dana Alokasi Umum
Nagari (DAUN)

(o)

Partisipasi Masyarakat

7 | Pakta Integritas

N=OPrWON=2PON=2N= =0 RON=2ODRON—=DON =
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No Nama Good Governance

8

Pengadaan Barang dan
Jasa

Indikator Keberhasilan

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Transparansi

Penurunan Angka KKN

Giro to Giro

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Transparansi
Penurunan Angka KKN

Performance Agreement

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Transparansi
Peningkatan akuntabilitas

Anggaran Berbasis Kinerja

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Transparansi

Peningkatan akuntabilitas

Penurunan Angka KKN

Tunjangan Daerah

WN =B ON=ON=WON=AWON =

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
Penurunan Angka KKN

Peningkatan Transparansi
-

> 4

Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) merupakan praktek good governance
yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Solok. Satu tahun berjalan, dilakukan
pengembangan menjadi Posyantu +. Pengembangan yang dilakukan adalah
dengan melibatkan pos dan giro dalam pelayanan perijinan dan non perijinan
kepada masyarakat. Fungsinya adalah, masyarakat (terutama masyarakat
terpencil) bisa mengurus perijinan dan non perijinan hanya melalui kantor pos
terdekat, tanpa harus datang ke Posyantu yang lokasinya berada di ibukota
kabupaten.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance Posyantu + adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan penurunan KKN,
seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1| Peningkatan efisiensi a) | Penyederhanaan proses pengurusan perijinan dan non perijinan
dan efektifitas pengelolaan bagi masyarakat
sumberdaya b) | Tercipta standarisasi proses perijinan dan non perijinan yang
memudahkan unit kerja teknis dan masyarakat
(pengurus perijinan)
c) | Efisiensi SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan
proses perijinan sebagai hasil dari standarisasi proses perijinan
d) | Efisiensi waktu pengurusan perijinan
e) | Efisiensi Biaya Pengurusan Perijinan
2| Peningkatan Pelayanan a) | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
Publik perijinan dan non perijinan, terlebih setelah ada Posyantu +
b) | Memperluas jangkauan layanan
3| Peningkatan a) | Transparansi waktu
Transparansi
P ! b) | Transparansi biaya
c) | Transparansi proses pengurusan
4| Penurunan Angka KKN a) | Tidak ada suap dari masyarakat kepada petugas dalam
usaha mendapatkan pelayanan yang lebih cepat
(karena sudah ada standar waktu)
b) | Berkurangnya (tidak adanya) peluang bagi pengelola
perijinan/non perijinan untuk meminta tambahan biaya
(sebagaidampak dari sitem posyantu)
c) | Proses pengurusan perijinan dan non perijinan berdasarkan
prosedur standar
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Pelaksanaan good governance Posyantu + mampu meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan
oleh data-data berikut:

a). Penyederhanaan proses pengurusan perijinan dan non perijinan
bagi masyarakat.

Dengan adanya Posyantu, masyarakat cukup datang di satu lokasi (Posyantu)
untuk mengurus perijinan/non perijinan yang dibutuhkan. Frekuensi kedatangan
cukup 2 kali, yaitu pada saat mengajukan permohonan dan mengambil hasil
perijinan/non perijinan yang diajukan tersebut. Dengan sistem tersebut, terjadi
efisiensi waktu dan tenaga masyarakat, karena masyarakat tidak perlu
mendatangi langsung unit teknis pengelola perijinan/non perijinan yang
dibutuhkan, tidak perlu berkali-kali datang untuk memastikan perijinan yang
diajukan sudah selesai/belum, dan tidak perlu melakukan kontak langsung
dengan pengelola perijinan di unit kerja teknis yang biasanya akanmembuka
peluang kolusi/suap. Sebagai contoh untuk melakukan pengurusan IMB,
sebelum ada Posyantu masyarakat harus datang berulangkali ke instansi yang
mengurus IMB untuk mengetahui status penyelesaian dari IMB yang diurusnya.
Hal tersebut dikarenakan instansi yangbersangkutan tidak menjelaskan secara
pasti waktu penyelesaian dari IMB yang dilakukan.

Penyederhanaan proses pengurusan perijinan lebih terasa lagi bagi masyarakat
setelah dibuka layanan perijinan/non perijinan melalui kantor pos atau yang
biasa disebut Posyantu +. Melalui kantor pos, masyarakat bisa mengajukan
permohonan perijinan/non perijinan beserta persyaratannya ke posyantu dan
selanjutnya menerima hasilnya melalui pos.

b) Tercipta Standarisasi proses perijinan dan non perijinan yang
memudahkan unit kerja teknis dan masyarakat (pengurus perijinan)
Pelayanan perijinan dan non perijinan melalui satu pintu yang dilakukan oleh
Pemkab. Solok efektif dan efisien berjalan karena proses perijinan yang
berjalan sudah dibakukan dan berlaku standar untuk semua jenis perijinan dan
non perijinan yang diurus. Proses tersebut harus diikuti oleh seluruh pihak
yang terkait dengan proses perijinan. Berikut adalah proses pengurusan
perijinan dan non perijinan di Posyantu +.
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a. Proses pengurusan di Posyantu +
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b. Proses registrasi surat perijinan/non perijinan

Unit Pengelola Teknis Asisten VIl

Petugas Pos Pelay _ﬁ
Umum Satu Pintu Plusj—‘
* [

Penchon l Register/Cap H BUPATI

KELUAR

c) Efisiensi SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan perijinan
dan non perijinan

Keberadaan Posyantu + secara signifikan mampu mengurangi jumlah SDM
yang terlibat secara langsung dalam proses perijinan dan non perijinan. Sebelum
Posyantu + dibentuk, setiap unit kerja teknis perijinan/non perijinan harus
menyediakan petugas administrasi dan/atau front office yang mengurus
perijinan di luar petugas teknis (lapang). Dengan adanya Posyantu +,
pengurusan administrasi dan front office untuk seluruh jenis perijinan dan non
perijinan dilakukan oleh petugas Posyantu + yang jumlahnya 4 orang dengan
1 koordinator. Unit Kerja teknis cukup menyiapkan petugas teknis (lapang).

Sarana dan prasarana yang disediakan juga relatif efisien, karena semua
kegiatan administrasi dan front office untuk seluruh jenis perijinan dan non
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perijinan terpusat di Posyantu. Posyantu memiliki 1 ruangan yang lokasinya
menempel (merupakan bagian dari) Bagian Pemerintahan Pemkab. Solok, yang
di dalamnya terdapat ruang dan kursi tunggu, ruang administrasi pelayanan
perijinan dan non perijinan dengan 3 loket, serta 1 ruang administrasi catatan
sipil. Unit Kerja Teknis tidak perlu menyiapkan ruang khusus untuk melayani
masyarakat dalam pengurusan perijinan/non perijinan yang mereka tangani
karena masyarakat hanya berhubungan dengan posyantu, bukan unit kerja
teknis.

d) Efisiensi waktu pengurusan perijinan dan non perijinan

Melalui Posyantu, waktu pengurusan perijinan menjadi lebih efisien. Hal tersebut
dikarenakan unit kerja teknis hanya mengurus dan mengerjakan pekerjaan
yang bersifat teknis, sedangkan urusan administrasi yang biasanya cukup
menyita waktu dilakukan secara profesional oleh Posyantu. Dengan pembagian
pekerjaan yang jelas tersebut, pada akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk
pengurusan perijinan/non perijinan menjadi lebih efisien. Berikut adalah contoh
waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan beberapa jenis perijinan sebelum
dan sesudah ada Posyantu +.

No. Jenis Perijinan/Non Perijinan Lama Pengurusan
Ada Posyantu Belum ada Posyantu

1, ljin Mendirikan Bangunan (IMB) 9 hari tidak ada kejelasan waktu
2. liin Gangguan (HO) 5 hari tidak ada kejelasan waktu
3. ljin Lokasi 12 hari 14 hari
4. liin Peruntukan Penggunaan Tanah 12 hari 12 hari
5. lin Reklame 5 hari -
6. liin Penelitian 1 hari lebih dari 1 hari
7. ljin Usaha Angkutan Bermotor 7 hari ?
8. liin Trayek Baru 6 hari ?
9. Kartu Kontrol (KK) ljin Usaha 1 hari lebih dari 1 hari
10. | ljin Insidentil 1 hari lebih dari 1 hari
11. Kartu Pengawasan (KP) ljin Trayek 1 hari lebih dari 1 hari
12. | Penyewaan Kekayaan Daerah 1 - 3 hari tidak terorganisir
13. | Akte Catatan Sipil 1 - 3hari 3 hari

Akta Kelahiran 1 - 3 hari 3 hari

Akta Perkawinan 1 - 3 hari 3 hari

Akta Kematian 3 hari 3 hari

Akta Pengangkatan Anak 3 hari 3 hari
14. | ljin pengumpulan uang sumbangan/ sosial dengan 6 hari -

mencetak karcis
15. Pendirian Apotik ?
16. Pendirian Toko Obat 2 hari
17. liin Praktek Dokter 3 hari tidak ada
18. | ljin Praktek Bidan 3 hari tidak ada
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Lama Pengurusan

No. Jenis Perijinan/Non Perijinan e s— T ——
19. liin Pendirian Lembaga Swasta 3 hari

20. Penerbitan Badan Hukum Koperasi 3 hari

21. | Tanda Daftar Usaha Perdagangan 7 hari

22. | Wajib daftar Perusahaan (WDP) 1 hari

23. | Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) 5 hari

24. Tanda Daftar Industri (TDI)/ljin Usaha Industri (IUl) 5 hari tidak jelas

25. | Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari tidak jelas

e) Efisiensi Biaya Pengurusan Perijinan

Sistem pengurusan perijinan dan non perijinan melalui Posyantu menciptakan
efisiensi dalam hal biaya. Efisiensi biaya tersebut dirasakan oleh masyarakat
yang mengurus perijinan dan Pemkab. Solok sebagai pengelola perijinan.
Efisiensi biaya dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat dari awal sudah
tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan sudah dipastikan tidak akan
ada tambahan biaya lagi di luar biaya resmi tersebut. Biaya transportasi dari
rumah ke posyantu pun sudah bisa diperkirakan sejak awal karena sudah
dipastikan bahwa masyarakat hanya akan datang ke posyantu maksimal 2
kali, yaitu pada saat mendaftar dan saat mengambil perijinan yang diurus.

Efisiensi biaya dalam pengurusan perijinan dan non perijinan juga dirasakan
oleh unit kerja teknis. Hal tersebut merupakan keuntungan dari sistem
administrasi dan front office yang terpusat di posyantu. Pekerjaan teknis
(misalnya peninjauan lokasi, pengukuran tanah, dll) banyak yang bisa dilakukan
oleh unit kerja secara kolektif dalam satu waktu sehingga cukup menghemat
biaya.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Data-data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance Posyantu
di Kab. Solok mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik adalah:

a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan perijinan
dan non perijinan

Pemkab. Solok mendirikan Posyantu dengan tujuan untuk memudahkan dan
melayani masyarakat dalam pelayanan perijinan dan non perijinan yang berada
di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Solok. Kemudahan-kemudahan
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dan kepastian-kepastian dalam pengurusan perijinan dan non perijinan melalui
posyantu mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ini.
Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengurus perijinan melalui
posyantu selalu meningkat dari tahun ke tahun.

No Jenis Perjanjian/ Non Perjanjian Zahun)
1999’  2000° 2001  2002° 2003 2004 2005  2006*
1. liin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 1" 12 10 12 24
2. liin Gangguan (HO) 62 341 282 172 224 179 184 255
3. liin Reklame 1 6 7 1 3 1
4. ljin Penelitian 16 84 128 72
5. ljiin Usaha Angkutan Bermotor 85 1 3 5 10 6 7
6. ljin Trayek Baru 20 280 | 1290
7. Kartu Pengawasan (KP) ljin Trayek 55
8. Penyewaan Kekayaan Daerah 1 26 29 47 69 48 43
9. Akta Kelahiran 564 2669 3069 6966 6489 | 7853 | 5932 3639
10. | ljin Praktek Dokter 1 13 5 12 33
11. | ljin Praktek Bidan 3 11 9 34 16
12. | Penerbitan Badan Hukum Koperasi 1 2 7
13. | Wajib daft ar Perusahaan (WDP) 483 551 308 85 305
14. | Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) 64 152 189 165 142
15. | Tanda Daftar Industri (TDI)/ ljin Usaha 24 22 23 45 1
Industri (IU1)
16. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 114 224 234 184 150
17. | Suratljin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 225 129
Keterangan:

! data hanya bulan Juli dan Agustus
2 data hanya bulan April sampai Desember
3 data hanya bulan Mei sampai Desember

4 data sampai bulan Juni 2006

Akses masyarakat terhadap Posyantu semakin meningkat dengan adanya
pengembangan Posyantu menjadi Posyantu +. Pembentukan Posyantu +
ditujukan untuk melayani masyarakat yang terpencil dan jauh dari pusat
kabupaten. Supaya tetap bisa mendapatkan pelayanan perijinan dan non
perijinan, mayarakat terpencil bisa mengurus perijinan di posyantu melalui
pos dan giro (kecamatan) yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Caranya,
cukup mengirimkan persyaratan sesuai dengan perijinan/non perijinan yang
akan diurus melalui pos, selanjutnya hasilnya akan dikirim oleh Posyantu melalui
pos. Berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa sekitar 10 persen dari perijinan
yang dikeluarkan adalah perijinan yang diurus melalui pos dan giro.

Sebagian besar masyarakat yang mengurus perijinan dan non perijinan melalui
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pos dan giro adalah masyarakat terpencil yang berasal dari Kab. Solok bagian
selatan. Akibatnya trend pengurusan perijinan dan non perijinan melalui pos
dan giro pada tahun-tahun terakhir menurun karena wilayah Solok Selatan
membentuk kabupaten baru, yaitu Kab. Solok Selatan.

b) Memperluas jangkauan layanan

Pada konsepnya, Posyantu dibentuk untuk memberikan kemudahan layanan
perijinan dan non perijinan yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok
kepada masyarakat Kabupaten Solok. Pada prakteknya, ada beberapa
perijinan/non perijinan (terutama non perijinan, contoh: akte kelahiran) yang
pengurusannya bisa dilakukan di kabupaten/kota mana saja yang bukan domisili
dari masyarakat yang bersangkutan.

Kemudahan-kemudahan dan kepastian-kepastian yang ditawarkan oleh
Posyantu dalam mengurus perijinan dan non perijinan ternyata mampu menarik
masyarakat di luar wilayah kab. Solok untuk mengurus perijinan/non perijinan
(terutama yang tidak didasarkan pada domisili) di Posyantu Kab. Solok. Seorang
pengurus perijinan yang sedang mengurus akta kelahiran anaknya menyatakan
bahwa dia lebih suka mengurus akta kelahiran di Posyantu Kab. Solok walaupun
tempat tinggalnya di kabupaten lain (dengan jarak 3 jam naik kendaraan umum)
karena di posyantu biaya pengurusan jelas dan waktu penyelesaiannya juga
pasti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara disebutkan bahwa
masyarakat dari luar kab. Solok biasanya mengurus akte kelahiran. Ada 3
kab/kota yang masyarakatnya banyak mengurus akta kelahiran di Kab. Solok.
Dari jumlah keseluruhan Akte Kelahiran yang diurus di Posyantu, lebih kurang
25 persen pengurus akte kelahiran berasal dari ketiga daerah tersebut.

3. Peningkatan Transparansi

Salah satu indikator keberhasilan dan keunggulan pelaksanaan good gover-
nance Posyantu adalah terciptanya transparansi waktu, biaya dan prosedur.

a) Transparansi Waktu

Waktu penyelesaian setiap jenis perijinan/non perijinan dijelaskan secara
transparan di Posyantu. Penjelasan tersebut dicantumkan dalam brosur yang
ditempatkan di loket. Selain pada brosur, pada setiap formulir pendaftaran
juga dicantumkan waktu penyelesaian perijinan/non perijinan. Penjelasan
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mengenai jangka waktu penyelesaian dikuatkan
melalui keterangan lesan dari petugas front
office (loket 1) yang bertugas menyampaikan
informasi dan menerima formulir pendaftaran.

b) Tranparansi Biaya
Seperti halnya pada waktu penyelesaian, biaya setiap jenis perijinan/non
perijinan juga dijelaskan secara transparan dalam brosur yang disediakan di
loket. Pada formulir pendaftaran, biaya tersebut juga dicantumkan. Selanjutnya
petugas front office di loket 3 juga menjelaskan
kembali mengenai biaya dari perijinan/non
perijinan yang diurus oleh masyarakat yang
bersangkutan. Masyarakat bisa membayar
biaya tersebut sekaligus di loket 3 pada saat
mengajukan perijinan/non perijinan atau saat
perijinan/non perijinan tersebut selesai,
tergantung dari jenis perijinan/non perijinan yang
diurus. Untuk jenis perijinan yang memerlukan
hitungan berdasar koefisien-koefisien yang nilainya tergantung pada objek
perijinan, pembayaran biasanya dilakukan setelah surat ijin selesai, sedangkan
jenis perijinan/non perijinan yang penetapan biayanya tidak ditetapkan
berdasarkan koefisien-koefisien, pembayaran biasanya dilakukan pada saat
pendaftaran.

c)Transparansi Prosedur

Prosedur pengurusan perijinan dijelaskan secara transparan dan komunikatif
dalam bentuk bagan yang ditempel di dinding dekat loket. Apabila pemohon
belum memahami prosedur yang ditempel di dinding, bisa minta penjelasan
kepada front office. Transparansi prosedur (bisnis proses) tersebut cukup efektif
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jalannya proses perijinan
tanpa harus menjelaskan secara detail.
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4. Penurunan Angka KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)

Sistem yang diterapkan pada Posyantu secara signifikan mampu mengurangi
(bahkan menghilangkan) budaya suap dan kolusi dalam penyelesaian perijinan
dan non perijinan yang sebelumnya biasa terjadi. Kondisi tersebut ditunjukkan
oleh:

a) Tidak ada suap yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas
dalam rangka mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

Standar waktu yang telah ditetapkan di Posyantu menutup peluang bagi
masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih cepat dengan cara
menyuap. Dengan cara ini, proses penyelesaian perijinan/non perijinan menjadi
lebih tertib.

b) Tidak adanya peluang bagi pengelola perijinan/non perijinan untuk
meminta tambahan biaya pengurusan perijinan/non perijinan
Dengan adanya Posyantu, pengelola perijinan/non perijinan di unit kerja teknis
tidak akan pernah berhubungan dengan masyarakat yang mengurus perijinan/
non perijinan sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk meminta tambahan
biaya kepada masyarakat misalnya dengan dalih biaya survey, dsb.

Selain dari itu, penjelasan biaya yang transparan juga menutup kemungkinan
bagi petugas di posyantu untuk meminta tambahan biaya kepada masyarakat
yang mengurus perijinan/non perijinan. Terlebih, seluruh petugas di Posyantu
sebelumnya pernah menandatangani pakta integritas yang isinya diantaranya
adalah tidak boleh menerima/meminta suap terkait dengan pekerjaan yang
dilakukan. Apabila dilanggar, mereka akan dikenakan sanksi.

Untuk menjamin bahwa petugas jujur dan transparan,
di ruang tunggu dan loket disediakan kotak
pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan
protes bila tidak puas terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Posyantu.

5.1.2. Pola Partisipatif
Good governance Pola Partisipatif diciptakan untuk dapat memfasilitasi
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kebutuhan pembangunan nagari/masyarakat melalui kerjasama antara
Pemkab. Solok dengan masyarakat di tingkat nagari. Bentuk kerjasama dari
masyarakat nagari minimal dalam bentuk tenaga (gotong royong) dalam
pekerjaan yang dibiayai oleh pemkab. tersebut.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance Pola Partisipatif adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan
transparansi dan penurunan KKN, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1 |Peningkatan efisiensi a)| Penghematan anggaran (APBD) Kab. Solok dalan
dan efektifitas pengelola- pembangunan dan pemeliharaan asset fisik sarana dan
an sumberdaya prasarana di tingkat nagari

b) | Asset sarana dan prasarana nagari memberikan manfaa
sosial dan ekonomi lebih lama

c) | Mengurangi pekerjaan Pemkab dalam perbaikan dan
pembangunan fisik

2 |Peningkatan Pelayanan |a)| Menyediakan sarana dan prasarana umum di tingkat nagaff
Publik secara layak

b) | Menjamin sarana dan prasarana tersebut dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat nagari
Peningkatan Partisipasi a)| Mengandalkan partisipasi masyarakat nagari dalam
Masyarakat perbaikan dan perawatan asset pemkab Solok di nagari

b) | Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam
pemanfaatan asset pemkab Solok yang ada di nagari
Peningkatan a)| Transparansi biaya dan pemanfaatan dana

Transparansi b) | Transparansi kegiatan

Penurunan Angka KKN a)| Tidak ada peluang penggelapan dana oleh panitia kegiatan

b) | Tidak ada/sangat kecil peluang nepotisme antara nagari dan|
pemkab dalam pemberian dana pola partisipatif

W

S

[$)]

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan good governance Pola Partisipatif mampu meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan ditunjukkan oleh data
berikut:

a) Penghematan anggaran (APBD) dalam pembangunan dan
pemeliharaan asset fisik Pemkab. Solok di tingkat nagari
Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari
dengan sistem pola partisipatif secara umum mampu menghemat APBD Kab.
Solok. Hal tersebut dikarenakan:

1). Terjadi penghematan biaya, karena biaya ditanggung bersama antara
nagari dan pemkab;
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2). Terjadi penghematan biaya pemeliharaan, karena masyarakat nagari
merasa memiliki sehingga bersedia memelihara dengan baik asset
tersebut.

Nilai maksimal dana pola partisipatif yang diberikan kepada nagari oleh Pemkab
adalah 20 juta rupiah. Berdasarkan wawancara didapat informasi bahwa melalui
sistem pola partisipatif, output yang diperoleh mencapai 300 persen atau lebih
dari output seharusnya yang dikerjakan dengan sistem proyek. Contohnya
adalah untuk membuka jalan desa bila dengan sistem proyek dana yang
dibutuhkan adalah 80-100 juta/km. Namun dengan sistem pola partisipatif,
pemkab. hanya memberikan dana 20 juta rupiah. Hasilnya, jalan yang berhasil
dibuka mencapai 3 km. Output ekstra yang berhasil didapatkan dalam pro-
gram pola partisipatif tidak terlepas dari keperdulian dan keterlibatan masyarakat
terhadap pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana fisik di nagari nya.
Sehingga mereka bersedia menyumbang dana dan tenaga demi terlaksananya
kegiatan tersebut.

Data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menunjukkan bahwa pada
tahun 2004, hanya dengan bantuan dana Pemkab Rp. 892.360.000, berhasil
dibangun, direhabilitasi dan diperbaiki 86 jenis sarana dan prasarana yang
tersebar di 48 nagari dan 13 kecamatan. Nilai total kegiatan tersebut setelah
digabung dengan partisipasi masyarakat adalah Rp 3,171 Miliar. Lihat tabel
berikut.

Uraian 2004 2005 2006
Biaya Bantuan Pemkab, melalui 892.360.000 447 .650.000 758.725.000
pola partisipatif (Rupiah)
Biaya total kegiatan (Rupiah) 3.170.509.802 1.136.450.000 ?
Persentase partisipasi/swadaya 71,81 67,71 ?
masyarakat (termasuk tenaga kerja,
melalui gotong royong)
Jumlah Kecamatan 13 14 ?
Jumlah Nagari 48 44 ?
Paket Kegiatan 86 53 60
Jenis Kegiatan 1. Jalan (pembukaan, pengerasan, cor, 1. Jalan (pembukaan, trotoar, 2
trotoar) pengerasan, cor, pelebaran) :
2. Sekolah dan Pondok Pesantren 2. Sekolah dan Ponpes (rehab,
(rehab,meubelair, pembangunan pembangunan kelas,wc, lap.
kelas, laboratorium, WC, OR,| ir )
Olahraga, pengecatan) 3. Irigasi (Perbaikan)
3. Irigasi (perbaikan inan) 4. 1 (perbaikan,
4. Jembat an (pembangunan,beton) pembangunan)
5. Sumur Gali Nagari 5. Sumur Gali Nagari
6. Pasar (rehab,pembangunan los) 6. Air Bersih
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Berdasarkan data terlihat bahwa persentase swadaya masyarakat dalam sistem
pola partisipatif sangat besar. Artinya, cukup besar dana APBD yang dapat
dihemat dengan menerapkan sistem ini. Pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan
pembangunan melalui pola partisipatif ini sangat prospektif untuk terus
dikembangkan. Namun data juga menunjukkan bahwa dana yang disediakan
Pemkab. untuk pola partisipatif menurun pada tahun 2005, dan kembali
meningkat pada tahun 2006. Sementara berdasarkan pengamatan di Kantor
Pemberdayaan Masyarakat, jumlah proposal dari nagari masih cukup banyak
dan menumpuk. Keterbatasan dana dan tenaga Tim Teknis mengakibatkan
tidak seluruh proposal dapat dipenuhi oleh Pemkab.

b) Asset sarana dan prasarana nagari memberikan manfaat ekonomi
dan sosial lebih lama

Sarana dan prasarana nagari yang berupa sarana/prasarana irigasi, jalan,
pemukiman, air bersih, sekolah, dan kesehatan apabila mendapatkan
pemeliharaan yang baik, akan memiliki umur yang lebih lama. Terlebih bila
pemeliharaan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat yang memanfaatkan
sarana dan prasarana umum tersebut.

Sebagai contoh jembatan gantung di Nagari Sungai Abu. Bila tidak dilakukan
perbaikan, jembatan gantung tersebut dalam waktu dekat akan rusak dan tidak
bisa dipakai lagi oleh masyarakat nagari Sungai Abu. Akibatnya kegiatan
ekonomi juga akan terganggu. Dengan bantuan pola partisipatif dari Pemkab
(55% dari total biaya), jembatan tersebut bisa kembali berfungsi dengan baik
dan diperkirakan dalam 5 tahun mendatang masih bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat nagari.

¢) Mengurangi pekerjaan Pemkab dalam pembangunan dan perbaikan
fisik

Pola pembangunan, perbaikan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana nagari
melalui sistem pola partisipatif akan B -
mengurangi pekerjaan pemkab dalam W
pembangunan dan perbaikan sarana dan :
prasarana fisik di tingkat nagari. Dengan
pola ini pemkab telah melimpahkan :
sebagian program pembangunan dan 3

=
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perbaikan fisik di tingkat nagari kepada masyarakat nagari. Hal tersebut tentu
saja sangat menguntungkan pemkab, karena pemkab lebih bisa berkonsentrasi
pada pekerjaan lain yang juga memerlukan perhatian yang besar.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Bentuk dari pelayanan publik pada good governance pola partisipatif adalah:

a) menyediakan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari secara
layak

Dengan sistem pola partisipatif, beberapa sarana dan prasarana di tingkat
nagari dibangun dan diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh
masyarakat. Berikut contoh 5 nagari dan jenis sarana dan prasarana yang
dibangun/ direhab/diperbaiki untuk tahun 2004 dan 2005 saja.

Jenis Kegiatan
1. | Nagari Koto Baru 1. Pembukaan jalan baru 4. Rehab MIS/MDA 7. Perbaikan tali Bandar
2. Pencoran jalan baru 5. Rehab TK DW Nagari
3. Rehab TK Nagari 6. Pencoran jalan simp. Sawah Balik
2. | Nagari Cupak 1. Pengkrekelan jalan Ponpes 4. Rehab & meubelair SD 5 dan 14 Cupak
2. Tambahan meubelair TK 5. Rehab MAN Amal Cupak
3. Rehab SD 3 & MIS Cupak
3. | Nagari Saning Bakar | 1. Pembukaan jalan baru 3. Sarana air bersih nagari 5. Rehab MDA Darul Ulum
2. Meubelair MDA Darul Ulum 4. Pencoran Jalan Kucai
4. | Nagari Pianggu 1. Pembangunan sumur gali 2.Pemb. Jembatan SMP 3. Pengecoran jalan
5. | Nagari Muaro Paneh | 1.Cor jalan lingkar nagari 4. Pembuatan trotoar 6. Pembangunan SD 10
2. Meubelair SD 18 & SMP 1 5. Pembangunan laboratorium Slarcliel
3. Peningkatan TK SR

b) menjamin sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan oleh masyarakat nagari

Sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara bersama oleh masyarakat
nagari akan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata masyarakat dibanding bila
dibangun dan diserahkan dengan sistem proyek. Dengan pemeliharaan yang
baik dan rasa tanggungjawab bersama di antara anggota masyarakat nagari,
asset pemerintah kabupaten yang ada di nagari tersebut akan dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat
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3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Wujud partisipasi masyarakat dalam good governance pola partisipatif adalah:

a) Partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan, perbaikan
dan perawatan asset Pemkab yang ada di nagari

Partisipasi tersebut ditunjukkan dalam bentuk tenaga dan dana. Sebagai
contoh, untuk pembukaan jalan baru di Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah
Gumanti pada tahun 2004, diperlukan dana total Rp 166.500.000. Dana yang
tersedia dan berhasil dikumpulkan oleh nagari dan masyarakatnya adalah Rp.
150.000.000. Sisanya, disediakan oleh Pemkab dalam bentuk pola partisipatif
sebesar Rp. 16.500.000. Selain dari itu masyarakat juga menyumbang
tenagakerja dalam bentuk gotong royong (goro).

b) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam
pemanfaatan asset sarana dan prasarana pemkab yang ada di nagari
Dengan adanya asset pemkab yang dibangun dan diperbaiki secara bersama-
sama oleh masyarakat nagari, timbul rasa tanggungjawab masyarakat terhadap
kelestarian asset tersebut sehingga secara sukarela mereka berpartisipasi
dalam pemeliharaannya.
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4. Peningkatan Transparansi

Praktek good governance Pola Patrtisipatif juga memberikan pelajaran kepada
masyarakat dan pemkab mengenai pentingnya transparansi dalam pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan:

a) Transparansi dalam biaya dan pemanfaatan dana

Besar biaya dan alokasi penggunaan dana per kegiatan pola partisipatif secara
transparan diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada bupati.
Sebelumnya, alokasi dana sudah g
dicantumkan dalam penyusunan proposal
kegiatan yang diajukan ke bupati. 5
Selanjutnya pencairan dana dilakukan di
hadapan seluruh masyarakat nagari
sehingga kontrol bisa dilakukan oleh
masyarakat secara langsung.

: Lo e d
Pada tahap pemanfaatan dana, pelaporan tetap harus dilakukan oleh penerima
bantuan dan pada akhir kegiatan harus menyerahkan surat pertanggungjawaban
keuangan (SPJ) kepada bupati cq. Pimpinan Kegiatan. Bentuk surat
pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat pada lampiran 1.

b) Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan

Pada pola partisipatif, pelaksanaan kegiatan per tahap juga dilakukan secara
transparan. Dari awal saat proposal mulai diajukan oleh nagari, transparansi
sudah mulai ditunjukkan. Tim Teknis Kegiatan yang dibentuk oleh bupati akan
memeriksa proposal yang diajukan. Selanjutnya Tim akan turun ke lapangan
untuk membuktikan bahwa kegiatan yang diajukan di proposal benar-benar
dibutuhkan oleh masyarakat nagari dan masyarakat nagari sudah siap
bergotongroyong untuk mengerjakan kegiatan yang diajukan tersebut. Dalam
pelaksanaan kegiatan, masyarakat secara langsung bisa memantau apabila
terjadi penyimpangan. Pada akhir kegiatan, penerima bantuan harus
memberikan pelaporan mengenai kegiatan yang dilakukan kepada bupati cq.
Pimpinan Kegiatan. Selain dari itu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala oleh Tim Teknis, Pimpinan Kegiatan dan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Contoh pengajuan proposal di lampiran 2.
Contoh rekomendasi dari Tim Teknis di lampiran 3.
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5. Penurunan Angka KKN

Pembiayaan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana di tingkat nagari
dengan pola partisipatif cukup mampu memberi pelajaran kejujuran kepada
masyarakat, aparat nagari maupun pemkab sendiri. Hal tersebut ditunjukkan
oleh:

a) Tidak ada peluang penggelapan dana oleh panitia kegiatan
Adanya transparansi dalam penggunaan dana dan pelaporan
pertanggungjawaban menutup peluang bagi panitia kegiatan untuk melakukan
penggelapan dana pola partisipatif. Pengawasan yang ketat, terutama oleh
masyarakat nagari sendiri mampu mengatur jalannya pemanfaatan dana sesuai
dengan yang direncanakan dalam proposal. Selain dari itu sistem pelaporan
keuangan yang diwajibkan kepada panitia kegiatan/penerima bantuan akan
mencegah terjadinya penggelapan dana.

b) Tidak ada/sangat kecil peluang nepotisme antara nagari dan
pemkab dalam pemberian dana pola partisipatif

Dalam proses pengajuan proposal, peninjauan lapangan, pemberian
rekomendasi dan pengambilan keputusan ditolak/diterimanya proposal pola
partisipatif suatu nagari, tidak diperlukan pendekatan khusus atau nepotisme.
Semuanya berdasarkan fakta di lapangan hasil penilaian tim teknis yang
kemudian direkomendasikan kepada bupati. Keputusan akhir mengenai
diterima atau ditolaknya proposal pola partisipatif suatu nagari berada di tangan
bupati.

5.1.3. Revolving Fund

Program Revolving fund diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki
usaha dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut sehingga
lebih menguntungkan dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam lingkup yang
lebih luas, revolving fund diharapkan mampu mengembangkan aktivitas
ekonomi suatu daerah.

Keberhasilan program good governance revolving fund di Kabupaten Solok
ditunjukkan oleh indikator-indikator yang dapat dicapai, yaitu peningkatan

pelayanan publik, peningkatan HDI, peningkatan akuntabilitas, peningkatan
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transparansi, peningkatan angka kesempatan kerja dan penurunan angka
kemiskinan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1 |Peningkata Pelayanan a) | Memberi fasilitas pinjaman berbunga sangat rendah kepada
Publik masyarakat yang memiliki usaha
2 |Peningkatan HDI a) | Angka HDI meningkat
3 |Peningkatan akuntabilitas | a) | Pengusaha memiliki laporan keuangan
4 |Peningkatan a) | Pemkab membuka peluang yang sama kepada masyarakat
Transparansi yang memilki usaha untuk ikut dalam program revolving
fund :
b) | Transparansi dalam penentuan penerima revolving fund
dan prosedur pengembalian/cicilan
5 [Peningkatan Angka a)| Peningkatan kebutuhan tenagakerja bagi pengusaha
Kesempatan Kerja penerima revolving fund :
b) | Membuka kesempatan kerja di sektor usaha lain yang
komplementer dengan usaha yang dibiayai revolving fund
6 |Penurunan Angka . |a)| Penurunan angka ketergantungan pengusaha terhadap
Kemiskinan tengkulak
b) | Peningkatan pendapatan pengusaha yang mendapatkan
revolving fund
c)| Peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat nagari dan
kecamatan sebagai akibat dari berjalannya usaha-usaha
yang dibiayai revolving fund dan usaha-usaha
komplementernya

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Good governance revolving fund merupakan bentuk pelayanan Pemkab. Solok
kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang
kurang berkembang karena keterbatasan modal. Jenis pelayanan tersebut
adalah memberikan fasilitas pinjaman modal usaha dengan bunga yang relatif
kecil bila dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan oleh bank dan tengkulak.
Selama ini sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha tetapi kurang
berkembang tersebut mengandalkan tengkulak dalam memenuhi kebutuhan
modalnya, sehingga bukannya usahanya yang berkembang tetapi justru hutang
yang semakin menumpuk.

Sejak tahun 2003 sampai Mei 2006, jumlah masyarakat (perorangan maupun

kelompok) yang sudah dibantu oleh Pemkab. Solok adalah 130. Angka tersebut
belum termasuk dengan penerima revolving fund Tahun 1997- 2003. Pada
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awal program revolving fund berjalan tahun 1997, Pemkab. Solok menanamkan
modal sebesar 600 juta rupiah. Hampir setiap tahun modal pokok tersebut
ditambabh, kecuali 2 tahun terakhir. Saat ini modal revolving fund yang berputar
berkisar 2,2 Miliar rupiah. Lihat tabel berikut.

2003 2004 2005 2006

Sektor (i)  wmian

% %
peminjam Jumlah Pinjaman Tunggak peminjam Jumiah Pinjaman Tunggak Jumlah Pinjaman Tunggak peminj Jumlah Pinjaman Tunggak
i) (Rp) (iii) an (iv) [ Rp) (i (Rp) (iii) i Rp) (i) an (iv)

X h %  Jumlah

(Rp) (iii) an(iv) a an(iv) am

(i)

KPN kantor bupati 1 [1.000.000.000, 2,08 1]1.000.000.000, 2,08 1[1.000.000.000/ 2,08 1[1.000.000.000, 2,08
Pariwis ata - - - 5 23.750.000| 17,56 5 23.750.000 27,39 5 23.750.000[ 27,39
Pertanian 61 | 720.000.000 41,3 102 | 420.000.000] 20,08 62| 720.000.000[ 41,3| 62| 720.000.000 39,72
Perkebunan 3 85.000.000| 66,73 n.a n.a n.a 3 85.000.000| 66,73 3 85.000.000| 66,73
KOPERINDAG 60 312.230.000[ 34,3 93 255.000.000| 10,45 60 | 312.230.000| 34,37 60 | 312.230.000 37,78
Jumlah 124 [2.117.230.000] 22,77 200 [1.698.750.000/ 8,00 | 130[2.140.980.000] 34,37 | 130 [2.140.980.000 34,74

Keterangan :

Kolom (i) Banyaknya jumlah individt ok yang revolving fund

Kolom (jii) Total dana yang disalurkan sebagai dana pinjaman

Kolom (iv) Total dana yg belum dikembalikan/total dana yang disalurkan

Kolom (v) % dana yang dikembalikan tidak sesuai perjanjian

Sektor Pertanian : Terdiri dari sub sektor Perikanan, Peternakan, Holtikultura dan Tanaman Pangan
Sektor Koperindag : Terdiri dari sub sektor Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

**Merupakan data tahun 2003 dan data tambahan baru

2. Peningkatan HDI

Angka Human Development Index (HDI) yang terdiri dari unsur-unsur usia
harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata durasi sekolah dan tingkat
pengeluaran riil’kapita, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada dasarnya memang tidak secara langsung menunjukkan bahwa
keberhasilan program revolving fund akan meningkatkan HDI Kab. Solok,
karena unsur-unsur HDI terkait dengan program-program good governance lain
(yang tidak seluruhnya dilakukan di Kab. Solok), yaitu pendidikan dan
kesehatan. Namun demikian, paling tidak program pemberdayaan ekonomi,
dalam hal ini adalah revolving fund dianggap merupakan salah satu program
good governance yang mampu meningkatkan nilai HDI suatu daerah.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI
tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Bandingkan dengan nilai
HDI Kab. Solok sebelum program good governance dilaksanakan (1996) yang
hanya mencapai 64.0. Perkembangan nilai HDI yang baik tersebut (walaupun
sempat menurun di tahun 1999 akibat krisis ekonomi) menunjukkan bahwa
program revolving fund dianggap cukup berhasil di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas
Sebelum mendapat revolving fund, masyarakat pengusaha biasanya kurang
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memperhatikan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi. Hal tersebut
dikarenakan kegiatan usaha mereka masih bersifat konvensional dan tidak
ada yang mengajari mereka mengenai pembukuan keuangan. Melalui program
revolving fund, masyarakat dipaksa untuk bisa menyusun proposal dan
membuat laporan keuangan. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat untuk
mengatur kegiatan usaha mereka, terlebih apabila dana revolving fund sudah
mulai cair. Mereka akan lebih mudah mengatur keuangan dan menjadwalkan
pengembalian pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh
proposal revolving fund dapat dilihat di lampiran 4.

4. Peningkatan Transparansi

Program revolving fund dilakukan secara transparan oleh Pemkab. Solok
kepada masyarakat Kabupaten Solok, ditunjukkan oleh:

a) Pemkab. Solok membuka peluang yang sama kepada seluruh
masyarakat yang memiliki usaha untuk ikut dalam program revolv-
ing fund

Pemkab. Solok memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang telah
memiliki usaha tetapi membutuhkan tambahan modal, mengajukan proposal
untuk mengikuti program revolving fund. Secara transparan, Pemkab. Solok
melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) mengumumkan program
revolving fund dengan cara mengirimkan surat melalui Camat. Selanjutnya
Camat yang sudah dibekali buku petunjuk teknis oleh KPM mengumumkan
secara terbuka kepada masyarakatnya.

b) Transparansi dalam penentuan penerima revolving fund dan
prosedur pengembalian/cicilan

Penetapan penerima revolving fund didasarkan pada proposal yang dibuat
oleh masyarakat pengusaha kepada KPM. Untuk menilai proposal tersebut, di
tingkat kabupaten dibentuk Tim Verifikasi, yang juga bertugas meninjau
langsung lokasi usaha masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari peninjauan
lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk Analisa Usaha Hasil Survey, yang
ditunjukkan pada Lampiran 5. Analisa usaha hasil survey tersebut dijadikan
dasar bagi Tim Verifikasi dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati.
Lampiran 6 menunjukkan contoh rekomendasi Tim Verifikasi kepada Bupati
dalam penentuan keputusan diterima/ditolaknya proposal revolving fund.
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Setelah ditetapkan siapa yang berhak menerima revolving fund, Bupati melalui
Keputusan Bupati Solok mengumumkan secara transparan kepada masyarakat
siapa yang berhak menerima revolving fund (Lampiran 7). KPM secara
transparan juga menyampaikan kepada masyarakat penerima mengenai
kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh penerima revolving fund dan
pemkab (KPM) serta sanksi-sanksi apabila melanggarnya. Persetujuan
bersama mengenai hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk
kesepakatan bersama. Bentuk surat perjanjian dapat dilihat pada Lampiran 8.

5. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

Masyarakat yang mendapatkan dana dari Revolving Fund dan berhasil
mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha, akan meningkat skala
usahanya. Kondisi tersebut terkait dengan peningkatan angka kesempatan
kerja di daerah tersebut yang ditunjukkan oleh:

a) Peningkatan kebutuhan tenaga kerja bagi pengusaha yang
menerima revolving fund

Dengan meningkatnya skala usaha, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga
akan meningkat, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja baru di daerah
tersebut. Secara teori, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut
selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Kab. Solok.

b) Membuka kesempatan kerja di sektor usaha lain yang komplemen
dengan usaha yang dibiayai oleh revolving fund

Berkembangnya usaha-usaha yang dibiayai revolving fund ternyata mampu
menumbuhkan usaha-usaha baru yang komplemen. Contohnya adalah adanya
beberapa usaha peternakan sapi di suatu kecamatan yang dibiayai revolving
fund, menumbuhkan usaha baru tanaman hias. Usaha baru tanaman hias dapat
memanfaatkan kotoran sapi untuk kegiatan usahanya. Dengan adanya usaha
baru tersebut, kesempatan kerja menjadi lebih terbuka di daerah tersebut.

Pelaksanaan Revolving Fund dalam jangka waktu yang panjang seharusnya
memang meningkatkan angka kesempatan kerja atau mengurangi
pengangguran. Namun berdasarkan data statistik terlihat bahwa angka
pengangguran di Kab. Solok di tahun 2004 mencapai 5,13 persen, jauh lebih
tinggi dibanding tahun 1997 yang hanya 1,64%. Faktor utama kenaikan angka
pengangguran adalah dampak krisis ekonomi yang berlarut-larut. Di Kab. Solok,
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Revolving Fund memang mampu meningkatkan angka kesempatan kerja,
namun peningkatan tersebut masih jauh lebih rendah dibanding dengan dampak
krisis ekonomi yang berakibat pada banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan
besar. Selain dari itu, jangka waktu pelaksanaan revolving fund yang belum
terlalu lama mengakibatkan sebagian besar dana masih berputar di kelompok-
kelompok (perorangan) penerima pendahulu, baru sedikit yang berputar ke
kelompok-kelompok (perorangan) lain yang juga membutuhkan. Nilai dana
yang diputar juga tidak pernah ditambah, sehingga tujuan revolving fund untuk
memperluas jangkauan penerima menjadi terhambat.

Indikator keberhasilan peningkatan kesempatan kerja masih optimis dapat
dicapai oleh program good governance revolving fund, dengan syarat:

« Jumlah dana pokok yang diputar ditambah dan/ bunga revolving fund
diputar kembali dijadikan modal (untuk sementara bunga tidak jadi
sumber PAD)

< Tidak menaikkan suku bunga

¢ Meminimalkan jumlah kredit macet

* Memperluas jangkauan pelayanan revolving fund terhadap sektor-sektor
usaha yang banyak menyerap tenaga kerja

* Rajin menciptakan inovasi baru dalam program revolving fund

6. Penurunan Angka Kemiskinan

Jumlah keluarga miskin di Kab. Solok tahun 2004 adalah 37,03 persen, menurun
dari tahun 2001 yang 38,91 persen. Namun apabila dibandingkan dengan
tahun 1997 pada saat good governance baru akan dipraktekkan di daerah ini,
jumlah keluarga miskin lebih kecil yaitu 30,50 persen. Persentase keluarga
miskin yang meningkat setelah tahun 1997 sebenarnya disebabkan oleh krisis
ekonomi yang berlarut-larut.

Dalam tataran ideal, pelaksanaan good governance revolving fund sebenarnya
diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok. Revolving
fund memang tidak secara otomatis menurunkan angka kemiskinan, karena
dana yang berputar dan jumlah orang/kelompok sasaran revolving fund di
Kab. Solok terlalu sedikit untuk dapat memacu penurunan angka kemiskinan
secara langsung. Secara umum program good governance revolving fund
memiliki tujuan-tujuan yang relatif lebih mikro, namun dalam skala makro dapat
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diartikan sebagai penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh:

a) Penurunan angka ketergantungan ekonomi pengusaha (biasanya
terkait dengan modal) terhadap tengkulak

Sebelum pola revolving fund berjalan, para pengusaha kecil dan rumahtangga
menggantungkan bantuan ekonomi, terutama dalam hal modal usaha kepada
tengkulak. Alasannya adalah prosedur nya lebih mudah dan tidak memerlukan
agunan. Daya jangkau masyarakat kepada bank saat itu masih sangat rendah
karena selain keberadaan bank tidak selalu dekat dengan tempat tinggal
masyarakat, persyaratan kredit melalui bank sangat sulit dan memerlukan
agunan yang nilainya cukup besar. Keterlibatan masyarakat dengan tengkulak
akhirnya menjerat masyarakat sendiri. Hutang terus bertambah, sementara
kegiatan usaha tidak pernah bisa berkembang, sehingga kondisi ekonomi dari
hari ke hari semakin menurun.

Program revolving fund sangat membantu masyarakat melepaskan diri dari
jeratan tengkulak. Masyarakat menjadi lebih leluasa dalam mengelola usahanya
karena bunga yang dibebankan sangat kecil. Sedikit demi sedikit kondisi
ekonomi mulai membaik dan meningkat.

Bila dilihat dari jumlahnya, dari tahun 2003 sampai Mei tahun 2006 sebanyak
130 orang (kelompok) sudah dibantu Pemkab. Solok dalam bentuk revolving
fund. Artinya, terdapat sekitar 130 orang (kelompok) yang terselamatkan dari
kemungkinan ketergantungan terhadap tengkulak. Bila dianalogikan jumlah
orang yang mendapatkan dana revolving fund mewakili keluarga, maka terdapat
0,16 persen dari jumlah keluarga di Kab. Solok yang terselamatkan dari jurang
kemiskinan. Data tersebut hanya terbatas dari tahun 2003 sampai 2006, tidak
termasuk data penerima revolving fund sebelum tahun 2003.

b) Peningkatan pendapatan pengusaha yang mendapatkan
revolving fund

Masyarakat pengusaha yang mendapatkan dana dari revolving fund pada

awalnya sebagian besar adalah masyarakat yang bisa dianggap miskin karena

usahanya kurang berkembang. Dengan kucuran dana dari revolving fund, terjadi

peningkatan skala usaha sehingga pendapatan dan taraf hidup menjadi

meningkat.

Sebagai contoh Pengusaha A dari Kecamatan Kubung. Sebelumnya hanya
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memiliki 1 kolam lele yang tidak bisa berkembang. Dengan mendapatkan
suntikan dana dari revolving fund senilai Rp. 5 juta, saat ini kolam lele nya
sudah bertambah 2, sehingga total menjadi 3 kolam. Hasil Dari ketiga kolam
tersebut oleh A dikelompokkan menjadi kolam untuk membayar hutang, kolam
untuk membiayai hidup dan kolam untuk tabungan. Hasilnya, Pengusaha A
sudah berhasil membangun rumah baru hasil dari kolam lelenya.

¢) Peningkatan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan sebagai
akibat dari berjalannya usaha-usaha yang dibiayai oleh revolving
fund dan usaha-usaha komplementernya

Kegiatan usaha yang dibiayai revolving fund dan usaha-usaha komplementernya
yang berjalan dengan baik dan kontinyu di suatu daerah, memacu peningkatan
aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Saat ini, di Kabupaten Solok pada tahun
2005 saja sudah tumbuh empat BPR baru sebagai respon dari kegairahan
ekonomi yang mulai tercipta sampai pada level kecamatan dan nagari.
Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesempatan
kerja dan pendapatan sehingga pada jangka panjang akan menurunkan angka
kemiskinan di wilayah Kabupaten Solok.

5.1.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance penyusunan LAKIP di
Kabupaten Solok adalah terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya, peningkatan transparansi dan peningkatan
akuntabilitas, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1 |Peningkatan Efisiensi a) | Isi LAKIP menggambarkan kinerja kegiatan yang efisien
dan Efektifitas Pengelo - dan efektif dalam rangka mencapai sasaran yang
laan Sumberdaya ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) .

2|Peningkatan a)| Pemkab. Solok transparan dalam melaporkan
Transparansi kegiatan selama 1 tahun dan pencapaiannya

3 |Peningkatan a) | Kegiatan yang dilakukan bisa diukur tingkat
akuntabilitas keberhasilannya

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya
Materi LAKIP adalah penjabaran rencana kerja (Renja) tahunan Pemkab. Solok
dalam bentuk pencapaian tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan, indikator

kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sumberdaya kinerja dan dana. Dengan

56 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



adanya pelaporan melalui sistem LAKIP, seluruh unit kerja akan berusaha
melaksanakan program kerjanya secara baik sehingga sasaran pemkab dalam
Renja bisa dicapai. Unit Kerja akan bekerja secara efektif dan efisien dalam
hal pengelolaan sumberdaya manusia dan dana karena penggunaannya
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP. Ketidakefisienan dan
ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya akan berakibat kepada tidak
tercapainya sasaran yang dimaksud sehingga kinerja unit kerja yang
bersangkutan akan dinilai rendah atau buruk oleh Bupati dan DPRD.

2. Peningkatan Transparansi

Pelaporan LAKIP yang berisi materi analisis pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam Renstra untuk tahun bersangkutan, merupakan media
pertanggungjawaban kinerja Pemkab. Solok kepada seluruh stakeholders,
terutama DPRD dan masyarakat. Secara transparan dijelaskan mengenai
kegiatan yang dilakukan dan pencapaiannya, sehingga DPRD dan masyarakat
bisa mengkritisinya. Pada tahap sebelum LAKIP dibentuk, terjadi pula
transparansi dari setiap unit kerja yang menyampaikan LAKIP unit kerja terpusat
ke bagian Organisasi Pemkab. LAKIP Unit Kerja tersebut merupakan bahan
bagi Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja pemerintah Kab. Solok sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di
masa datang. Good governance LAKIP di Solok mencerminkan akuntabilitas
karena kinerja Pemkab Solok yang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja
dan performance agreement, membuat output LAKIP bisa diukur. Dengan
demikian kinerja yang dilakukan selama satu tahun tersebut dapat diukur tingkat
keberhasilannnya. Rencana Kinerja Pemkab Solok Tahun 2005, Tujuan,
Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pencapaiannya ditunjukkan oleh
Lampiran 9.

5.1.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
DAUN merupakan salah satu program good governance Pemkab. Solok yang
tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan pencapaian dari indikator-indikator

peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan
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transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan
publik. Lihat penjelasan pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

Peningkatan Efisiensi a)| Pemberdayaan nagari dalam pelaksanaan program
dan Efektifitas Pengelo - Pemkab. Solok
laan Sumberdaya

=

2|Peningkatan a)| Transparansi dari Pemkab kepada Nagari mengenai
Transparansi kriteria penilaian DAUN yang akan disalurkan ke tiap
nagari, nilai DAUN,dan alokasi penggunaannya
b) | Transparansi dari Nagari kepada masyarakatnya dalam
penyusunan dan penggunaan DAUN
3 [Peningkatan Partisipasi |a)| Kegiatan yang dilakukan bisa diukur tingkat
Masyarakat keberhasilannya
4 |Peningkatan Pelayanan |a)| Menyediakan dana block grant untuk tugas-tugas

Publik pelayanan kepada masyarakat nagari

b) | Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas
umum lainnya di tingkat nagari

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Program DAUN yang diberikan Pemkab. Solok kepada nagari merupakan
realisasi dari program pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari. Ada
105 kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan nagari terkait realisasi
program Pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari ini. Dengan
pelimpahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian DAUN, unsur nagari
menjadi lebih diberdayakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan
di tingkat nagari. Pemberdayaan unsur nagari diwujudkan dalam bentuk
tanggungjawab yang besar dalam penyusunan rencana anggaran DAUN,
pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban DAUN. Pemberdayaan unsur
nagari sebagai input dan pelaksana pembangunan di tingkat nagari tersebut
merupakan wujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya nagari
untuk kepentingan yang lebih besar yaitu pembangunan Kab. Solok.

2. Peningkatan Transparansi
Transparansi merupakan unsur yang ditonjolkan dalam pemberian DAUN dari

Pemkab kepada nagari, seperti ditunjukkan dalam penjelasan berikut.
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a) Transparansi dari pemkab kepada nagari mengenai kriteria
penilaian DAUN yang disalurkan ke tiap nagari, jumlah dana yang
diberikan dan alokasi penggunaannya

Secara transparan Pemkab. Solok menyampaikan kepada setiap nagari bahwa
dana DAUN yang akan disalurkan ke tiap nagari berasal dari APBD dengan
nilai berkisar antara Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 150 juta. Nilai aktual yang
diterima tiap nagari didasarkan kepada nilai indeks nagari yang cara
penghitungannya menggunakan kriteria penilaian (bobot nilai) yang terdiri dari
unsur luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, SDA (PDRB/
kapita), SDM (angkatan kerja), PBB dan perhubungan. Rumus DAUN yang
diterima oleh setiap nagari adalah, DAUN= 75.000.000 + (Indeks Nagari x
Total Daun Kabupaten). Nilai dari rumus tersebut adalah nilai DAUN yang
diterima oleh setiap nagari. Apabila ada nilai DAUN nagari yang dihitung
berdasarkan rumus diperoleh hasil kurang dari 75 juta atau lebih dari 150 juta,
maka nilai akhirnya dijadikan 75 juta atau 150 juta. Nilai akhir DAUN yang
diterima tiap nagari diumumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kab. Solok. Secara transparan juga diberitahukan kepada
nagari bahwa alokasi DAUN harus digunakan untuk biaya rutin 60% dan biaya
pembangunan 40%. Tabel berikut menunjukkan nilai DAUN tiap nagari di Kab.
Solok tahun anggaran 2006.
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No Kecamatan & Nagari Nilai (Rp) Kecamatan & Nagari Nilai (Rp)

Kubung 898.946.071 2 Gunung Talang 880.049.932
1 Koto Hilalang 99.987.876 1 Talang 122.779.127
2 Selayo 137.085.764 2 Sungai Jernih 97.740.945
3 Gaung 103.054.765 3 Koto Gadang Guguk 108.201.785
4 Panyakalan 100.098.876 4 Jawi-jawi 99.714.946
5 Saok Laweh 105.075.675 5 Koto Gaek Guguk 99.530.712
6 Tanjung Bingkuang 100.576.453 6 Cupak 137.990.018
7 Gantung Ciri 102.080.987 7 Batang Barus 115.046.745
8 Koto Baru 150.985.675 8 Aia Batumbuk 99.045.654

Bl Koto Diatas 896.842.468 4 Koto Sel. Lasi 869.404.556
1 Tanjung Balik 98.098.765 1 Pianggu 101.998.765
2 Sulit Air 123.750.678 2 Guguk Sarai 96.986.576
3 Katialo 98.345.654 3 Koto Laweh 97.014.253
4 Labuh Panjang 93.345.657 4 Indudur 96.986.576
5 Paninjauan 101.078.765 5 Sungai Durian 93.096.051
6 Bukik Kandung 96.098.765 6 Taruang-ruang 97.968.765
7 Pasilihan 95.545.654 7 Siaro-aro 98.068.754
8 Sibarambang 96.988.765 8 Bukit Bais 93.197.162
9 Kuncir 93.589.765 9 Sungai Jambur 94.087.654
1 Singkarak 102.908.987 1 Koto Anau 120.514.597
2 Tikalak 95.987.675 2 Batu Banyak 98.852.371
3 Kacang 102.456.753 3 Limau Lunggo 102.084.835
4 Tanjung Alai 97.805.876 4 Koto Laweh 109.773.972
5 Aripan 104.908.765 5 Bukik Sileh/Selayo Tanang 108.783.694
6 Sumani 107.086.765 6 Batu Bajanjang Lembang 102.930.609
7 Koto Sani 119.905.765 Jaya
8 Saning Bakar 117.908.987

7 Jujung Sirih 220.857.341 8 Pantai Cermin 253.773.308
1 Muaro Pingai 98.056.765 1 Surian 138.485.664
2 Paninggahan 122.800.576 2 Lolo 115.287.644
1 Muara Paneh 126.545.675 1 Rangkian Luluih 108.645.003
2 Bbukit Tandang 94.065.743 2 Batu Banjanjang 109.647.484
3 Kinari 102.997.875 3 Tanjung Balik Sumiso 110.345.652
4 Parambahan 94.653.765 4 Garabak Data 111.351.567
5 Dilam 101.025.654 5 Simanau 101.452.875
1 Alahan Panjang 140.485.664 1 Talang Babungo 131.886.708
2 Sungai Nanam 143.013.914 2 Sariak Alahan Tigo 117.852.503
3 Salimpat 117.534.352 3 Sungai Abu 112.698.950
4 Aie Dingin 112.853.752 4 Sungai Abu 112.698.950
1 Sirukam 108.789.827 1 Kampung Batu Dalam 121.875.770
2 Supayang 97.465.001 2 Simpang TJNan IV 115.102.350
3 Aia Luo 100.840.080

TOT, 8.105.612.441

b) Transparansi dari Nagari kepada masyarakatnya dalam
penyusunan dan penggunaan DAUN

Transparansi DAUN dari pemerintahan nagari kepada masyarakat nagari dalam
bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai jumlah DAUN
yang diterima, rencana penggunaannya serta pos-pos belanjanya. Informasi
tersebut disampaikan kepada masyarakat nagari dalam Laporan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang disahkan dalam bentuk Peraturan
Nagari. Informasi detail mengenai penggunaan DAUN dapat dilihat dalam Daftar
Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN). Contoh
APBN dan DIKNA DAUN dapat dilihat di Lampiran 10 dan Lampiran 11.
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3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan good governance DAUN adalah terjadinya peningkatan
partisipasi masyarakat nagari. Dengan adanya DAUN, masyarakat nagari
menjadi terlibat dalam musyawarah-musyawarah nagari untuk melahirkan
keputusan-keputusan pemerintah nagari, terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan nagari serta terlibat dalam pengawasan pembangunan. Dalam
hal pertanggungjawaban penggunaan dana DAUN, perwakilan masyarakat juga
dilibatkan oleh pemerintahan nagari. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat
nagari semakin mudah dilakukan karena adanya sistem pelaporan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Nagari) yang transparan dan rutin dilakukan
setiap tahun.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Dana DAUN yang diberikan Pemkab Solok kepada Nagari merupakan media
peningkatan pelayanan publik. Bentuknya adalah:

a) Menyediakan dana block grant untuk tugas-tugas pelayanan
kepada masyarakat nagari

Dana block grant digunakan oleh aparat/petugas desa untuk tugas pelayanan
kepada masyarakat nagari, memberikan fasilitas tertentu untuk kepentingan
umum, dan lain-lain. Tabel berikut menggambarkan penggunaan DAUN untuk
pos belanja rutin dan belanja pembangunan di Nagari Supayang Kec. Payung
Sekaki Kab. Solok Tahun 2006.
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RINCIAN BELANJA NILAI (Rp)

BELANJA RUTIN 77.972.000
Pos Belanja Badan Perwakilan Nagari (BPN) 19.493.000
Belanja Pegawai 16.680.000
Belanja Barang 1.213.000
Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000

Pos Belanja Pemerintahan Nagari 58.479.000
Belanja Pegawai 55.290.000
Belanja Barang 80.000
Belanja Pemeliharaan - (dari sumber lain, yaitu pendapatan asli nagari/PAN )

Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000
Belanja Operasional - (dari sumber lain, yaitu pendapatan asli nagar/PAN )
Belanja Lain - lain (pos:biaya sidang tahunan) 1.189.000

BELANJA PEMBANGUNAN 19.493.000

Belanja Pembangunan sarana pemerintah nagari

Belanja sarana produksi (dari sumber lain, yaitu PAN)

Belanja sarana perhubungan dan pariwisata

Belanja sarana pemasaran koperasi 7.293.000
Pembangunan kios dan los pasar 7.293.000

Belanja pembangunan prasarana sosial budaya 7.500.000
Pembangunan TPA TPSA 1.700.000
Peningkatan seni budaya dan olahraga anak nagari 2.000.000
Pembangunan posyandu dan kesehatan nagari 1.800.000
Pembinaan program PKK 2.000.000

Belanja pembangunan lain-lain 4.700.000
Belanja operasional KAN 1.200.000
Biaya pemilihan dan pelantikan BPN 1.000.000
Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari 2.500.000

TOTAL BELANJA DAUN 97.465.000

b) Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial,
ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas umum lainnya
Empat puluh persen dana DAUN digunakan untuk belanja pembangunan nagari.
Sebagian dari belanja pembangunan tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan
sarana dan prasarana ditingkat nagari. Sarana dan prasarana tersebut
diantaranya adalah: sarana pemerintah nagari;sarana produksi (tanah nagari,
badan usaha nagari, irigasi, DAM, kolam/kebun, dsb); sarana perhubungan
(jalan nagari, rambu-rambu jalan, gorong-gorong,dll); sarana pariwisata (tempat
parkir pariwisata, tempat wisata, pemandian nagari, dll); sarana koperasi
(prasarana pasar, los/kios, dll); prasarana sosial budaya (sarana ibadah, TPA
TPSA, cagar budaya dan olahraga, posyandu dan puskesmas, PKK, sarana
dan prasarana sosial&budaya lain); dan lain-lain. Dengan terpeliharanya sarana
dan prasarana umum, masyarakat nagari bisa merasakan kemanfaatan dari
sarana dan prasarana tersebut.
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5.1.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu praktek good governance yang
berjalan dengan baik di Kabupaten Solok. Kunci keberhasilan dari keikutsertaan
masyarakat dalam program-program pemerintah adalah diberikannya wadah
resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemkab dan
keterbukaan pemkab dalam menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat
tersebut.

Indikator keberhasilan good governance partisipasi masyarakat di kabupaten
Solok adalah: peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan HDI, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi
dan penurunan angka kemiskinan. Lihat tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1 |Peningkatan Efisiensi a) | Pemberdayaan seluruh unsur SDM dikabupaten Solok
dan Efektifitas Pengelo - dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan
laan Sumberdaya Kab. Solok .

b) | Penjaringan aspirasi dari seluruh unsur masyarakat
terkait dengan kegiatan pembangunan kab. Solok

c) | Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
karena adanya pengawasan masyarakat

2 |Peningkatan HDI a) | Peningkatan HDI
3 |Peningkatan Partisipasi a) | Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses
Masyarakat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
b) | Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam
pengawasan pembangunan
4 |Peningkatan a)| Transparansi dari pemkab kepada masyarakatdalam
Transparansi pengambilan keputusan kegiatan pembangunan
5|Penurunan Angka a) | Pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat

Kemiskinan

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan good governance partisipasi masyarakat di Kab. Solok mampu
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, yang
ditunjukkan oleh:

a) Pemberdayaan seluruh unsur SDM di Kab. Solok dalam
perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kab. Solok
Kegiatan pembangunan di Kab. Solok dalam perencanaannya melibatkan
seluruh unsur masyarakat dari tingkat nagari sampai kabupaten, yaitu:
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1) Kelompok masyarakat nagari (pemuda, pendidik, wanita, kesehatan,
agama, dll); 2) Unsur pemerintah daerah (nagari dan kecamatan); 3) perwakilan
eksekutif; 4) Perwakilan legislatif; 5) Tokoh masyarakat; 6) LSM; 7) Perguruan
Tinggi; 8) Tokoh Adat; 9) Bundo Kandung; 10) Organisasi Profesi; 11) Perantau;
12) Unsur lain yang dianggap penting.

Pemberdayaan seluruh unsur masyarakat tersebut cukup efektif dan efisien
membantu perencanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah dan
berdayaguna.

b) Penjaringan aspirasi oleh seluruh unsur masyarakat terkait dengan
kegiatan pembangunan Kab. Solok

Program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Solok merupakan
hasil dari penjaringan aspirasi seluruh unsur masyarakat yang dipadukan dengan
usulan unit kerja/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang
bersangkutan. Media yang dipakai Pemkab Solok dalam menjaring aspirasi
dari masyarakat adalah: Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses
DPRD, Survey Program, Input Langsung, dan Tim Sinergi.

Penjaringan aspirasi dari masyarakat secara langsung untuk kepentingan
kegiatan pembangunan tersebut merupakan wujud dari efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya. Karena masyarakat merupakan sumberdaya
sekaligus obyek dari kegiatan pembangunan. Penjaringan aspirasi masyarakat
akan menciptakan kegiatan pembangunan yang terarah serta dibutuhkan oleh
masyarakat.

c)Efektifitas dan efisiensi pembangunan Kab. Solok karena adanya
pengawasan masyarakat

Unsur masyarakat di Kabupaten Solok juga dilibatkan dalam pengawasan
kegiatan pembangunan. Peluang untuk melakukan pengawasan secara
langsung dalam kegiatan pembangunan ini menciptakan kegiatan pembangunan
di Solok menjadi lebih efektif dan efisien dengan tingkat kebocoran dan
kegagalan yang relatif lebih kecil.

2. Peningkatan HDI

Partisipasi masyarakat di Kab. Solok diarahkan kepada perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga diharapkan kegiatan

64 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



pembangunan di Kab. Solok lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pada tahap selanjutnya kegiatan pembangunan yang terarah dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Solok, yang ditunjukkan oleh
peningkatan HDI.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI
tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Perkembangan nilai HDI
yang baik tersebut menunjukkan bahwa program partisipasi masyarakat
dianggap berjalan dengan baik di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
good governance partisipasi masyarakat adalah:

a) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan

Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dilakukan melalui Duduk Basamo yang dilakukan tiap 5 tahun
sekali, Musyawarah Pembangunan Nagari yang merupakan kegiatan tahunan,
Musrembang Kecamatan yang dilaksanakan tiap tahun sekali dan Tim Sinergi
yang juga merupakan kegiatan tahunan. Partisipasi masyarakat tersebut dalam
wujud penyampaian usul/ide program pembangunan, mengkritisi program-pro-
gram pembangunan yang diajukan unit kerja/instansi teknis, membahas pro-
gram pembangunan yang akan dilaksanakan dan bersama dengan seluruh
peserta memutuskan jens program/kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan.

b) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan
pembangunan

Keterlibatan dalam pengawasan pembangunan dilakukan oleh perwakilan
masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan melalui kegiatan Duduk Basamo, Musbang Nagari, Musrembang
Kecamatan dan Tim Sinergi. Monitoring dan evaluasi juga bisa dilakukan oleh
masyarakat umum melalui kotak pengaduan atau sms langsung ke bupati. Di
luar masyarakat, LSM yang cukup banyak tersebar di wilayah ini juga bisa
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mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok.
4. Peningkatan Transparansi

Indikator keberhasilan peningkatan tranparansi pada good governance
partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh keterbukaan Pemkab. Solok dalam
penyampaian rencana program-program pembangunan setiap tahunnya.
Masyarakat tidak hanya ditunjukkan mengenai rencana pembangunan yang
akan dilaksanakan, namun juga diajak terlibat dalam pengambilan keputusan
mengenai program-program pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh
Kab. Solok pada tahun tersebut.

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Solok diharapkan sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat Solok. Sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat
dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka panjang program partisipasi masyarakat diharapkan akan
menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok.

Persentase keluarga miskin di Kabupaten Solok tahun 2004 adalah 37,03
persen, menurun dari tahun 2001 yang sebesar 38,91 persen. Namun apabila
dibandingkan dengan tahun 1997 pada saat good governance baru akan
dipraktekkan di daerah ini, jumlah keluarga miskin pada tahun tersebut lebih
kecil yaitu hanya 30,50 persen. Persentase keluarga miskin yang meningkat
setelah tahun 1997 sebenarnya lebih disebabkan oleh krisis ekonomi yang
berlarut-larut.

Pada dasarnya program partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
apabila terus menerus dilaksanakan dalam jangka panjang diyakini tetap
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan angka
kemiskinan di Kabupaten Solok. Artinya, walaupun saat ini angka kemiskinan
belum bisa turun secara signifikan, namun sebaiknya program partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terus dilaksanakan karena
hasilnya yang positif.
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5.1.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan praktek good governance di Kab. Solok yang cukup
berhasil menciptakan kedisiplinan di kalangan aparatur Pemkab. Solok.
Keberhasilan praktek good governance ini tidak terlepas dari keterlibatan LSM
dalam memandu pelaksanaannya dan keikutsertaannya dalam pengawasan.

Indikator keberhasilan pakta integritas adalah terjadinya peningkatan
transparansi dan penurunan angka KKN, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1|Peningkatan a) | Keterbukaan bagi aparatur Pemkab mengenai hal-hal
Transparansi tidak boleh dilakukan, terkait dengan tugas dan tanggun
jawabnya .

b) | Keterbukaan kepada masyarakat bahwa aparatur daerah
telah menandatanganifakta integritas yang akan diberlakukan
sanksi jka mereka melanggarnya

N

Penurunan Angka KKN a) | Menurunkan angka KKN karena ada sanksi yang diterapkan

1. Peningkatan Transparansi

Penerapan pakta integritas di lingkungan Pemkab. Solok merupakan wujud
dari:

a) Keterbukaan bagi aparatur Pemkab mengenai hal-hal yang tidak
boleh dilakukan, terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya
Dengan menandatangani pakta integritas, aparatur mengetahui apa saja yang
tidak boleh dilakukan terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka
emban. Mereka juga memahami bahwa dengan menandatangani pakta
integritas sanksi siap mereka terima bila melanggar isi dari pakta integritas
tersebut. Isi pakta integritas ditunjukkan pada lampiran 12.

b) Keterbukaan kepada masyarakat bahwa aparatur daerah telah
menandatangani pakta integritas yang akan diberlakukan sanksi
bila mereka melanggarnya

Penandatanganan pakta integritas oleh aparatur pemerintah Kabupaten Solok
diinformasikan kepada masyarakat dan LSM sehingga mereka bisa ikut
mengawasi dalam pelaksanaannya. Bahkan masyarakat juga diberi kesempatan
melaporkan aparatur daerah yang melanggar pakta integritas dan dijamin akan
ditindaklanjuti oleh Pemkab. Solok
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2. Penurunan Angka KKN

Penandatanganan pakta integritas memang bertujuan untuk meningkatkan
kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkab. Solok. Pakta Integritas juga
membatasi perilaku PNS supaya tetap pada garis tugas dan tanggungjawabnya.
Hasil akhirnya, diharapkan menurunkan dan selanjutnya menghilangkan
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab. Solok. Di Kab Solok,
Pakta Integritas berhasil menurunkan angka KKN karena pelanggaran terhadap
pakta integritas akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari
teguran sampai dengan pemecatan. Sampai saat ini di Pemkab. Solok, sanksi
paling berat yang sudah pernah diterapkan adalah penurunan pangkat.

5.1.8. Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada dasarnya sudah diatur secara
nasional berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003, yang telah diubah beberapa kali
dan yang terakhir Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Namun demikian tidak seluruh
daerah mampu melaksanakannya secara baik sesuai dengan Kepres dan
Perpres yang berlaku. Kab. Solok merupakan salah satu daerah yang secara
disiplin melaksanakan segala peraturan dalam Kepres dan Perpres tersebut
tanpa memiliki hambatan yang berarti.

Keberhasilan Pemkab. Solok dalam melaksanakan sistem pengadaan barang
dan jasa ditunjukkan oleh indikator keberhasilan terjadinya efisiensi dan
efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan partisipasi masyarakat,
peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN, seperti terlihat pada tabel
berikut.
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Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

Peningkatan Efisiensi a) | Standarisasi proses pengadaan barang dan jasa sesuai
dan Efektifitas Pengelo - dengan keputusan bupati dan kepres

laan Sumberdaya
Peningkatan Partisipasi a) | Masyarakat (pengusaha,kontraktor,konsultan) memiliki
Masyarakat kesempatan yang sama dalam mengikuti thender
pengadaan barang dan jasa, asalkan syarat-syarat terpenuhi

-

N

b) | Masyarakat dan LSM bisa mengawasiproses berjalannya
Pengadaan Barang dan Jasa

w

Peningkatan a) | Transparansi dalam pembukaan thender melalui media massa
Transparansi dan pengumuman terbuka

b) | Transparansi dalam proses pelaksanaan Pengadaan barang
danjasa

IN

Penurunan Angka KKN a) | Tidak ada kolusi antara panitia Pengadaan barang dan jasa
dan peserta thender karena sudah ada standarisasi dan
peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

b) | Tidak ada korupsi yang bisa dilakukan oleh pemenang thender
maupun panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena
kegiatan dilakukan secara transparan

c) | Tidak ada nepotisme, karena pemenang thender adalah
peserta yang mendapatkan nilai tertinggi

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan
dengan efisien dan efektif karena ada SK bupati yang menjadi standar/peraturan
proses pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemkab Solok didasarkan pada SK Bupati Solok No.28 Tahun
2005, yang sebagian besar mengacu kepada Kepres Nomor. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2005.

Seluruh tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan
SK Bupati, tidak boleh ada penyimpangan, penyederhanaan ataupun
perpanjangan proses. Efisiensi dan efektifitas proses pengadaan akan terjadi
bila seluruh proyek pengadaan mengikuti peraturan dalam SK Bupati ini.
Prosedur pengadaan barang dan jasa pelelangan umum di Kab. Solok
ditunjukkan dalam lampiran 13, prosedur pengadaan barang dan jasa pemilihan
langsung di lampiran 14 prosedur pengadaan barang dan jasa penunjukan
langsung ditunjukkan dalam lampiran 15
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2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab. Solok mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat, ditunjukkan oleh:

a) Masyarakat (pengusaha, kontraktor, konsultan) memiliki
kesempatan yang sama dalam mengikuti thender pengadaan barang
dan jasa, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan

Dengan SK Bupati yang ditetapkan, seluruh pengusaha, kontraktor dan
konsultan yang memenuhi syarat bisa berpartisipasi dalam thender pengadaan
barang dan jasa. SK Bupati ini memang membuka secara lebar peluang
pengikut thender. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum SK Bupati Nomor
28 Tahun 2005 dan Kepres 80 tahun 2003 ada. Pada waktu itu sistem pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok hanya diikuti oleh pengusaha,
kontraktor dan konsultan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Pemenang
thender pun seperti sistem arisan (bergilir) di seputar mereka saja.

b) Masyarakat dan LSM bisa ikut serta dalam mengawasi proses
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok
Salah satu kunci ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kab.
Solok adalah adanya keikutsertaan masyarakat dan LSM dalam mengawasi
proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dan LSM bisa
memberi masukan, mengkritik serta mengadukan kegiatan kecurangan dalam
prosedur pengadaan barang dan jasa ini. Pengaduan tersebut dianggap
merupakan salah satu bentuk kontrol yang akan langsung ditanggapi oleh
Pemkab. Solok. Dalam SK Bupati Nomor 28 Tahun 2005 disebutkan bahwa,
pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa dapat berfungsi:
 sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik
terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan
barang/jasa
« memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara
berfikir dan pelaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam
pengadaan barang/jasa
* memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus
mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, dan
pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam
pengadaan barang dan jasa
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3. Peningkatan Transparansi

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan
dengan cukup transparan, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) Transparansi dalam pembukaan thender melalui media massa
dan pengumuman terbuka

Pengumuman mengenai rencana pengadaan barang dan jasa dilakukan secara
terbuka dengan tujuan semua memiliki kesempatan yang sama dalam
mendaftar (mengikuti thender) pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok.
Dengan memberikan pengumuman secara terbuka diharapkan Pemkab akan
mendapatkan banyak kandidat sehingga setelah melalui proses seleksi akan
diperoleh pengusaha, kontraktor atau konsultan yang paling berkualitas. Contoh
format iklan pengadaan pekerjaan konstruksi ditunjukkan di lampiran 16 dan
contoh format iklan pengadaan barang ditunjukkan di lampiran 17.

b) Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa

Setelah semua diberi kesempatan yang sama dalam mendaftar keikutsertaan
thender, proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya dilaksanakan secara
transparan dan terbuka. Tidak ada proses yang dilakukan di luar prosedur
yang sudah ditetapkan. Setelah melalui seleksi, pengumuman mengenai siapa
yang menang dan siapa yang kalah juga dilakukan secara terbuka. Lihat
kembali lampiran 13, lampiran 14 dan lampiran 15.

4. Penurunan Angka KKN

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara profesional dan
mengikuti prosedur yang berlaku secara langsung akan menurunkan angka
KKN, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) Tidak ada kolusi antara panitia pengadaan barang dan jasa dan
peserta thender karena sudah ada standarisasi dan peraturan
pengadaan barang dan jasa

Dengan SK Bupati tersebut, kolusi antara panitia dan peserta/calon peserta
thender tidak dimungkinkan lagi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Solok. Peraturan yang dibuat sudah sangat ketat.
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi. Terlebih panitia
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dan peserta thender juga sudah menandatangani pakta integritas.

b) Tidak ada korupsi yang bisa dilakukan oleh pemenang thender
maupun panitia pengadaan barang dan jasa karena kegiatan
dilakukan secara transparan

Celah untuk melakukan korupsi pada sistem pengadaan barang dan jasa di
kab. Solok sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan seleksi yang
dilakukan oleh panitia, perusahaan, kontraktor atau konsultan yang paling efisien
lah yang akan menjadi pemenang dalam thender yang diadakan. Panitia tidak
bisa bermain dalam penentuan pemenang thender, karena skor berikut item
nya diumumkan secara transparan. Selain dari itu panitia thender juga telah
menandatangani pakta integritas yang mengingatkan kepada mereka mengenai
keharusan untuk berbuat jujur dalam melakukan tugas. Demikian juga untuk
pemenang thender yang juga telah menadatangani pakta integritas.

c) Tidak ada nepotisme, karena pemenang thender adalah peserta
yang mendapatkan nilai tertinggi

Berdasarkan SK Bupati dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam
proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Solok tidak berlaku. Semua
diberi kesempatan yang sama dalam mengikuti thender, termasuk pengusaha,
kontraktor ataupun konsultan yang dekat dengan kekuasaan. Namun proses
seleksi berlaku secara standar untuk seluruh peserta dan yang menjadi
pemenang adalah peserta yang memiliki skor tertinggi. Proses yang dilakukan
semua berjalan secara transparan dan diawasi oleh masyarakat dan LSM.

5.1.9. Giro to Giro

Praktek good governance giro to giro merupakan pengembangan dari praktek
good governance Pos Pelayanan Satu Pintu yang sudah lebih dahulu
dilaksanakan. Apabila dalam Posyantu yang dilayani masyarakat umum, maka
dalam giro to giro konsentrasi pelayanan ditujukan kepada unit kerja, pemegang
kas, atau pelaksana pekerjaan.

Keberhasilan pelaksanaan giro to giro di Kabupaten Solok ditunjukkan oleh
indikator peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN. Tabel berikut menjelaskan
secara rinci data yang menunjukkan kondisi tersebut.
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Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

Peningkatan Efisiensi a) | Proses pencairan SPMU lebih efisien dan efektif karena

-

dan Efektifitas Pengelo - adanyaprosedur yang baku
laan Sumberdaya

2 |Peningkatan a) | Transparansidalam hal prosedur
Transparansi

b) | Transparansidalam hal waktu penyelesaian

W

Penurunan Angka KKN a) | Tidak ada suap yang diberikan pemegang kas kepada
petugas untuk mendapatkan pelayanan istimewa

b) | Tidak ada permintaan imbalan (suap) dari petugas
kepada pemegang kas dalam rangka pemberian pelayanan
lebih cepat

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Melalui sistem giro to giro, proses pengajuan SPP dan pencairan SPMU menjadi
lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat prosedur yang
baku dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan prosedur baku tersebut, proses
bisa berjalan lebih tertib dan bisa diprediksi penyelesaiannya, termasuk
hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi. Dengan prosedur yang baku,
juga terjadi penghematan tenaga dan waktu unit kerja pengguna anggaran/
pihak ketiga, karena mereka tidak perlu berulang-ulang mendatangi loket G to
G untuk mengetahui status SPP mereka.

2. Peningkatan Transparansi

good governance giro to giro berjalan dengan mengedepankan prinsip
transparansi. Transparansi dalam proses giro to giro ditunjukkan oleh:

a) Transparansi prosedur

Prosedur giro to giro secara transparan dijelaskan di loket giro to giro dalam
bentuk bagan yang cukup komunikatif. Dengan membaca prosedur tersebut,
pemegang kas mendapatkan informasi yang berharga mengenai status SPP
mereka. Dijamin tidak ada prosedur yang dilakukan di luar prosedur resmi
yang diinformasikan tersebut.
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b) Transparan dalam hal waktu penyelesaian

Salah satu tujuan praktek good governance giro to giro adalah menciptakan
transparansi dalam hal waktu penyelesaian. Tujuan tersebut tercapai di giro to
giro yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab. Solok. Jangka waktu yang
dibutuhkan untuk memproses SPP-PK menjadi SPMU adalah lebih kurang 6
hari kerja, sedangkan SPP-BT menjadi SPMU membutuhkan waktu lebih kurang
2 hari kerja.

3. Penurunan Angka KKN

Indikator penurunan angka KKN juga dapat dipenuhi dalam praktek good
governance giro to giro, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut:

a) Tidak ada suap yang diberikan pemegang kas kepada petugas
untuk mendapatkan pelayanan istimewa

Sebelum sistem giro to giro diberlakukan, pencairan SPMU dilakukan secara
cash sehingga pemegang kas memegang uang dalam bentuk cash. Karena
memegang uang cash, pada umumnya para pemegang kas akan meninggalkan
uang kepada petugas. Nilai uang yang diberikan pemegang kas kepada petugas
selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh
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petugas. Dengan adanya giro to giro, tidak ada lagi uang cash yang dipegang
petugas maupun pemegang kas, sehingga tidak ada lagi peluang menyuap
oleh pemegang kas untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat. Selain dariitu
dengan jaminan transparansi prosedur dan waktu, pemberian suap tersebut
memang sudah tidak diperlukan lagi.

b) Tidak ada permintaan imbalan (suap) dari petugas kepada
pemegang kas dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih cepat
Dengan giro to giro, proses pencairan dana berlangsung secara tertib dengan
waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada peluang untuk mempercepat atau
memperlambat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas
juga tidak memiliki peluang untuk meminta imbalan kepada pemegang kas
atas pelayanan yang diberikan. Karena selain pemegang kas memang tidak
memegang uang cash yang bisa diberikan kepada petugas, petugas juga terikat
pada pakta integritas yang telah mereka tandatangani.

5.1.10. Performance Agreement (Perjanjian Kinerja)

Praktek good governance Performance Agreement di lingkungan pemerintah
kabupaten Solok memberikan pengaruh yang baik dalam hal pengawasan
atasan kepada bawahan.Hal tersebut dikarenakan para atasan memiliki
perjanjian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Perjanjian
Kinerja tersebut adalah antara Kepala Unit Kerja kepada Bupati dan antara
Bupati kepada DPRD.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance performance agreement
adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan transparansi dan peningkatan akuntabilitas, seperti ditunjukkan
oleh tabel berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

1 |Peningkatan Efisiensi a)| Kegiatan lebih terencana, dan dapatdiukur kebutuhan
dan Efektifitas Pengelo - sumberdaya nya
laan Sumberdaya
2|Peningkatan a) | Program kegiatan unit teknis dan pemkab diinformasikan dan
Transparansi diketahui oleh stakeholder (masyarakat, DPRD, karyawan,
bupati, DPRD)
3 Peningkatan akuntabilitas|a) Kegiatan Pemkab dan Unit Kerja lebih terarah dan
hasilnya terukur
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Perjanjian kinerja antara bupati dengan DPRD dan Kepala Unit Kerja (Dinas,
Kantor, Sekretariat, Unit) dengan bupati bentuknya adalah kontrak kerja selama
1 tahun dan harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Dengan adanya
perjanjian kinerja ini, kegiatan kerja selama 1 tahun lebih terencana sehingga
kebutuhan sumberdayanya lebih dapat diukur. Kebutuhan sumberdaya yang
terukur akan menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
tersebut. Dengan demikian tidak akan ada pemborosan sumberdaya, yang
biasanya sering terjadi pada program-program kerja yang tidak didasarkan
pada kinerja dan pertanggungjawaban hasil kerja.

2. Peningkatan Transparansi

Prinsip transparansi juga dikedepankan dalam pelaksanaan good governance
performance agreement ini. Terjadi pertukaran informasi yang transparan antara
para stakeholders (DPRD, bupati, kepala unit kerja, karyawan). Bahkan
transparansi tersebut dikuatkan dalam bentuk kontrak kerja. Peningkatan
transparansi tersebut memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masing-
masing unit kerja teknis dan bupati serta DPRD mengenai kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan masing-masing unit kerja selama 1 tahun dan bisa
memperkirakan hasilnya. Transparansi kegiatan juga menciptakan pengawasan
yang baik dalam hal pelaksanaan pekerjaan dari atasan kepada anak buahnya,
karena keberhasilan kegiatan selama 1 tahun tersebut harus
dipertanggungjawabkan di akhir tahun kepada pihak yang terlibat dalam kontrak
kerja. Contoh kesepakatan kinerja antara bupati dan kepala dinas/badan/
sekretariat ditunjukkan di lampiran 18.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan
1|Peningkatan Efisiensi a)| Kegiatan lebih terencana, dan dapatdiukur kebutuhan
dan Efektifitas Pengelo - sumberdaya nya
laan Sumberdaya
2 |Peningkatan a) | Program kegiatan unit teknis dan pemkab diinformasikan dan
Transparansi diketahui oleh stakeholder (masyarakat, DPRD, karyawan,
bupati, DPRD)

[}

Peningkatan akuntabilitas|a) Kegiatan Pemkab dan Unit Kerja lebih terarah dan
hasilnya terukur
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3. Peningkatan Akuntabilitas

Perjanjian kinerja menciptakan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja yang
baik akan membuat kegiatan selama satu tahun lebih terarah dan dapat diukur
tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan yang terukur menciptakan
akuntabilitas kinerja sehingga indikator keberhasilan good governance perfor-
mance agreement dapat dicapai.

Contoh bentuk kegiatan yang bisa diukur bisa dilihat lagi pada lampiran 18
pada halaman 2 dan seterusnya.

5.1.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Good governance Anggaran Berbasis Kinerja merupakan tolak ukur dari
pelaksanaan kegiatan tahunan unit kerja di lingkungan Pemkab. Solok.
Keberhasilan good governance anggaran berbasis kinerja menentukan pula
tingkat keberhasilan Pemkab. dalam pembangunan Kab. Solok.

Indikator keberhasilan good governance Anggaran Berbasis Kinerja adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi,peningkatan
transparansi, peningkatan akuntabilitas dan penurunan angka KKN. Lihat tabel
berikut.

Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan
1 [Peningkatan Efisiensi a) | Efisiensianggaranyang dikeluarkan untuk kegiatan
dan Efektifitas Pengelo - pembangunan, karena anggaran ditetapkan berdasarkan kinerja
laan Sumberdaya yang akan dilakukan selama satu tahun .
b) | Efektifitas kegiatan pembangunan karena anggaran yang
disiapkan sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
2 |Peningkatan Partisipasi a) | Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan
Masyarakat dan penentuan anggarannya
3 |Peningkatan b) | Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan dan
Transparansi anggaran pembangunan yang berjalan
3 |Peningkatan a) | Keterbukaan Pemkab kepada masyarakatmengenainilai
Transparansi anggaran dan kegiatan yang dilakukan
4 |Peningkatan a) | Anggaran yang Berbasis Kinerja akan menciptakan kegiatan
akuntabilitas yang akuntable dimana output yang didapatkannya akan
lebih terukur
5|Penurunan Angka KKN a) | Tidak ada korupsi anggaran karena anggaran yang ditetapkan
berdasarkan kinerja
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya merupakan salah
satu indikator keberhasilan good governance anggaran berbasis kinerja, yang
ditunjukkan dengan:

a) Efisiensi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan
pembangunan, karena anggaran di tahun bersangkutan ditetapkan
berdasarkan kinerja yang akan dilakukan dalam tahun tersebut

Di Kabupaten Solok, program kerja ditentukan lebih dahulu. Berdasarkan pro-
gram kerja tersebut baru ditetapkan anggarannya. Dengan sistem yang
demikian tidak akan ada pemborosan anggaran. Anggaran ditetapkan
berdasarkan program kerja yang akan dilakukan. Contoh sederhana anggaran
yang ditetapkan berdasarkan program kerja, dapat kembali dilihat di lampiran
18, halaman kedua dan selanjutnya.

b) Efektifitas kegiatan pembangunan karena anggaran yang disiapkan
sudah sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan

Program kerja yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja akan efektif berjalan
dengan ketersediaan dana yang mencukupi. Dengan sistem ini, pada saat
melakukan kegiatan, pelaksana kegiatan tidak perlu memikirkan cukup atau
tidak cukup dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja, jumlah dana yang disediakan dipastikan cukup untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan demikian kegiatan
pembangunan akan berjalan dengan efektif.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan salah indikator keberhasilan
good governance anggaran berbasis kinerja yang berhasil dicapai oleh Kab.
Solok, seperti ditunjukkan oleh data berikut.

a) Keikutsertaan Masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan
dan penentuan anggarannya

Kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditetapkan berdasarkan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat yang ditampung dalam wadah Duduk Basamo, Musbang
Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses DPRD, Survey Program, Input Langsung
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dan Tim Sinergi. Tim Sinergi bahkan membantu menentukan anggaran dari
program kerja yang telah ditetapkan tersebut. Gambar berikut menunjukkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan program kerja dan anggaran
pembangunan Kab. Solok.

Renstrﬁla (Visi, Misi,PK-5)
Penjaringan Aspirasi:
-Musbang Nagari .
—lhkml:gug Kecamatan —# Renstra Unit K erja Tahunan
-Reses DPRD
-Surv ey Program
-Input Langsung

b
Program Tahunan Tim Sinergi
— i
AKU APBD  «§

Rencana Anggaran Satuan Unit K erja

ﬂ =———=> Rarsp = APBD

Draft RAPBD

b) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan dan anggaran
pembangunan yang berjalan

Dalam anggaran berbasis kinerja, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan
pembangunan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui wadah-wadah Duduk
Basamo, Musbang nagari, Rakorbang Kecamatan, Tim Sinergi dan pengaduan
langsung. Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan dan tim Sinergi memiliki
jadwal khusus untuk evaluasi kegiatan pembangunan, yang hasilnya akan
disampaikan kepada Pemkab. Solok. Sedangkan pengaduan/kritik secara
langsung dapat dilakukan kapan saja selama proses pembangunan berjalan.
Dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
ini, kegiatan pembangunan diharapkan tetap berada pada koridor yang benar
dan segera bisa diperbaiki apabila terjadi penyelewengan.

3. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi merupakan salah satu indikator yang juga berhasil
dicapai oleh praktek good governance anggaran berbasis kinerja. Masyarakat
bisa mengetahui program kerja yang akan dilakukan selama satu tahun ke
depan sekaligus anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Informasi
tersebut bisa dilihat melalui Keputusan Bupati mengenai Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah tahun bersangkutan. Selain dari itu, isi praktek
good governance Performance Agreement unit kerja juga mencantumkan pro-
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gram kerja tahunan beserta biaya dan output unit kerja yang bersangkutan.
Transparansi program kerja dan nilai anggaran oleh Pemkab. Solok kepada
masyarakat dilakukan dengan tujuan masyarakat bisa terlibat langsung dalam
hal pelaksanaan kegiatan dan pengawasannya, sehingga program kerja dapat
berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

4. Peningkatan Akuntabilitas

Salah satu ciri dari anggaran berbasis kinerja adalah terciptanya akuntabilitas
program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan anggaran berbasis kinerja,
program kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah dan hasilnya dapat diukur
(akuntable).

5. Penurunan Angka KKN

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, peluang untuk melakukan KKN
menjadi sangat kecil, atau bahkan tertutup. Seluruh anggaran diciptakan
berdasarkan kinerja yang akan dilakukan, sehingga tidak ada celah
mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi/kelompok dari anggaran yang
ada. Selain dari itu ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran berdasarkan
kinerja yang sudah dilakukan.

5.1.12. Tunjangan Daerah

Tunjangan Daerah merupakan praktek good governance yang berpihak kepada
aparatur pemkab dengan bentuk insentif. Tunjangan Daerah diberikan dalam
rangka meningkatkan pendapatan aparatur daerah. Dengan meningkatnya
pendapatan diharapkan akan meningkatkan semangat kerja sehingga output
yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan tunjangan daerah di Kab. Solok ditunjukkan
oleh adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
penurunan KKN dan peningkatan transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh
tabel berikut.
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Indikator Keberhasilan Data yang menunjukkan keberhasilan

Peningkatan Efisiensi a) | Pengalokasian (pengalihan) anggaran ’honor dalam APBD
dan Efektifitas Pengelo - ke dalam bentuk 'tunjangan daerah’ yang lebih efektif da
laan Sumberdaya efisien :

b) | Efisien dalam pengeluaran anggaran terkait kegiatan proyek

-

c) | Program kerja setiap tupoksi dapat berjalan dengan
lancar karena adanya motivasi tambahan pendapatan

2|Penurunan Angka KKN a) | Mengurangi angka korupsi karena sudah mendapatkan
tambatram pendapatamyang sah
3 |Peningkatan a) | Transparansi dalam hal nilaitunjangan yang diterima masing-
Transparansi masing pegawai

b) | Transparansi dalam hal resiko dalam bentuk pemotongan
tunjangan bila pegawai tidak disiplin

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Dengan menetapkan tunjangan daerah, terjadi efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya, yang ditunjukkan oleh:

a) Pengalokasian (pengalihan) anggaran ‘honor’ dalam APBD ke
dalam bentuk ‘tunjangan daerah’ yang lebih efektif dan efisien dalam
pemanfaatannya

Sumber dana tunjangan daerah yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai di
lingkungan Pemkab. Solok berasal dari honor proyek (yang sudah dialokasikan
di APBD). Dengan demikian penetapan tunjangan daerah tidak menambah
anggaran APBD. Bahkan dengan pengalihan dari honor proyek ke tunjangan
daerah terjadi efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Sebelumnya
hanya beberapa orang saja yang mendapatkan tambahan pendapatan dari
proyek, sekarang menjadi seluruh pegawai mendapatkannya, termasuk guru
dan pegawai honorer. Jumlah anggaran honor yang dialihkan ke tunjangan
daerah dan tercatat dalam APBD Solok adalah berkisar 14,5 Miliar rupiah.

b) Efisien dalam pengeluaran anggaran, terkait dengan kegiatan
proyek

Dengan sistem tunjangan daerah, aparat yang terlibat dalam kegiatan proyek
tidak lagi mendapatkan honor proyek. Tambahan pendapatan sudah diberikan
dalam bentuk tunjangan daerah yang diberikan setiap bulan. Keterlibatan
mereka dalam proyek dianggap merupakan bagian dari tupoksi. Dengan
demikian terjadi efisiensi anggaran, karena tidak ada lagi pos untuk honor
proyek yang harus dikeluarkan. Sistem penghapusan honor proyek tersebut
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juga mengurangi rasa iri bagi pegawai yang tidak pernah mendapat bagian
honor karena memang tidak pernah dilibatkan dalam proyek.

c) Program Kkerja setiap tupoksi dapat berjalan dengan lancar karena
adanya tambahan pendapatan dalam bentuk tunjangan daerah
Sebelum tunjangan daerah diberlakukan, hanya tupoksi-tupoksi tertentu saja
yang sering mengerjakan proyek dan memperoleh tambahan pendapatan.
Melihat kondisi tersebut, tupoksi lain yang juga banyak mendapatkan beban
pekerjaan tetapi tidak pernah terlibat dalam proyek menurun motivasinya dalam
bekerja. Penetapan tunjangan daerah meningkatkan kembali motivasi bekerja
dari tupoksi-tupoksi yang tidak pernah mendapatkan bagian proyek.

2. Penurunan Angka KKN

Penurunan KKN, terutama korupsi dan kolusi merupakan salah satu tujuan
dari diberlakukannya tunjangan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan
yang sah, diharapkan terjadi pengurangan tindakan korupsi oleh pegawai di
lingkungan Pemkab. Solok. Kondisi tersebut dapat dicapai di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Transparansi

Penetapan tunjangan Daerah dilakukan secara transparan dan diumumkan
dalam bentuk SK Bupati. Bentuk transparansi tersebut adalah:

a) Transparan dalam hal nilai tunjangan daerah yang diterima oleh
masing-masing pegawai

Secara transparan dalam SK tersebut diumumkan mengenai jumlah/nilai
tunjangan yang diterima oleh masing-masing kelompok pegawai. Dengan
transparansi nilai tunjangan daerah tersebut diharapkan tidak terjadi saling iri
antar pegawai terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang harus
dikerjakannya. Lihat tabel berikut.
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No Komponen Nilai Penerim aan/bin (Rupiah)

1. Bupati 4 500 000
2. Wakil Bupati 3 750 000
3. Eselon Il/a 3 000 000
4. Esolon ll/b 2 500 000
5. Eselon lll/a 1250 000
6. Eselon IV/a 400 000
7. Eselon IV/b 300000
8. Eselon V/a 200000
9. Kepala Sekolah SMK 325000
10. | Kepala Sekolah SMA/SMP 250 000
11. | Kepala Sekolah SD 200 000
12. | Kepala TU UPTD Pendidikan Dasar 200000
13. | Pengawas TK/SD/SMP/SMA dan Penilik 200000
14. | Guru PNS 150000
15. | Guru PTT dan Guru Bantu 100000
16. | Staf Non eselon/Fungsional 150 000
17. | PTT 100000
18. | Penjaga Sekolah 100 000
19. | Pimpinan Kegiatan/AL pada Kantor Kecamatan 600 000
20. | PK Dinas/Badan/Kantor 400000
21. | PPK Dinas/Badan/Kantor 300 000
22. | PK/PPK Gaji SMP/SMA/SMK 35 000
23. | PK/PPK Gaji UPTD Pendidikan Dasar 60 000
24. | Pemegang Kas UPTD Puskesmas 60 000
25. | PPD Gaiji SMP/SMA/SMK 15 000
26. | PPD Gaji UPTD Pendidikan Dasar 25 000
27. | PP Barang SMP/SMA/SMK dan UPTD Diksar 25 000
28. | Petugas Pelaksana Satu Pintu 300000
29. | Ajudan Bupati,Wakil Bupati dan Setda 500 000
30. | Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Setda 300000
31. | Operator Telepon Setda 300000
32. | Auditor Bawasda:

a. Terampil (Gol. II/b sampai dengan lli/b) 300 000

b. Mahir (Gol. lll/c sampai dengan lll/d) 400 000

c. Ahli Madya (Gol.IV/a sampai dengan IV/c) 60000

b) Transparansi dalam hal resiko pemotongan tunjangan daerah
apabila pegawai tidak disiplin

Dalam SK Bupati juga diumumkan secara transparan mengenai pemotongan-
pemotongan tunjangan yang akan dilakukan apabila pegawai melanggar
kedisiplinan. Lihat tabel berikut.
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No Komponen Jumliah

Potongan/hari
1. | Tidak ada kabar (TK) 4%
2. | Terlambat datang 2%
3. |lzin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Dibayar penuh
surat tugas atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat organisasi/tempat
berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak
4. |lzin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat Dibayar penuh
seperti: mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami
musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusulkan
kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan
5. | Cepat pulang 2%

6. |lzin cepat pulang karenamelaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung| Dibayar penuh
sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung, dan diketahui
oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan

7. | lzin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membezuk mengurus Dibayar penuh
keluarga,membezuk kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalamimusibah
kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama
harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan

8. |lzin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang 2%
sifatnya darurat, seperti: mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang
mengalamimusibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan
kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan

9. |lzin untuk menghadiri undangan remi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi Dibayar penuh
kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, sekolah, dewan sekolah dibuktikan
dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang

mengundang
10. | Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari Dibayar penuh
11. | Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK 4%
12. | Sakit dilengkapi dengan surat dokter maksimal 14 hari Dibayar penuh
13. | Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter 4%
dianggap TK
14. | Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari), kelebihannya 2%
dianggap izin
15. | Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian Dibayar penuh
(Bupati)
16. | Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti di luar tanggunan negara), jika ada isteri/suami, Dibayar penuh

anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting
maksimal 2 bulan (PP No.24/1976)

17. | Tugas Belajar 50%
18. | Tugas belajar sudah habis waktunya dan tidakmelaporkan diri Tidak dibayarkan
19. | Libur kalender dan libur akademik Dibayar penuh

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada setiap jenis praktek good
governance, dapat dicatat bahwa tiap praktek good governance memiliki
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indikator keberhasilan yang tidak selalu sama. Fakta yang lain menunjukkan
bahwa tidak seluruh indikator keberhasilan pada setiap praktek good
governance selalu dapat dicapai di Kabupaten Solok. Namun demikian secara
umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan setiap jenis praktek tata kelola
pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok melalui proses dan memberikan
output sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

5.2. Tingkat Keberhasilan Good Governance Kabupaten Solok

Kabupaten Solok telah melaksanakan 12 jenis praktek good governance. Hasil
kumulatif menunjukkan bahwa praktek good governance di Kab. Solok sangat
berhasil dalam hal peningkatan transparansi, dan kurang berhasil dalam
meningkatkan angka kesempatan kerja. Seluruh jenis praktek good
governance di Kabupaten Solok mampu meningkatkan transparansi, namun
hanya satu jenis praktek good governance yaitu revolving fund yang mampu
meningkatkan angka kesempatan kerja. Lihat penjelasan dalam bentuk gambar
berikut.

Indikator Keberhasilan Praktek Good Governance Kab. Solok

Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

Penurunan Angka Kemiskinan
Peningkatan HDI

Peningkatan Akuntabilitas
Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Penurunan KKN

Peningkatan Efisiensi & Efektifitas

Pengelolaan Sumberdaya

Peningkatan Transparansi

Pada gambar dijelaskan bahwa 12 praktek good governance mampu
meningkatkan transparansi. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumberdaya
mampu dicapai oleh 9 praktek good governance, penurunan KKN oleh 7 praktek
good governance. Lima praktek good governance mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat, 4 praktek good governance meningkatkan pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas. Peningkatan HDI dan penurunan angka
kemiskinan hanya mampu dicapai oleh 2 praktek good governance dan
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Tingkat Ketercapaian Rendah 1. Peningkatan HDI
2. Penurunan Angka Kemiskinan
3. Peningkatan Kesempatan Kerja

Berdasarkan pengelompokan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan praktek
good governance di Kabupaten Solok lebih terarah ke faktor input, proses dan
sedikit ke output. Masih sangat sedikit yang mengarah ke outcome. Hal tersebut
ditunjukkan oleh tingkat ketercapaian yang kurang dari indikator keberhasilan
peningkatan HDI, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesempatan
kerja. Ketiga indikator keberhasilan tersebut ditambah dengan indikator
penurunan angka KKN merupakan outcome yang diharapkan akan dicapai
oleh daerah yang menerapkan praktek-praktek good governance.

Kekurang berhasilan Kab. Solok dalam mencapai ketiga jenis outcome tersebut
bukan disebabkan oleh ketidakberhasilan praktek-praktek good governance
(12 jenis) yang dilakukan, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
1. Jenis-jenis praktek good governance yang dilakukan tingkat
keberhasilannya tidak bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan
HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja,
tetapi bisa diukur oleh indikator lain di luar ketiga indikator tersebut
2. Outcome belum terlihat dari praktek-praktek good governance yang
baru dimulai di tahun 1997, 2001, 2002, 2003 dan 2004. Kemungkinan
besar ada beberapa praktek good governance yang outcome-nya baru
dirasakan setelah kegiatan berjalan di atas 10 tahun

Oleh karena itu apabila Kabupaten Solok menginginkan seluruh indikator
keberhasilan praktek good governance tercapai, hal yang harus dilakukan
adalah:

1. Terus melanjutkan kegiatan good governance yang sudah ada dengan
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan

2. Melakukan tambahan jenis praktek-praktek good governance yang
tingkat keberhasilannya bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan
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HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Kegiatan mengukur keberhasilan Kab. Solok dalam melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik ini dilakukan oleh KPK untuk memberikan gambaran
kepada Kabupaten Solok dan daerah-daerah lain yang telah melakukan berbagai
macam praktek good governance mengenai tingkat keberhasilan yang telah
dicapai dengan melaksanakan berbagai macam praktek tata kelola
pemerintahan yang baik. Selain dari itu daerah lain yang baru akan memulai
praktek tata kelola pemerintahan yang baik juga bisa memanfaatkannya untuk
memperkirakan hasil yang akan dicapai oleh daerahnya bila menerapkan
beberapa praktek good governance yang sudah dilakukan di Kabupaten Solok.
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LAMPIRAN






Lampiran 1. Contoh SPJ Pola Partisipatif

\NEUPRTEN 801 p

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

WALI NAGARI TARUANG TARUANG

KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

Alamat : Balai Gadang Jorong Balai Okak Kode Pos : 27388
Nomor :410//06/PEM-2006 Taruang Taruang, 1 September 2006
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Kepada
Perihal : SPJ Dana Partisipatif Yth, Bapak Kepala Kantor Pemberdayaan
Pencoran Jalan Ke Masjid Masyarakat Kabupaten Solok
Raya Taruang Taruang Di
Tahap I (Satu) Aro Suka,

Dengan hormat,

Besama ini kami kirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana

Partisipatif Tahap I (Satu) Pencoran Jalan Ke Masjid Raya Taruang Taruang.

Terlampir kami kirimkan :

1. SPJ Tahap [ (Satu)

2, Laporan Partisipasi / Swadaya Masyarakat
3. Dokumentasi

Demikianlah agar Bapak maklum dan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima

kagih.

Tembusan :
1. Yth, Bapak Camat IX Koto Sungai Lasi Di Sungai Lasi
2. Sdr, Ketua BPN Taruang Taruang di Taruang Taruang
3. Arip
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DAFTAR

: Kegiatan Pelaksanaan Pencoran Jalan Ke Masjid Raya

: Taruang Taruang Dengan Bantuan Dana Partisipatif .

NO | TANGGAL JENIS KEGIATAN HOK NILAI SATUAN JUMLAH KET
1 |18-08-2006 |Goro Membersihkan Jalan |20 HOK 20,000 400,000
2 |24-08-2006 |Goro Membersihkan dan 100 HOK 20,000 2,000,000
membuat &eram Jalan
3 |31-08-2006 |Goro Menor Jalan 125 HOK 20,000 2,500,000
Bantuan Partisipatif Tahap | (Satu) - - 6,000,000
Jumlah 10,900,000
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Kasi Pembangunan

=—MOC END|




Vd E[ojabuad

ooz smsnby gz '‘Buerue) Buerue)

(rdS ) NYEVYMYT ONNOONVLYIC LYHNS

- esig
000'000'9 yequnp 000'000'9 Yejwnp
00004 ¥eja0 efeiq uep wiy joJ | leg] o00z-80-82] £
000'081 WOH "Buesp g| yedueges g0z smisnby
2 |eB6ue) Bucfoy Buojuog elisy wer
I ueyeque| uejer Josusiy yeden uelsefequad| s00z-80-82] S
000'095 12420 €W £ ueljaquad| 900Z-80-82) §
000'08% 00008 'dy @ nieg e 9 Ueliequsd| 9002-80-/2| ¥
000°048 005" Lk 'd4 © Jised €W Z1 UBllaquad| 900Z-80-22| €
000'0%E -'000°'09 du® uebuojod yeng g uelequad| 9002-80-92Z| 2
| ooo'00s'e -'000'9e dy B uswag ez 004 ueNsqwed| 900Z-80-92| | | 000'000'9 (nmieg) | deyel jiedisiued eue( ueewLaUSd| 900Z-80-5C
dy yejwnp  |sex yg oN uesenabusd uelesn |efibue | ON dy yejwnp | seX %g oN uBBLIBUad UBIBIN |efibue
‘0000009 dy YNYQ HYIWNr
S00z unye jedisiued eueq : YNYQ
DNYNHYL ONVNHYL - 14YOYN

MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SoLOK | o3



Tuenaer FHehrer tres

e Buuayay 'ON

ISNVLIMM

[ B ON
“HOOIS/SLBIUAAUI JEYED
weep xools/suejuasyl Guereq mbeges
UBNNYNOIP LBIB] UEP YIBG UBEPESY WeEp
eqip Bued Bueseq Guelen

SEY N4NG 010} "0y,

ey

T T, %th% 1By uesnyNGIQ

8 sefequg
Q..UQN 5’ % b =TIV T}

[Vt weaEt

94 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



Toko
NOTANO. .« o e
BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA JUMLAH
ok Hren 3.8o00| 3.doco.0o
/-

t—

Jumiah Rp.| 3. 80 00 |

Hormat kami,
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Lampiran 2. Contoh Proposal Pola Partisipatif

PROPOSAL PENCORAN JALAN KEMASJID RAYA
NAGARI TARUANG TARUANG

Pendahuluan.

Nagari Taruang Taruang dengan luas 52 Km yang berpenduduk 1167 Laki Laki
an 1164 Perempuan, Jumlah 2331 jiwa. Terdapat 4 buah Masjid dan 4 buah
urau/Mushallah.

Masjid Raya Taruang Taruang merupakan masjid yang tertua, terletak 150 m dari
ias jalan Batang Pamo - Siaro aro dengan kondisi jalan masih jalan tanah.

Dasar Kegiatan

1.
2.

Musyawarah Nagari tanggal 18 Pebruari 2006
Jalan ini sudah dilakukan oendaman sepanjang 30 m dengan bantuan
perantau sejumlah Rp 1.500.000,-

. Jalan ini masih jalan tanah yang belum bisa di tempuh oleh kendaraan roda

dua.

Bangunan Masjid permanen lantai satu sudah siap sekarang sudah di mulai
bangunan lantai dua

Kondisi jalan tanjakanb perlu di lakuka pencoran guna kelancaran
perhubungan bagi para jamaah.

Maksud dan tunjuan.

Memperlancar arus lalu lintas bagi para jamaah dan juga bagi masyarakat,

karana jalan ini jua sebagai sarana perhubungan masyarakat.

Sasaran dan Volume

1. Jalan ini persimpangan dari ruas jalan Batang Pamo Taruang Taruang ke Masjid
raya Nagari Taruang Taruang sepanjang 150 m.

2. Volume.

* Pencoran sepanjang 150 m dan Lebar 1.5 m
+ Pembuatan gorong gorong / Polongan 2 Lokasi
« Pembuatan Bandar (moter) sepanjang 150 m

V. Kondisi yang ada
1. Jalan tanah dengan kondisi tanjakan

2.  Belum ada gorong gorong/ polongan yang permanen
3. Bandar /morter jalan masih sementara.

96 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



VI.  Manfaat.

Menigkatkan kondisi jalan untuk menperlancar arus lalu lintas kendaraan
roda dua.

VIl.  Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No Sumber Dana Besarnya Keterangan

1. | Swadaya Masyarakat | Rp 3.650.000.- | Memperlebar, Mendatarkan.

(Goro) Peralalan Dan  pekerja
Pengecoran jalan dengan
goro masyarakat.

2: Sumbangan dari| Rp  507.000.-
donatur.
3. Bantuan dari partisipatif | Rp 22.800.000.-
Jumlah Rp 26.957.000.-

VIIl.  Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bulan Mei dan Juni 2006 yang dikerjakan secara
gontong royong.

IX.  Pemeliharaan.
Pemeliharaa dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinator Kepala
Jorong Balai Okak dan Pengurus Masjid raya Taruang Taruang.

X Penutup.
Kesimpulan:
1. Jalan ini merupakan jslsn kemasjid raya Taruang Taruang yang meupakan
masjid yang tertua di Nagari Taruang Taruang.
2. Dengan dicornya jalan ini memperlancar hubungan lalu lintas bagi para jamaah
dan masyarakat.

3. Mohon bantuan dana pertisipatif untuk pencoran sepanjang 150 m

Taruang Taruang, 20 Februari 2006

1
- -ﬁ!ﬁm‘rmgoeas
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REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

IOPINSI : SUMATERA BARAT
\BUPATEN : SOLOK
.CAMATAN 1 IX KOTO SUNGAI LASI
IGARI : TARUANG TARUANG
NIS PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN
IKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG
0 URAIAN SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH TOTAL
| |BAHAN
1 |Pasir M3 29 Rp 50,000 | Rp 1,450,000
2 |Krekel M3 18 Rp 70,000 | Rp 1,260,000
3 |Semen Zak 364 |Rp 38,000 [ Rp 13,832,000
4 |Batu M3 38 Rp 70,000 | Rp 2,660,000
5 |Polongan 30 cm Bual 4| Rp 80,000 | Rp 320,000
Sub Total | Rp 19,522,000
Il |ALAT
1 |Ember cor Buah 8 Rp 5,000 | Rp 40,000
2 |Keranjang Buah 4 Rp 10,000 | Rp 40,000
3 |Skop Buah 2 Rp 40,000 | Rp 80,000
4 |Gerobak Buah 1 Rp 200,000 | Rp 200,000
5 [Cangkul Buah 3 Rp 30,000 | Rp 90,000
6|Linggi Buah 1 Rp 25,000 | Rp 25,000
Sub Total Il Rp 475,000
i JUPAH
1 |Mandor Hari 67 Rp 30,000 | Rp 2,010,000
2 |Tukang Hari 1 Rp 25,000 | Rp 2,775,000
3 |Pekerja Hari a7 Rp 25,000 | Rp 2,175,000
Sub Total lll Rp 6,960,000
IV | 1 |Swadaya Masyarakat (Pekerja) Rp 3,650,000
2 [Sumbangan dari Donatur Rp 507,000
3 |Dana Partisipatif Rp 22,800,000
Total Biya Rp 26,957,000

Taruang Taruang, ...2-9..... Februari 2006

Tim Teknis
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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

IOPINSI : SUMATERA BARAT
IBUPATEN : SOLOK
CAMATAN : IX KOTO SUNGAI LASI
(GARI : TARUANG TARUANG
NIS PEKERJAAN : Pencoran
JLUME 1 22.5
JKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG
0 URAIAN SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH TOTAL
| |BAHAN
1 |Pasir M3 12 Rp 50,000 | Rp 600,000
2 |Krekel M3 18 Rp 70,000 | Rp 1,260,000
3 |Semen Zak 153 | Rp 38,000 | Rp 5,814,000
Sub Total | Rp 7,674,000
Il |ALAT
1 |Keranjang Buah 4 Rp 10,000 | Rp 40,000
2 |Ember Cor Buah 4 Rp 5,000 | Rp 20,000
3 |Skop Buah 1 Rp 40,000 | Rp 40,000
4 |Gerobak Buah 1 Rp 200,000 | Rp 200,000
Sub Total Il Rp 300,000
i |UPAH
1 [Tukang Hari 27 Rp 30,000 | Rp 810,000
2 |Pekerja Hari 81 Rp 25,000 | Rp 2,025,000
Sub Total lll Rp 2,835,000
Total Biaya Rp 10,809,000

Taruang Taruang, ..&%-......Februari 2006

Tim Teknis

©

2y

SOLMIWARDI
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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

IOPINSI : SUMATERA BARAT
IBUPATEN : SOLOK
ICAMATAN 1 IX KOTO SUNGAI LASI
\GARI : TARUANG TARUANG
NIS PEKERJAAN : PASANG BATU DAN BANDAR
JLUME : 30.75
JKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG
0 URAIAN SATUAN |VOLUME| HARGA SATUAN | JUMLAH TOTAL
| |BAHAN
1 |Pasir M3 16 Rp 50,000 | Rp 800,000
2 |Batu M3 a7 Rp 70,000 | Rp 2,590,000
3 |Semen Zak 209 Rp 38,000 | Rp 7,942,000
Sub Total | Rp 11,332,000
Il |ALAT
1 |Ember Cor Buah 4 Rp 5,000 | Rp 20,000
2 |Skop Buah 1 Rp 40,000 | Rp 40,000
3 |Cangkul Buah 2 Rp 30,000 | Rp 60,000
Sub Total Il Rp 120,000
1 JUPAH
1 |Tukang Hari 37 Rp 30,000 | Rp 1,110,000
2 |Pekerja Hari 11 Rp 25,000 | Rp 2,775,000
Sub Total Ill Rp_ 3,885,000
Total Biaya Rp 15,337,000
Taruang Taruang, ...~2Y..... Februari 2006
Tim Teknis
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REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

tOPINSI : SUMATERA BARAT
\BUPATEN : SOLOK
CAMATAN :IX KOTO SUNGAI LASI
\GARI : TARUANG TARUANG
NIS PEKERJAAN : PEMASANGAN POLONGAN
JLUME :2TITIK
JKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG
0 URAIAN SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH TOTAL
| |BAHAN
1 |Semen Zak 2 Rp 38,000 | Rp 76,000
2 |Pasir M3 1 Rp 50,000 | Rp 50,000
3 |Polongan 30 cm Buah 4 Rp 80,000 | Rp 320,000
4 |Batu M3 1 Rp 70,000 | Rp 70,000
Sub Total | Rp 516,000
I |ALAT
1 |Cangkul Buah 1 Rp 30,000 | Rp 30,000
2 |Linggis Buah 1 Rp 25,000 | Rp 25,000
Sub Total Il Rp 55,000
I JUPAH
1 |Tukang Hari 3 Rp 30,000 | Rp 90,000
2 |Pekerja Hari 6 Rp 25,000 | Rp 150,000,
Sub Total Il Rp 240,000
Total Biaya Rp 811,000

Taruang Taruang, .. € ......Februari 2006

Tim Teknis
o e

SOLMIWARDI

0,
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1OTULL v PUSTAw AstAl DAGART TAHUANG TAHUAIG

Hanl t SABTU
TAIGGAL : 18 PWBRUARL 2006
TE P AT : SDiN. 01 TARUAMNG TARUAIG
Dimulai jam : 10,15 - 12,00 WIB
Jumlah yang hadir + 32 laki laki 4+ 8 pr = 40 orarg
ACara : Misyawarah Pembangunan

KEPUTUS A w

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari dan

memelihara pembangunan yang sudabh ada .-

2o Pimpinan nagari termasuk aparat Pemerintah MNigari, BPN, KAN dan
unsur lainrya bertanggung Jjawab secara bersama memberikan motivasi
kepada masyarakat anak nagari untuk berpartisipatif aktif setiap
pembangunan yang diadakan di nagari sesuai dengan 3 Pilar Utama
Pembangunan Kabupﬁten Solok Bidang Perdidikan, Didang Kesehatan
dan Bidang Ekonomi Kerakyatan.-

Jo Mesjid Raya Taruang Taruang merupakan mesjid tertus yang jalanmya
maaib jalan tanab yang belum bisa ditempub oleh kendaraan roda dua

untuk itu perlu peningkatan jalan dengan dengan pergcoran aepanjang
150 meter.-

TARUANG TARUARG, 18 PEBRUAMI 2006

BTU
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PETA NAGARI TARUANG TARUANG
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SKETSA JALAN KEMASJID RAYA
TARUANG-TARUANG

Alengecoran dan gorong-gorong (polongan)

Gorang - Garo
S 9 ne
\\““ C POIOH% n )

B.Bandar

106 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SoLOK



PETA SKET LOKAST JALAN
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- Kecamatan
- Nagari
- Jenis / sasaran Kegiatan

Lampiran 3. Contoh Rekomendasi Tim Teknis

: IX Koto Sungai Lasi
: Tarung-tarung
. Pencoran jalan

Telah dilaksanakan pembahasan dan peninjavan lapangan dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemohon : Wali Nagari Tarung-tarung

11. Hasil peninjauan lapangan dan Rekomendasi Tim :

1.
sepanjang + 150 M.

Jalan yang diusulkan adalah jalan dari ruas Batang Pamo menuju Mesjid Raya Tarung-tarung

2. Kondisi jalan ini masih berupa jalan tanah schingga menganggu kelancaran aktifitas masyarakat

yang akan melakukan ibadah ke mesjid terutama pada musin hujan karena sering becek dan

licin,

yang mebutuhkan biaya sebagai berikut :

a. Pekerjaan Dam pasangan
b. Pekerjaan polongan

c. Pekerjaan coran 50 M? x Rp. 365.563 -

Jumlah
4. Disarankan dibantu sebesar :
(@ Rp. 12.000.000,-
b) Rp. 13.000.000,-
¢) Rp. 14.000,000,-

Rp. 14.848.838 -
Rp. 1.323.684 -
Rp. 18.278.150,-
Rp. 34.550.672 -

Untuk peningkatan jalan tersebut masyarakat telah merencanakan untuk melakukan pengecoran

)
o

@ﬂ,g

et Jar s

M menjadi bahan seperlunya dalam penetapan

dalam pemberian bantuan kegiatan peningkatan parana prasarana pelayanan publik pola partisipasif

tahun anggaran 2006

Kayu Aro,

2006

Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana
Pelayanan publik pola partisipatif Tahun 2006
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7. | Suzumi Putra Zulzur,S.Sos MT | Staf Bagian Pemb Sekda ¥\ e
8. | Jasrinedi,SH Staf Dinas Pendidikan Kab, STk | 7.
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Lampiran 4. Contoh Proposal Revolving Fund

PROPOSAL

PENGEMBANGAN USAHA
Nama Usaha : "INDUSTRI KACANG ARIFIN”
Nama Pimpinan : H. ARIFIN
Bidang Usaha :  Industri Kacang Rendang
Alaniat Usaha : Nagari Surian Kec. Pantai Cermin

Kabupaten Solok

TAHUN 2004
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DUSTRI KACANG RENDANG

Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok

Nomor
ampiran
embah

101/ A/ 1V - 2004 Surian 15 April 2004
: 2 {dua) buah Proposal
*Permaohonan Rekamendasi

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Koperindag
Kabupaten Solok

i
Koto Baru

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pimpinan  : H. ARIFIN

Nama Usaha : INDUSTRTKACANG ARIFIN

Bidang Usaha : INDUSTRI KACANG RENDANG

Alamat : Nagari Surian Kee, Pantari Cermin
Kahupaten Solok

Dengan surat ini kami mengajukan Permohonan Kredit Kepada
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok, untmk menambah
maodal kerja.

Berkenaan dengan tersebut saya memohon kepada Bapak untuk
memberi Rekomendasi Proposal saya ini kepada Kantor Pemberdavaan
Kabupaten Solok tersebut

Demikian permohonan ini sava buah, atas bantuan dan perhatan

Bapak dincapkan terima kasih

Hormat saya

INDUSRL

(BTARIFIN)
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USAHA INDUSTRI KACANG RENDANG

ARIFIN
Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok

Nomor : 02/ARIFIN/IV - 2004 Suman, 15 April 2004
Lampiran : 1 {(satu) buah Proposal
Perihal : Permahanan Kredit

Kepada Yth

Bapak Bupati

Kahunaten Salak Salak
C/q. Kepala Kantor Pemberdavaan
Masvarakat Kab. Solok
Di
ARO SUKA

Dengan hormat

Dalam rangka meningkatkan usaha perkenankan kami
mengajukan Permohonan Kredit lunak sebagaimana dalam Proposal
terlampir

Adapun permohonan kami tersebut berupa modal usaha sebesar
Rp. 20.0000.000 ( Dua Puluh juta Rupiah |

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami

lampirkan sebagai berikut :

1.  Surat Permahanan

2. Proposal pengembangan Usaha

3. Fhoto copy KTP Pimpinan

4. Fhata copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU/HO)

5. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan

6. Foto Copy Surat [zin Usaha Perdagangan

Demikian permohonan kami sampaikan atas perhatian dan
persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih
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13.

BIO DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
Nama Pimpinan

Alamat

Bidang Usaha
Usahan yang diusulkan

Izin vang dimiliki

Bank Rekanan
¥eadaan Usaha

Modal yang sudah ada

Jumlah Permohonan Kredit

Jangka Waktu Kredit
Mulai Usaha

Status Usaha

INDUSTRI KACANG “"ARIFIN”
H. ARIFIN

Nagari Surian Kecamatan Pantai
Cormin Kah::i‘.a‘sio.’! Salok

Industsi Makanan Kacang Rendang
INDUSTRI KACANG RENDANG
Terlampir

Terlampir
Terlampir

Rp. 20.000.000,-
Rp. 30.000.000,-

3 tahun {36 bulan)
1985

Milik Sendiri
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PENDAHULUAN

L ATAR BELAKANG

Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang cukup luas dan
berpotensi utuk dikembangkan, terutama untuk sektor Industri Agro yang bahan

bakunya tersedia cukup memadai

Dikecamatan Pantai Cermin dimana kehidupan sebagian masyarakatnya
tergantung dari usaha pertanian dan industri rumah tangga. Salah satunya hasil
Pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kecil adalah Kacang
Tanah yang diolah menjadi Kacang Goreng

Kegiatan usaha ini terus mengalami perkembangan yang cukup baik dengan
jumlah produksi yang makin meningkat dimana semua usaha ini tidak terlepas
dari binaan maupun bantuan pihak Dinas instansi terkait seperti Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Dalam memenuhi permintaan pasar / konsumenpada masa yang akan
datang, perlu pengelolaan usaha ini secara baik, hal ini membutuhkan persiapan
dan perhatian vang sungguh - sungguh dari pihak pengusaha, sehingga usaha
industri Kacang Goreng ini dapat membantu daerah dalam menciptakan lapangan
kerja.

Untuk tercapainya tujuan dimaksud dibutuhkan sekali bantuan dan
bimbingan baik moril maupun materil demii perkembangan dan kemajuan sektor

industri kecil / industri rumah tangga

Untuk itu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Program
Kredit Usaha Kecil sebagai Mitra Usaha sangat besar manfaatnya guna memacu
perkembangan usaha kecil khusnya industri Kacang Goreng ini kearah yang lerbih
baik.
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¢ SJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN.

Di dacrah Surian Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Solok tepatnya Desa
| incuran Tujuh telah berdiri usaha industri kecil / rumah tangga yakni “KACANG
{ ORENG" yang mana usaha ini telah berdiri scjak tahun 1985

ilihat dari keadaan kegiatan usaha ini pada waktu itu masih tergolong kecil, yang
! anya bisa menampung permintaan lokal saja dengan julah produksi yang masih

arbatas / sedikit

Dengan adanya bantuan pembinaan dari pihak dinas / instansi terkait seperti
Jinas Koperindag Kabupaten Solok maka usaha ini sudah berkembang dengan
umlah produksi yang meningkat dengan mutu yang lebih baik, sejak beberpa tahun

selakang ini

STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi dari usaha Industri Kacang Goreng ARIPIN telah mempunyai
tenaga kerja sebanyak 30 orang sebagai tenaga kerja seperti yang tersebut pada

tabel dibawah ini.
| NO | NAMA TENAGA KERJA JABATAN GAlL {RB‘)R““N
M Pipituact 00000
‘ 2, Esapri Tenaga ADM 150.000,-
l 3. |Len Tenaga Kerja 150.000,-
| 4. |jang Tenaga Kerja 150.000,-
IF 5. Il*;mi Tenaga Kerja 130.000,-
f 6. | Upuk Tenaga Kerja 150.000,-
I 7. | Niroh Tenaga Kerja ! 130.000,-
| 8. |Esi Tenaga Kerja 150.000,-
]! 9. ‘Riiu Tenaga Kerja ‘ 150.000,-
|

i, | JUMLAH 1.500.000,-
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£ SPEK PEMASARAN

Uaha Industri Kacang Goreng sudah berjalan begitu lama, sehingga telah
< akup dikenal Masyarakat di Kabupaten Solok bahkan Masyarakat Propinsi Sumatera
: udah dikenal dan dipercaya oleh konsumen , Untuk itu diharapkan dimasa akan
. atang akan diupayakan menambah tenaga kerja dan peralatan yang lebih bagus

« zhingga kepuasan konsumen dapat tercapai apa yang diinginkan

ERALATAN YANG ADA SAAT INI

i NO f Jenis Peralatan Balhlyak i ~ H.Satuan | jumhh_ﬁé;ga )
N S ' __ (Rp) (Rp.)

cot o Kancah / Kuddi 7 bualt 500,060~ 3.500.000
| 2. | Sendok 2 buah 5.000,- 7 10.000

i 3. | Nvim 3 buah 3.000,- 9.000

I 4. | Baskom 2 buah 10.000.- 20.000
{5, | AlatSablon 2 buah 30.000, 60.000
[ 6. | Liter 1 buah 5.000,- 5.000
| 7. | Meja Kerja | dbuah_|  15.000- 15.000
l 8. =| Bak Perendam 1 buah 50.000,- 50.000
i

| | JUMLAH 369.000

: : i i
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BINYA PRODUKS! PER BULAN

| i i |
INO |URAIAN JUMLAII |  KET
[ ! Tt ‘
; : g} ;
t i i
| 1. | KayuBakar ] 750.000,- l l
2 | Plastik 150.000,- |
| | |
;3. iCatSablon 100.000,- | 5
i i l i !
¢4 hinner SUoau,- | j
| I '[ i [
! E ‘l
1.050.000,- | |
s j

INO | JABATAN | " JENIS KELAMIN | JTUMLAH
WANITA | PRIA

1. | Pimpinan T = -

E 2 Tenapa Keja . ]5 N | 8

[ | | |

'f i |

| { JUMLAH 1 5 .
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i NALISA RUGI LABA PER BULAN

i. Pendapatan

Penjualan Rp. 13.365.000,-

Harga Pokok pembelian Rp. 8.100.000.-
2. Laba Kotor Rp. 5.265.000,-
3. Biaya - biaya

Gaji Karyawan - Rp. 1.500.000,-

Biaya Produksi Rp. 1.050.000,-
4. Jumlah Biaya Rp. 2.550.000,-
5. Jumlah Keuntungan Kotor Rp. 2.715.000,
6. Pajak Rp. 50.000,-
7. Heuntungan Bersih Rp. 2.665.000,-
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NERACA AKHIR

‘jidang Usaha : INDUSTRI KECANG RENDARG
‘ertanggal : 15 April 2004
T Nominal “ Nominal
AKTIVA . [Rp) PASIVA . {Rp)
) !
{ | !
i Aktiva Lancar i i i
- Kas . 4.500.000,- | Hutang jk. Panjang, | 0,-
- Bank 0,- | Hutang Jk. Pendek : 0.-
- Piutang ! Q- !
- Persediaan barang ' 2.500.000,- | Total Hutang 0,-
Jumlah Aktiva Lancar 1 7.000.000,- | Kekayaan bersih ;
l Modal disctor | 10219.000-
PH Aktiva Telap ] Labah tahun berjalan '[ 3.300.000,-
' . Peralatan i 364.000,- f
| - Dangunan &Tanah | 6.150.000,- | Jumiah Modal | 13.515.000,-
i | t
i _r ;
Julah AkGiva Tetap ]I 6.519.000,- ;
i ; j
i | i | {
i
?’ E
[ JUMLAH 13.512.000  JUMLAH : 13.518.000

MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SoLOK | 119



r. enerima Kredit

N asyarakat

KONDISI PERUSAHAAN YANG AKAN DATANG

Perkiraan Perkembangan Usaha Industri Kacang Goreng ARIFIN setelah

2 .000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

L INIS BANTUAN YANG IIHARAPKAN

(KPM) Kabupaten Solok dan Kredit yang dibarapkan sebesar

l
|
I
r
|
|
l
1
I
|
l
|
|

| T - !
NO 1 JENIS PENGCGUNAAN BANTUAN JUMLAH BIAYA
i (Rp)
| =
i
|
i. | Pembeiian Bahan Baku 15.000.000,-
2 | Pembelian bahan penolong 5.000.000,-
|
| JUMLAH 20.000.000,-
|

JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKU PER BULAN

| NO | JENISBAHANBAKU | JUMLAH | F.SATUAN | JML. HARGA
i ! (Rp) (Rp)
| _
= en R R K -
1 i KACANG TANAH 350 Kaleng 30.000 10.500.000,
| |
I
} I JUMLAH 10.500.000,-

120 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

dari Pemerintah Kabupaten Solok C/q. Kantor Pemberdayaan

Rp.



UMLAH PRODUKSI PER BULAN

ietelah bahan baku { Kacang goreng mentah)

ekitar 10 % dari bahan baku yang dibeli.

i i

disotir perkirzan kacang yang rusak

| NO | [ENISBAHANBAKU | JUMLAH | H.SATUAN | IML. HARGA
’ ‘ (Re) {(Rp}
'[ s éKACANG GORENG 315 Kaleng 55.000 17.325.000,-
| RENDANG
N AH 17.325.000,

i i

BIAYA PRODUKSI PER BULAN

| | N 2
INC [URAIAN JUMLAH KET
l ®Rp)
i i
i L | Kayu Bakar 1.200.000,-
1 2. | Plastik 250.000,-
if 3. II Cat Sablon 150.000,-
{ 4. | linner 73.000,-
Lo
i
i | JUMLAII 1.6757.000,-
SUSUNAN TENAGA KERJA
INO | ~ JABATAN JENIS KELAMIN | JUMLAH |
![ i WANITA | PRIA
e I Fimpinan i - 1
j 2, f Tanaga Kais - 11 1
[
i
| |
| : JUMLAH 1 11 12
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NALISA RUGI LABA PER BULAN

I.

')
.

=
(-

3.

S.
6.
7.

Pendapatan

Penjualan

Harga Pokok pembelian
Laba Kotor

Biaya — biaya

Gaji Karvawan

Brayva Produksi

Jumiah Biaya

Jumlah Keuntungan
Pajak

Heuntungan Bersih

Rp. 17.325.000,-
Rp.” 10.500.000.-
Rp. 6.825.000,-
Rp.  1.950.000,-
Rp. 1.675.000.-
Rp. 3.525.000,-
Hotor Rp. 3.200.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 3.150.000,-
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LOMITMEN ANGSURAN

! fangka wakiu Pengembalian 36 bulan

CTenggang waktu pengembalian

| Rantuan modal nokok | Rp. 20000000~ | |
Q' i

| Besar Bunga Pinjaman per bulan Rp. 100.000,-

|
1 1 1 == nn i
i Besar Angsuran pokok per bulan Rp  555.000,- i
I

| Jumlah angsuran per bufan Rp.  655.000,-

i

PENUTUP

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak keadaan usaha kami
dalam keadaan yang sedang berjalan / saat ini dan Perkiraan setelah dapat Kredit
dari Bapak, semoga Bapak dapat mengabulkan Permohonan ini, atas pertimbangan
dan perhatiannya diucapkan terima kasih

SURIAN, 15 April 2004

HORMAT KAMI
- i
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Asli

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1582 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TOP BERLAKU S/D TANGGAL

031051502087 7 AZRIL 2009 0|0

NAMAPERUSAHAAN: 1 FACANG M. ALT@Ty 0

H; ARZ

status:  KAITTOR TUNGRAL
ALAMAT:  JOR0YG DATLAL KOTO SURIAN

KECANATAY PAYTAL CERNTIT KAB.SOTCK
NOMOR TELEPON : FAX :
PENANGGUNG JAWAB | PENGURUS : H. ARTPIY
KEGIATAN USAHA POKOK :

KL 15495 IHDUSTRI HAKAIAY DARI KACATG-KACAHTGAT (KACA™Z GORENG)

KOTO BARU 5010, 7 APRIL 2004

KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
_ .PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK

7002081 2

KETERANGAN :

- Asli
- Lembar 1

: Yang bersangkutan
: KPP setempat
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jin. Raya Koto Baru Solok Telp. (0755) 20388
SOLOK

1. Nama Perusahaan : KACATIG i

]

. Merelk (milik sendiri / lisensi)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR: 503/59/KOPERTVIAL/IV/2004

n

ARTETN W

3. Alamat Kantor Perusahaan ;L JOROMG DATAL KOTG SIMTIAL

4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab

5. Alamat Pemilik/ Pc

. JKECAKATAN 2AMTAT OFRETM RAR.S0T0N

No. Telp/Fax.

# No. Telp/Eax.

-

6. Nomor Pokok Wajib P'unl., (NPWT) ;L 3 £

.\:"-\. - g
7. Nilai modal dan kekayaan Bersih ;LBB. 60. 000,000,

Perusahaan selurulnya tidak termasul
Tanah dan Bangunan o

8. Kegiatan Usaha 1
9. Kelembagaan

10. Bidang Usaha

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

JA34

"{‘.‘J-I

Surat [zin Usaha Perdagangan { SIUP ) ini berlaku untuk melakukan kegi Usaha Perd

di scluruh Wilayah Republik Ind ia sclama p I masih yalankan kegi Usaha
Perdagangan,

Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegi usaha perd dua kali

dalam setahun dengan jadwal unruk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester
kedua paling lambat wnggal 31 Januari tahun berikumya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi
SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambamya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tidak untuk melakukan kegiatan usaha sclain yang tercantum dalam SIUP ini.

lecluarl\an di KOTO BARU SOLOK

nh

SAYVDNTH
Y 010020812
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BUPATI SOLOK

KUTIPAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR: g7 /BUP-2004
TENTANG
1ZIN GANGGUAN (HO) USAHA / PERUSAHAAN
N AGANG.. KAC AN, BRN.DANG .
BUPATI SOLOK
MEMBACA, MENIMBANG
}  dan sebagainya
MENGINGAT, MEMPERHATIKAN ;
MEMUTUSKAN
Me: :tapkan :
Pert ma : Memberi Lzin Gan;,gunn (HO) baru / perpanjangan dari Usaha . badang kacang rendang kepada
Sdr. . Arit Umur .75 Tahun, Suku .Caniago.
Pekerjaan leg,sw'ata Alamat .. Jorong. Ualam. Koto,
dan usahanya tcrictak di Nagari / Besaf Hehurat Surian
Kecamatan ... Eankad. Qsaffﬂ'lin

Dengan 'hat'ts-bal.ns scbagai berikut:
- Secbelah Utara dengan . Tanah Suku Melayu.
- Scbelah Sclatan dengan : Batang Air.
- Scbelah Baratdengan @ Batang Air.
- Scbelah Timurdengan : Jalan Raya Sur:l.an - Mu:ara Labuh.
Kec H chada pemcgang mndmajlbknu""'--- i berikut:
. Bahwakebersihan tempat usaha dan segenap alat-alat hamstcr]agadan lcrsusun rapi.
2, Bahwa untuk menjaga jangan sampai timbul bahaya kebakaran harus disediakan alat-alat | 8
kebakaran seperti racun api, kait-kait dan sebagainya.
3. Tcnngnwngﬁlpetkcqakanharustcrjnmmdunbalk kcschat.annyn.

4. Diwajibkan kepadap ha untuk menjag hidup.

5. Diwajibkan kepada pengusaha untuk hi semua p dan dalam melakukan kegiatan / usaha
tidak dibenarkan sampai merugikan atau d kan bahaya terhadap masyarakat / penduduk yang
berada di sekitarmya.

6. Tidakdib b indah tangankan Izin Gangguan ini kepada siapapun tanpa scizin Bupati Solok.

7. Surat lzin Gangguan ini tidak berlaku pada tempat/lokasi lain sclain yang telah ditctapkan diktum
pertama diatas dan usaha tersebut harus sudah beroperasi dalam waktu 300 (tiga ratus) hari berturut-turut
.. sejakdikeluarkan izin ini.
¢ 8. Bahwauntuk terlnksnnanynsythnmor] s/d 7 diatas, pemegang izin harus hisemuap
* - “yang berlaku serta k dari petugas Pemerintah Dae:ulﬂ(epollsmn yang berwn;lb dan
. rwuwngdniamwllnyahyangbcrsmgkutnn
urat Keputusan Izin Gangguan ini hanya berlaku sclama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak langgal
dikeluarkan dan setiap tah ha diwajibkan untuk faftarkan tentang
5 Gangguan ini kepada Bupati “Solok Cq. Bagian Tata Pemerintahan dan Surat Keputusan ini hlms
f Lo J diperbaharui kembali 3 (tiga) bulan menjelang berakhirmya izin ini.

Kel === Surat Kep ini akan dicabut kembali jika salah satu dari syarat atau ketentuan diatas terscbut pada
diktum kedua tidak dipenuhi/dilanggar dan akan diperbaiki kembali scbagai mana mestinya apabila
dik dian hari dapat kekeliruan dan kesalahan dalam p pan ini.

TU: UNAN : Dansebagainya

KU IPAN : SKini disampaikan kepada Sdr, . H...Arifin untuk dimanfaat} bagail inya.

Ditetapkan di Solok / Kayu Aro - Sukarami
April . 2004

. Sesuai dengan Aslinya Pada Tanggal .«

EKRETARIS DAERAH

e i
.-';’-'-,'}' AHAN An. BUPATI SOLOK
sl SEKRETARIS DAERAH
(t B 0

dto

Drs. 1, SIAFRIL CHATIR
Pembina Utama Madya NIP. 410002432
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WARGA NEGARA INDONESIA.
PEMERINTAH _KABUPATEN _SOLOK. !

Salambal - lambalnya dalam pngh waklu 14 (emnpal Lekas) harl nm masa

habr, ny drwajibkan
hembak ok Karlu Tanda k yany bary,
Palan, gy aran lmhadap ;- raturan nl dancom denyan piana Du-unn -Ju-nd

!il ‘KARTU'TANDA PENDUDUK:- @

tamor KTP : 0“6/.1.3 02, .03 02-200% Y

{“‘dt Mamit Lcnul\.:lp : He AI‘if.Ln . No.KK: 773
2 Jenis Kelamin/Suku =+ LIg /- Cani ':180 Golongan | Darah
::-'l TempaVTgl. Lahir  : ,SUI‘J,afn, 1933 ‘ e
A Slatys Perkawinan :  Duda Jr 7 Agama: Islam I |

_‘ Pekerjaan ", :Dagang i

P .

2 Namat - .-+ Mesjid Lamo

4 o ; Dalam Koto Sul*ia“r 20‘010”03
:‘i Nagai E Surié-n;-‘s . ‘
i!i Kecamatan : ‘Eant';al“'ce
%{ Berlahutingga . :_," 30

o

MEST TR R S
‘h i“.ﬁ.‘h.._,i.l-... i b St S L R0
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Lampiran 5. Contoh Analisa Usaha Hasil Survey Tim Verifikasi

Revolving Fund

ANALISA USAHA HASIL SURVEY

. Nama
Alamat
Jenis Usaha
Jumlah permohonan

Analisa Usaha

Rekomendasi

=]

Nama

Alamat

Jenis Usaha

Jumlah permohonan

Analisa Usaha

Rekomendasi

Yaswendi

Sungai Rotan Cupak

Dagang beras

Rp.100.000.000,-

- Omset perbulan 3000 sukat gabah dengan modal pembelian petani
Rp.3.300,-/sukat disawah = Rp.9.900.000,-

- Gabah 3000 sukat diolah setara dengan 2400 kg beras siap jual dengan
total modal Rp.4.200,-/kg = Rp.10.080.000,-

- Penjualan beras eceran Rp.4.800,-/kg = Rp.11.520.000,-

- Total keuntungan perbulan Rp.11.520.000,- - Rp.10.080.000,- =
Rp.1.440.000,-

- Berdasarkan wawancara dengan ybs.target pemenuhan pasar rata-rata
perbulan ke Pekan Baru dan lokal sebanyak 6000 sukat padi setara 4.800
kg beras ( total kebutuhan modal 4800 x Rp.4.200,- = Rp.20.160.000,-

- Selisih kekurangan modal untuk pengembangan usaha Rp.20.160.000,- -
Rp.10..080.000,- = Rp.10.110.000,-

Sesuai  komitmen ybs. untuk  mengembangkan usaha layak

direl dasikan pinj ksimal sebesar Rp.10.000.000,-

Suaidi Rajo Bungsu

Sumani

Bengkel Motor

Rp.60.000.000,-

- Pokok pembelian suku cadang saat ini Rp.14.238.000,-

- Penjualan rata-rata perbulan Rp.16.568.600,- (Keuntungan =
Rp.2.330.600.-)

- Pendapatan jasa perbengkelan rata perbulan Rp.2.800.000,-

- Rata-rata pendapatan perbulan = Penjualan barang + jasa bengkel
Rp.2.330.600,- + Rp.2.800.000,- = Rp.5.130.600 -

- Pengeluaran rata-rata perbulan (Gaji karyawan + ongkos produksi, dil
Rp.3.250.000,-)

- Total laba bersih perbulan = Rp.5.130.600- - Rp3.250000- =
Rp.1.880.600,-

Berdasarkan analisa lapangan dan komitmen ybs. Untuk mengembangkan
usaha direk dasikan pinj t Rp.5.000.000-
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3;

Nama

Alamat |

Jenis Usaha

Jumlah permohonan

Analisa Usaha

Rekomendasi

Nama

Alamat

Jenis Usaha

Jumlah permohonan
Analisa Usaha

Rekomendasi

Nama

Alamat

Jenis Usaha

Jumlah permohonan

Analisa Usaha

Rekomendasi

Junizal

Aia Batumbuak Paninjauan

Warung dan Bengkel Motor

Rp.10.000.000 -

- Pokok pembelian isi warung & suku cadang saat ini Rp.7.648.000,-

- Penjualan  rata-rata  perbulan  Rp.9.040.000- (Keuntungan =
Rp.1.392.000,)

- Pendapatan jasa perbengkelan rata-rata perbulan Rp.1.350.000 -

- Rata-rata penday perbulan = Penjualan barang + jasa bengkel =

Rp.1.392.000,- + Rp.1.350.000,- = Rp.2.742.000 -
- Pengeluaran rata-rata perbulan (Jasa karyawan + ongkos produksi, dlil
Rp.1.275.000,-)
Total laba bersih perbulan = Rp.2.742.000.- - Rp.1.275.000,- = 1.467.000,-
Sesuai komitmen ybs.untuk pengembangan usaha layak difasilitasi pinjaman
sebesar Rp.5.000.000 -

[

Zulkifli

Data Bungo Aripan

Batu Bata

Rp.17.500.000,-

- Panen 3 x 2 bulan sebanyak 36.000 bata/ 3 tungku

- Biaya investasi dan upah siap jual konsumen setiap 2 bulan = Rp.110.-
/bata x 36,000 = Rp.3.960.000 - (untuk satu bulan = Rp. 1.980,000,-)

- Penjualan kekonsumen Rp.210 -/bata

- Total penjualan dalam 2 bulan (3x panen) adalah 36,000 x Rp.210,- =
Rp.7.560.000,-

- Setiap bulan penjualan = Rp.3.780.000,-

- Laba bersih setiap bulan = Rp.3.780.000,- - Rp.1.980.000 - =
Rp.1.800.000.-

7 Sesuai informasi Pemerintahan Nagari & dan masyarakat bahwa
sebagian lokasi lahan saat ini sedang bersengketa dengan pihak lain

# Perlu pembahasan khusus dan lebih lanjut bersama tim teknis

Firman Caniago

Koto Panjang Muaro Paneh

Warung Minuman Kopi

Rp.12.000.000,-

- Sesuai hasil survey lokasi dan informasi langsung dari isteri ybs. bahwa
kegiatan jualan kopi dilaksanakan pada malam hari
- Secara teknis usaha ybs. kurang prospek untuk dikembangkan

Perlu pembahasan khusus dan lebih lanjut bersama tim teknis
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6. Nama
Alamat
Jenis Usaha
Jumlah permohonan

Analisa Usaha

Rekomendasi

Alex Sandra
Pasar Sumani
Dagang PMD
Rp.20.000.000,-

Modal investasi Rp.49.000.000,-

Modal kerja/pembelian barang Rp.25.000.000,-

Rata-rata penjualan/bulan Rp.27.500.000,-

Laba kotor penjualan perbulan Rp.2.700.000,-

Biaya produksi/upah perbulan Rp.950.000,-

Laba bersih perbulan Rp.2.700.000,- - Rp.950.000,- = Rp.1.750.000,-

Sesuai komitmen ybs.untuk pengembangan usaha layak difasilitasi pinjaman
sebesar Rp.6.000.000,-
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Lampiran 6. Contoh Rekomendasi Tim Verifikasi Revolving Fund

kepada Bupati

TELAAH STAF
Untuk : Yth. Bapak Bupati Solok / Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
Dari : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok
Tanggal : 21 Mei 2004
Perihal ~ : Permohonan penguatan modal usaha pola Revolving Sdr. H.Arifin dengan jenis usaha
Industri Kacang Rendang di Surian K Pantai Cermin.
IS1
Dengan Hormat
I. Masalah : - Permohonan penguatan modal usaha ekonomi produktif polar

IL

Revolving Sdr.h.arifin tanggal 15 April 2004,

- Jumlah permohonan yang diajukan sebesar Rp.30.000.000,-
- Modal usaha yang sudah ada saat ini berupa tempat usaha dan
modal usaha sebesar Rp.20.000.000,-
Data / Fakta : Berdasarkan permohonan yang diajukan, maka Tim telah

melakukan survey lapangan dan pembahasan kelayakan usaha
tanggal 13 Mei 2004,

III. Hasil Pembahasan ~ : Dari hasil survey dan pembahasan Tim direkomendasikan bahwa

fionan Sdr.H.Arifin layak difasilitasi pinjaman modal usaha
sebesar Rp.5.000.000,- { Lima juta rupiah) dengan pertimbangan

sebagai berikut :

1. Usaha yang dikelola yang bersangkutan cukup baik dan
pemasaran cukup lancar.

2. Disamping itu yang bersangkutan sudah cukup berpengalaman
didalam mengelola usaha dan sudah cukup dikenali
masyarakat.

3. Yang bersangkutan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan,
jika menyerahkan jaminan pinjaman.

IV. Asumsi penghasilan perbulan saat ini

VI

Total penjualan — total pengeluaran n \! A

Rp. 13.365.000,- - Rp.10.865.000,- = Rp 2,665.000,- |,

. Angsuran pinjaman sesuai juknis
- Lama Pinjaman 2 tahun
- DBunga 6%/tahun
- Masa tenggang tidak ada 7 '\1

- Pembayaran bunga dan pokok dibayar setiap bulan.
Rincian pembayaran cicilan perbulan terlampir

Demikian disampaikan pada Bapak, mohon putusan dan pgtunjuk lebih lanjut, terima

kasih . W.F,!
i degan

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
P

/ﬁ Drs. IRSYADMM
NIP. 410011366
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Lampiran 7. Keputusan Bupati Solok Nomor 204/Bup-2004

BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
Nomor: &6 [ Bup — 2004

TENTANG

PENERIMA DANA BERGULIR TAHAP PERTAMA PADA SEKTOR KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2004
DI KABUPATEM SOLOK

BUPATI SOLOK

Menimbang . a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Dana
Bergulir Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004 telah dilakukan
seleksi oleh Tim Seleksi Proposal Program Dana Bergulir serta
telah dapat ditentukan calon penerimanya;

o

. bahwa untuk kelancaran pencairan dana bergulir tersubut, maka

calon penerimanya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah;

L]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

w

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok MNomor 21 Tahun 2002
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah ;

o

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 34 Tahun 2002
tentang Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok;

o

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 16 Tahun 2003
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004;

™

Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Tekhnik
dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
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B. Keputusan Bupati Solok Nomor 2/Bup-2004 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan APED Kabupaten Solok Tahun 2004,

9. Keputusan Bupati Solok MNomor 103/Bup-2004 tentang
Pembentukan Tim Seleksi Proposal Program Dana Bergulir
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004,

Memperhatikan : Hasil seleksi Tim seleksi proposal program dana bergulir pola
revolving sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tanggal

13 Mei 2004.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan penerima dana bergulir pada sektor Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Tahap Pertama tahun 2004 di
Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Hak dan kewajiban penerima dana penguatan modal sebagaimana

dimaksud diktum pertama diatur dengan surat perjanjian kerjasama.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Solok Tahun 2004
KEEMPAT . Keputusan ini berlaku dalam Tahun 2004

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal /9 - & — 2004

BUPATI gOLOK

-

GAMAWA|

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang

Sdr. Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat di Padang

Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Solok di Koto Baru
Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Solok di Kayu Aro

Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Solok di Kayu Aro

Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

Lain-lain yang dirasa perlu.

DN ALN=
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR  : 744 [Bup-2004
TANGGAL :/§-6- 04
TENTANG @ PENERIMA DANA BERGULR TAHAP PERTAMA PADA SEKTOR KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2004
o NAMA LoKiSI U IENSUSAMA | JUMLAWOMNA | KT |
{1, | M. Manf Bagindo Sali Sumani Kecamatan X Kolo Singkarak Dagang P&D 10.000.000-
2. | Niawal Sumani Kecamatan X Kolo Singkarak Pangkalan Minyak Tanzh | 10.000.000-
3 | Punwasn Selayo Kecamatan Kubung Usaha Perabot 5.000.000-
4| Arsis Sulan Bandaro Kayo (Rapi Perabof) | Saok Laweh Kecamatan Kubung Usaha Perabat 15.000.000-
5, | Yuraii Saok Laweh Kecamatan Kubung Dagang P& D 4000000
6. | Mariant Pasar Jum'at T}, Bingkuang Kecamatan Kubung Bengkel Mobil 10.000.000-
1. |Salmadas Jr. Jambak Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya | Dagang Beras dan Huller 4000000
8. | Hayatinur Tangah Padang Cupak Kecamatan Gunung Talang | Dagang Kelontong 4,000,000
9| Wison Rajo Matano Cupak Kecamatan Gunung Talang Dagang Beras | Huler 8.000.000-
10, | Afrizal Simpang IV Aro Talang Kecamatan Gunung Talang | RMU/ Dagang Beras 5.000.000-
11. | Admintoni Jorang Kot Gagk Talang Kecamalan Gunung Talang | Dagang P& D 4,000.000-
12, | Yulzar Aie Batumbuk Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas | Batu Bata £.000.000-
13, | . Arifin Surian Kecamatan Pantai Cermin Kacang Goreng 5000.000-
14, | Basi Malintang Sutan Kampung Bafu Dalam Kecamatan Danau Kembar | DagangP&D 8.000.000-
15 | H. Gadis Parumahan Paninggahan Kecamatan Junjung Sich | Dagang Beras | RMU 10.000.000-
16. | Asdi Mami Simpang IV Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung | Dagang Beras 4,000.000-
Talang
Jumlah 41 12000000
BUPAT|SOLOK
ﬂ.ﬂ:llﬂ I EAIFT —
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Lampiran 8. Contoh Surat Perjanjian Penguatan Modal Usaha
Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving

SURAT PERJANJIAN PENGUATAN MODAL USAHA
EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT POLA REVOLVING
Nomor : 500 /13 /KPM- 2004

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Juni Tahun Dua ribu empat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

ZAHARMAN, BA : Pimpinan Kegiatan Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif
NIP. 410006711 Masyarakat Pola Revolvmg. sesum dengan Keputusan Bupau Nomor
23.A/Bup/2004 g Penunjukan Pimpinan Kegiat

Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Atasan Langsung P1mp1n.an
Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2004
tanggal 20 Januari 2004 dalam hal ini bertindak dalam jabatan, yang
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

H.ARIFIN : Beralamat di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai penerima
manfaat dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat
Pola Revolving tahun 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak
Kedua

Pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama
dalam rangka p modal pengembangan usaha Kacang Goreng dengan ketentuan seperti
diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Pihak pertama menyerahkan dan penguatan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam
bentuk pinjaman dana bergulir kepada Pihak Kedua.

Pasal 2
Pihak Kedua dengan ini mengaku telah injam dan sah berhutang kepada Pihak Pertama
sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Pihak Pertama menerima pengakuan hutang
tersebut dari Pihak Kedua dengan jaminan/borgh berupa BPKB Mitsubishi No.Buku.9763809 F,
Rangka T1208B-005067, Mesin 4G17C-166891, BA 1869 H an.Arifin Bin Sigap

Pasal 3
Bahwa Pihak Kedua akan mempergunakan pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Kacang
Goreng yang berlokasi di Surian Kecamatan Pantai Cermin.

Pasal 4
Pengennan bunga atas pinjaman Pihak Kedua adalah sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari besar
pinjaman,

Pasal 5

Waktu pembayaran cicilan setiap bulannya paling lambat sebelum tanggal 28 (dua puluh delapan)
dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang berikut bunga maka Pihak Kedua akan
dikenakan denda sebesar 5/1000 (lima permil) dari besar cicilan setiap hari keterlambatan dan
denda tersebut wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 6

(1) Pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua disetorkan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Solok di Kayu Aro, atau melalui rekening Inner An.Dra.Dirse Novera, di Bank
Nagari Cabang Solok dengan Nomor Rekening : 0601.0210.00072-5.

(2) Perincian pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Pihak Kedua setiap bulannya kepada
Pihak Pertama adalah sebagaimana daftar perincian terlampir yang merupakan bahagian tidak
terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 7

Pihak Kedua wajib 1 i pinj dalam jangka Waktu 24 (Dua puluh empat) bulan

terhitung sejak tanggal 22 Juni Z{IIM sehingga dcngan demikian pinjaman tersebut wajib dilunasi

selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2006.
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Pasal 8
(1) Bahwa pinjaman yang diterima dari Pihak Pertama tersebut akan dipergunakan sebagaimana
yang diuraikan dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini dan setiap waktu Pihak Pertama berhak
memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
(2) Bilamana pinjaman digunakan untuk keperluan lain oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama
berhak seketika menarik pinjamannya dan Pihak Kedua diwajibkan membayar seluruh

F berupa seluruh/sisa hutang pokok ditambah bunga dan denda keterlambatan.
Pasal 9
Apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka beban hutang ini secara langsung menjadi kewajiban
ahli waris Pihak Kedua.
Pasal 10

Pembinaan teknis pengembangan usaha dan pembinaan administrasi keuangan dilakukan oleh
Petugas Dinas Teknis dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11
Pemanfaat dana bergulir diwajibkan melaporkan perkembangan pemakaian dana dan perkembangan
usaha secara periodik pada Dinas teknis sesuai tugas pokok dan fungsi dan Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Solok

Pasal 12
(1) Apabila terjadi kegagalan usaha yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua / penerima
manfaat maka pihak kedua mengganti seluruh pokok pinjaman ditambah bunga.
(2) Kegagalan usaha harus dibuktikan dengan keterangan dari dinas teknis sesuai dengan bidang
usahanya.

Pasal 13
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah
pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Koto Baru.

(1

(2

Pasal 14
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus
dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 15
Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16
Demikian surat pengakuan hutang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) dua diantaranya bermaterai Rp. 3.000,- masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama.
Kayu Aro, tanggal érsebut diatas
: METERAI Pihak Kedua Pihak Pgrtama
@ =,
ﬁ? 07 /f (ZAHARMAN, BA)
¢ H.ARIFIN ) NIP. 410 006 711

Mengetahui dan disetujui oleh :
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT
KABUPATEN SOLOK

(Drs. IRSYAD )
NIP. 410011366
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BERITA ACARA PENYERAHAN DANA PENGUATAN MODAL
USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT
POLA REVOLVING

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua Bulan Juni Tahun Dua ribu empat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini ;

ZAHARMAN, BA : Pimpinan Kegi Peng Modal Usaha Ekonomi Produktif
NIP. 410006711 Masyamkat Pola Revolving, sesu.a: dengun Kepumsan Bupat:
Nomor 23.A/Bup/2004 tentang jukan P

Pemegang Kas, Pembantu Pcmcgang Kas dan Atasa.n Langsung
Pimpinan Kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupeten Solok
tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 dalam hal ini bertindak
dalam jabatan yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

H.ARIFIN : Beralamat di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai penerima
pemanfaat dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif
Masyarakat Pola Revolving tahun 2004, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah ) kepada Pihak
Kedua dan pihak kedua telah menerima dana terscbut yang di kan untuk peng modal
pengembangan usaha Kacang Goreng yang berlokasi di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai
tindak lanjut dari isi surat Perjanjian Kesepakatan Nomor 500/ 13 / KPM -2004 Tanggal 22 Juni
2004,

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini penyerahan dana sebesar Rp.5.000.000,-(Lima
Jjuta rupiah ) yang diterima melalui cek nomor . maka Pihak Pertama
melepaskan hak atas pengelolaan dana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan
selanjutnya Pihak Kedua diberi hak dan kewajiban mengelola dana dimaksud sebagaimana tertuang
dalam Surat Perjanjian Kesepakatan yang telah dibuat.

Demikian Berita Acara penyerahan dana

penguatan modal usaha ekonomi produktif
masyarakat pola revolving ini dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi.

Pihak Kedua

—~

( H.ARIFIN ) NIP. 410006711
Saksi-saksi

Diketahui dan disetujui oleh
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Drs. IRSY A D.MM
NIP. 410011366
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PERINCIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Bidang : Perindustrian
Jenis Usaha : Kacang Goreng
Pemohon : H. Arifin
Jumlah Pinjaman : Rp. 5.000.000,-

Bunga 112 % / masa pinjaman ( 0.5%/bulan)
iNo [ L TEBUla N A [ TT Pokok2 U [ Blinga " [ R2J iimlahV& )| Saldo:Kredith)
5,000,000
1 [Juli 2004 208,500 25,000 233,500 4,791,500
2 |Agustus 2004 208,500 25,000 233,500 4,583,000
3 |September 2004 208,500 25,000 233,500 4,374,500
4 _|Oktober 2004 208,500 25,000 233,500 4,166,000
5 |Nopember 2004 208,500 25,000 233,500 3,857,500
6 |Desember 2004 208,500 25,000 233.500 3,749,000
7 |Januari 2005 208,500 25,000 233,500 3.540.500
8 |Februari 2005 208,500 25,000 233.500 3,332,000
9 [Maret 2005 208,500 25,000 233,500 3,123,500
10 |April 2005 208,500 25.000 233.500 2,915,000
11 [Mei 2005 208,500 25,000 233,500 2,706,500
12 |Juni 2005 208,500 25,000 233,500 2,498,000
13 |Juli 2006 208,500 25,000 233,500 2,289,500
14 |Agustus 2005 208,500 25,000 233,500 2,081,000
15 [Seplember 2005 208,500 25,000 233,500 1,872,500
16 |Oktober 2005 208,500 25,000 233,500 1,664,000
17 |Nopember 2005 208,500 25,000 233,500 1,455,500
18 |Desember 2005 208,500 25,000 233,500 1,247,000
19 |Januari 2006 208,500 25,000 233,500 1,038,500
20 |Februari 2006 208,500 25,000 233,500 830,000
21 [Maret 2006 208,500 25,000 233.500 621,500
22 |April 2006 208,500 25,000 233,500 413,000
23 |Mei 2006 208,500 25,000 233,500 204,500
24 |Juni 2006 204,500 25.000 229,500 0
Jumlah 5,000,000 600,000 5,600,000
Pihak Kedua
2N
TR =
{H. ARIFIN }
Diketahui ,

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SOLOK

Pt

Drs. IRSYAD

NIP. 410011366
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Lampiran 9. Rencana Kinerja Pemkab Solok Tahun 2005, Tujuan,

Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pencapaiannya
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Lampiran 10. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Supayang
Perna No. 01 Tahun 2006

[ oo oy |

APBN SUPAYANG ]
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
PERNA NO : 01
TAHUN 2006

|

—

NAGART SUPAYANG ;
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

WALI NAGARI SUPAYANG

PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KAB TEN SOLOK
NOMOR : )fTAHUN 2006
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUTA’ALA

Menimbang : a.

Mengingat 1.

6.

WALI NAGARI SUPAYANG

bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APB Nagari serta Strategi
dan Prioritas APB Nagari, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Nagari Supayang dengan Badan Perwakilan Nagari tanggal 2 bulan Juni
tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2006.

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006

perlu ditetapkan dengan peraturan Nagari;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (
Lembaran Negara Tahun 2956 Nomor 25 );

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (
Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomeor 12
Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569 );

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

. Undang-undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688 );

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (

L.embaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72,
Tambahan Lembaran negara Nomor 3848 ); -
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851 ) ;
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

PPeraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (
Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 )
schbagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

Pertanggungjawaban Kevangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dacrah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4024 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027 );

. Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran negara Nomor 4028 );

. Peraturan  Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kédudukan

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 NMomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor
4029 ):

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4139 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4139 );

. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta
Pengawasan Keuvangan Daerah;

. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Pokok Pemerintahan Magari ( Lembaran Dacrah [I'ropinsi
Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13 );

. Peraturan  Dacrah  Kabupaten Solok Nomor & Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005
Nomor 8 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor ..... Tahun ...... tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Kevangan Daerah;

. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyérahan sebagian

urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari;
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8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (
Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 )
schbagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );

10. Peraturan  Pemerintah Momor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggungjawaban Kevangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dacrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4024 );

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027 );

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran negara Nomor 4028 );

14, Peraturan  Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kédudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 NMomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor
4029 ):

L

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daecrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4139 );

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4139 );

17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta
Pengawasan Keuvangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintahan Magari ( Lembaran Dacrah [I'ropinsi
Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13 );

19. Peraturan  Daerah  Kabupaten Solok Nomor § Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005
Nomor 8 );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor ..... Tahun ...... tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

y chulus&n Bupnt: Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan sebagian
urusan Pemer kepada Pemerintah Nagari;
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Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

MEMUTUSKAN
Menctapkan - PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG

SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

2006
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 97.465.001
2. Belanja Rp. 97.465.001
Surplus / Defisit Rp. -
3. Belanjo
a. Rutin Rp. 77.972.001
h. Pembangunan Rp. 19.493.000
Rp. 97.465.001
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

I. Lampiran | : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Lampiran 11 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran 111 : Daftar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan
Pembangunan

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagai tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Qal R T 0O

It I | Pelaksanaan, Nagari Supayang menetapkan Keputusan lentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal | Januari 2006.

Agar scliop orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan
penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Supayang

da Tanggal 2 Juni 2006
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BADAN PERWAKILAN NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

MEMUTUSKAN
Menctapkan - PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG

SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

2006
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 97.465.001
2. Belanja Rp. 97.465.001
Surplus / Defisit Rp. -
3. Belanja
a. Rutin Rp. 77.972.001
b, Pembangunan Rp. 19.493.000
Rp. 97.465.001
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Bel lja Nagari sebagaimana dimaksud dalam
pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :
I. Lampiran | : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Magari
2. Lampiran 11 * Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran 111 ¢ Daftar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan
Pembangunan
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4
Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan. Nagari Supayang menetapkan Keputusan (entang
Penjat Anggaran Pend dan Belanja Nagari,

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiop orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan
penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Supayang
Fada T‘a"l}gg_gl 2 Juni 2006

,_-’\\\ .
T AR SUPAYANG
PAYLNG™ | 4/}

168 | MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



MEMUTUSKAN

Menetapkan i PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGAR!I TAHUN ANGGARAN

2006
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :
I. Pendapatan Rp. 97.465.001
2. Belanja Rp. 97.465.001
Surplus / Defisit Rp. -
3. Belanja
a. Rutin Rp. 77.972.001
b, Pembangunan Rp. 19.493.000
Rp. 97.465.001
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

I. Lampiran | : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja MNagari
2. Lampiran 1l : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran 111 ¢ Dafar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan
Pembangunan
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4
Schagai land Operasional Pelaksanaan, Nagari Supayang menetapkan Kepulusan tentang
Penj Anggaran Pend dan Belanja Nagari.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 Januari 2006.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan
penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Supayang
Pada T*nggl 2 Juni 2006

it '
. ARI SUPAYANG
[ Necasl )

v
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

WALI NAGARI SUPAYANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUPAYANG
Nomor : // Tahun 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Menimbang :

Mengingat 1.

TAHUN ANGGARAN 2006

WALI NAGARI SUPAYANG

hahwa scbagai pelaksana ketentuan pasal 4 Peraturan Nagari Nomor.... Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2006,
perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Supayang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (
Lembaran Negara Tahun 2956 Nomor 25 );

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (
Lembaran MNegara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
‘Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569 );

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Ilak Atas
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3688 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 g Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan
Lembaran negara Nomor 3848 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851); ' .

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

WALI NAGARI SUPAYANG

PUTUSAN WA ARI SUP
Nomor : // Tahun 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006

WALI NAGARI SUPAYANG

Menimbang :  bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 4 Peraturan Nagari Nomor.... Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2006,
perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Supayang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang;

Mengingat @ | Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (
Lembaran Negara Tahun 2956 Nomor 25 );

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (
Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569 );

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
MNomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan llak Atas
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 );

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan
L.embaran negara Nomor 3848 );

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (
l.embaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 )
schagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Momor 84 Tahun
2000 ( lLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran MNegara Tahun 2000
Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dacrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 204, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4024 );

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tala Cara
PPertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210. Tambahan Lembaran negara Nomor 4028 );

14, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomer 211, Tambahan Lembaran negara Nomor 4029 );

15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4139 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
l.embaran negara Nomor 4139 );

17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha
Keuangan Daecrah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerah:

I8, Pernturan Daerah Kabupaten Solok Nomor ....... Tahun ...... tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

19. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan sebagian
urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari;

20. Peraturan  Nagari Supayang Nomor ... Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2006
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal |
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¢, Lain-lain Pendapatan Yang sah Rp. -

Rp. 130.818.002

2. Belanja
o, Belanja Rutin Rp. 94.472.001
b, Belanja Pembangunan Rp. 36.346.001

Rp. 130.818.002
Pasal 2

Penjabaran APB Nagari scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran
Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana terscbut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini,
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal |
Januari 2006

Ditetapkan di Supayang
M
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BERITA ACARA

PENGESAHAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI SUPAYANG

MENJADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUPAYANG
TAHUN ANGGARAN 2006

Pada hari ini Jum'at tanggal dua Juni tahun Dua ribu enam telah diadakan Sidang Paripurna
Badan Perwakilan Nagari Supayang yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Perwakilan
Nagari Supayang dengan agenda : Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Supayang Tahun Dua ribu enam, yang dihadiri oleh Anggota Badan
Perwakilan Nagari Supayang dengan jumlah sepuluh orang dan daftar hadir terlampir.

1.

Dalam pembahasan yang berl

kan azas efisiensi, tepat guna dan transparansi serta tepat
waktu pelaksanaannya maka diputuskan secara demokrasi Anggaran Pendapatan Belanja

Nagari Supayang scbagai berikut :

Pendapatan 2 Rp. 130.818.002
Pengeluaran
a. Rutin : Rp. 94.472.001
b. Pembangunan : Rp. 36.346.001
Jumlah Rp. 130.818.002

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Supayang, 2 Juni 2006
BADAN.PERWAKILAN NAGARI SUPAY ANG

KETUA

L D MALIN PONO
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PROGRAM KERJA WALI NAGARI SUPAYANG

TAHUN 2006

I BIDANG PEMERINTAHAN
a. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari
b. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga
¢. Organisasi yang ada di Nagari
d. Meningkatkan pelayanan masyarakat
e. Mensukseskan MTQ tingkat Kecamatan
. Mensukseskan pemilihan P3N
g. Mensukseskan pemilihan anggota BPN

h. Mensuskseskan pemilihan Wali Nagari

1l BIDANG PEMBANGUNAN

- Bidang fisik

1. Membangun pasar
- Bidang Mental

I. Membina Program PKK

2. Membina Pemuda

3. Membina TPA/TPSA

4. Membina Kader Posyandu
- DBidang Ekonomi

I. Membina Kelompok Tani

2. Memungut pengembalian dana ekonomi anak nagari
1l.  BIDANG TRANTIB

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum
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IV.  BIDANG PENGELOLA HARTA KEKAYAAN NAGARI
I. Meningkatkan retribusi nagari
2. Meningkatkan hasil pendapatan kekayaan nagari

3. Menginventarisasi seluruh kekayaan nagari
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Langkah Kerja I’claks;aan Program Kerja

Wali Nagari Tahun 2006

Bidang Pemerintahan

a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Nagari

. Menetapkan jam masuk kerja perangkat nagari dan mengambil absent setiap
jam kerja

2. Mengadakan pembinaan kepada perangkat nagari

3. Membuat program kerja masing-masing seksi dan kepala jorong

4, Mengevaluasi hasil kerja perangkat nagari per triwulan

b. Meningkalkan hubungan kerja dengan lembaga atau organisasi yang ada di
nagari

1. Mengadakan konsultasi dengan lembaga/organisasi kelompok yang ada di
nagari pertriwulan

2. Mcminla program kerja kepada organisasi’kelompok seperti : PKK Nagari,
IPPS. Rasjid dan MDA/TPA

3. Mengevaluasi program kerja organisasi/kelompok 1 kali 3 bulan

4. Mengikut  sertakan ninik mamak dalam mengambil keputusan yang
menyangkul masalah anak kemenakan.

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat

1. Memiasilitasi kebutuhan masyarakat

2. Mempermudah pelayanan masyarakat bagi yang tidak bermasalah

d. Mensukseskan MTQ tingkat Kecamatan

1. Memberikan proposal ke perantauan untuk minta dana

2. Memfasilitasi kegiatan MTQ Kecamatan selaku tuan rumah

e. Mensukseskan pemilihan P3 N
- Mengajukan calon terpilih ke Ka KUA

. Mensukseskan pemilihan anggota BPN

- Membentuk panitia pemilihan

- Mengadakan sosialisasi ke jorong-jorong
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g Mensukseskan pemilihan Wali Nagari
- Mengalokasikan dana untuk pemilihan

- Mengadakan sosialisasi kepada masayarakat

1L Bidang Pembangunan
a. Bidang Fisik
Membangun pasar nagari
- Mengadakan perlemuan dengan tokoh masyarakat dan anggota tukang
nagari

- Meminta sumbangan berupa kayu kepada tukang shinsaw

h. Bidang Mental
1. Membina program PKK
- Meminta laporan kegiatan sekali 3 bulan
- Memberikan dana bantuan setiap tahun
- Mengadakan pertemuan dengan pengurus PKK
2. Membina Pemuda
- Mengadakan konsultasi dengan pengurus pemuda
3. Membina TPA/TPSA
- Memberikan insentif kepada guru TK, TPA, MDA, PAUD
= Mengadakan kegiatan seni baca Al qur'an
4. Membina Kader posyandu
- Memberikan insentif kepada kader posyandu
- Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kader posyandu
¢. Bidang Ekonomi
I. Membina Kelompok tani
- Menginventarisasi jumlah kelompok tani
- Mengadakan konsultasi dengan pengurus kelompok tani

- Mengusulkan bantuan ke dinas terkait
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2. Memungut pengembalian dana ekonomi anak nagari
- Mengadakan pendataan ulang ke kelompok yang bersangkutan
- Membentuk tim pemungut di nagari
- Mengadakan pertemuan dengan kelompok
HI.  Bidang Trantib
1. Menjaga keamanan dan keteriiban masyarakat
- Mengadakan konsultasi dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat

- Mengaktifkan ronda sesuai kebutuhan

- Mengadakan sosialisasi ke masy
2. Pencgakan hukum
- Mengadakan penyuluhan hukum
- Menindaklanjuti masyarakat yang melanggar peraturan ( hukum )
= Berbuat adil dalam menyelesaikan suatu masalah
Vv, Bidang Harta Kckayaan Nagari
1. Meningkatkan retribusi nagari
- Menunjuk petugas pengelola retribusi nagari
- Mengadakan konsultasi dengan masyarakat
2. Meningkatkan hasil pendapatan kekayaan nagari
3. Menginventarisasi seluruh kekayaan nagari
- Mendata semua asset-aset milik nagari

= Mengumpulkan sural-surat berharga milik nagari
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KETERANGAN PENDAPATAN

4 Sisa lehih perhitungan anggaran tahun yang lalu - 788,001

Dari dana DAUN

Belanja BPN 738,001

Belanja Wali Nagari 50,000

Dari PAN -
1.2 Pendapatan Asli Nagari 12,950,000
1.2 llasil Usaha Milik Nagari - -
1.2,1.1 Badan Usaha Milik Nagari - -
1.2.1.1 Penyertaan Modal Nagari 12,950,000

Dana Kelompok 12,950,000 -
1.2.2 Hasil Kekayaan Nagari 2,455,000
1.2.2.1 Tanah Milik Nagari 1,015,000

Sewa tanah milik nagari 315,000

Sawah Milik Nagari 400,000

Saus Milik Nagari 300,000
1.2.2.2 Pasar Nagari 1,440,000
1.2.4 Retribusi Nagari - 2,250,000
1.2.4.1 . Retribusi Padi 750,000
1.2.4.2 Retribusi Hasil Hutan 1,500,000
1L.2.6 Pungutan Nagari 4,237,000

Surat PPengantar Kartu Tanda Penduduk 10 x 12 x Rp. 5.000 600,000

Surat Keterangan Pindah 4 x1 xRp. 5000 20,000

Sural Keterangan Jalan 2 x1 xRp. 5.000 10,000

Surat Model NA 3 x 12 xRp. 30.00 1,080,000

Surat Keterangan Legalisasi Foto copy I x1 xRp. 5.000 5,000

Surat Keterangan Berkelakuan Baik 3 x1 xRp. 5.000 15,000

Sural Kelerangan Imunisasi 12 x 1 xRp. 5.000 60,000

Surat Keteranan Lainnya 4 x1 xRp. 5.000 20,000

Pengurusan KK 25x 1 xRp. 4.500 112,000

Surat Kelerangan Pas Ternak 5x12 xRp. B8.000 780,000

Pengurusan IMB 1,000,000

Register Jual beli tanah/sawah 500,000

Pemasukan sambungan baru air bersih I x1 xRp. 35.00 35,000
1.2.7 Juran Nagari - 4,500,000
1.2.7.4 luran Air Bersih 4,500,000
1.2.8 Lain-lain PAN yang sah - 6,173,000
1.2.8.1 Sumbangan pihak lain 6,173,000
1.3 R dari pemerintah kabupaten 97,465,001
1.3.2 Bagian Dana Alokasi Umum Nagari ( DAUN ) 97,465,001

JUMLAH 130,818,012
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KETERANGAN BELANJA RUTIN
BELANJA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
YANG BERASAL DARI DANA DAUN

22221 Belanja Pegawai 55,290,000
22200 Tunj. Penghasilan Wali Nagari 1x 12 x Rp. 862.500 10,350,000
2.2.2.1.2 Tunj. Penghasilan Sekretaris Nagari 1x 12 x Rp. 517.500 6,210,000
22213 Tunj. Penghasilan Sekretaris BPN 1x 12 x Rp. 345.000 4,140,000
22214 Tunj. Penghasilan Kepala Seksi 3x12xRp. 345000 12,420,000
22218 Tunj. Penghasilan Kepala Jorong 4 x 12 x Rp. 345.000 16,560,000
22216 Tunjangan Staf Kantor Wali Nagari 1% 3 x Rp. 200.000 600,000
222.1.7 Honorarium Bendaharawan Nagari 1x 12 x Rp. 417.500 5,010,000
2224 Perjalanan Dinas 1,920,000
2.2.2,4.1 Perjalanan Dinas dalam Kecamatan 3 x 12 x Rp. 20.000,- 720,000
2.2.242 Perjalanan Dinas Luar Kecamatan 2x 12 x Rp. 50.000,- 1,200,000
2.2.2.2. Belanja Barang 80,001
22221 Pengadaan ATK
Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage 2 rim x Rp. 30.000 60,000
Pena 20,001
2226 Belanja Tak Disangh 1,189,000
222463 Biaya Sidang Tahunan 1,189,000

58,479,001
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KETERANGAN BELANJA RUTIN BPN

2211 Belanja Pegawai 16,680,000
2.2.1.2 Tunjangan Penghasilan Ketua BPN 1 % 12 x Rp. 160.000,- 1,920,000
1213 Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPN 1 x 12 x Rp. 130.000,- 1,560,000
2214 Tunjangan Penghasilan Ketua Komisi 3 x 12 x Rp. 100.000,- 3,600,000
2215 Tunjangan Penghasilan Anggota BPN 9 x 12 x Rp. 80.000,- 8,640,000
2216 Tunjangan Penghasilan staf BPN 1 x 12 x Rp. 80.000,- 960,000
2212 Belanja Barang 1,213,000
1221 Pengadaan ATK 850,000
22122 Pengadaan barang cetakan 363,000
2.2.1.3 Perjal. Dinas 1,600,000
22130 Dalam Kecamatan 30 x Rp. 20.000,- 600,000
22132 Luar Kecamatan 20 x Rp. 50.000,- 1,000,000
JUMLAH 19,493,000
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KETERANGAN BELANJA RUTIN
BELANJA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
YANG BERASAL DARI DANA PAN

2222 Belanja Barang 1,408,000
Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage 12 rim x Rp. 30.000 360,000
Kertas HVS Kwarto 70 gram merk Mirage 6 rim x Rp. 30.000 180,000
Pena Standar 4 lusin x Rp. 10.000 40,000
Tinta Komputer 12 bh x Rp. 25.000 300,000
Kwitansi Dinas 12 bh x Rp. 30.000 360,000
Buku isi 40 2 kd x Rp. 30.000 60,000
Kertas menjilid 100 lembar x Rp. 500 50,000
Plastik menjilid 100 lembar x Rp. 500 50,000
22222 Pengad: B g Cetakan 1,200,000
Biaya foto copy 1,200,000
2.2.2.2.3.1 Rekening Listrik 1,000,000
2223 Belanja Pemeliharaan 500,000
22232 Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor 500,000
22.2.5 Belanja Operasional 3,500,000
22251  Biaya Jamuan Tamu - 500,000
2.2.2.52  Honor Petugas Air 3,000,000
2226 Belanja Tak Disangka 8,900,000
2226.1  Biaya Rapat 600,000
2226.2  Biaya Hutri 500,000
1.2.2.6.3 Biaya Sidang Tahunan 1,000,000
12264 Dana Taktis 1,700,000
22265 Biaya untuk Pemilihan dan pelantikan BPN 1,500,000
22266  Biayauntuk Anggota BPN 1,500,000
22267 Biayauntuk perangkat yang punya masa jabatan S tahun 2,100,000
3 Wali Nagari . 850,000
Qalratarie Manari £4n nnn
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YANG BERASAL DART DANA PAN

2222 Belanja Barang 1,400,000
Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage 12 rim x Rp. 30.000 360,000
Kertas HVS Kwarto 70 gram merk Mirage 6 rim x Rp. 30.000 180,000
Pena Standar 4 lusin x Rp. 10.000 40,000
Tinta Komputer 12 bh x Rp. 25.000 300,000
Kwitansi Dinas 12 bh x Rp. 30.000 360,000
Buku isi 40 2 kd x Rp. 30.000 60,000
Kertas menjilid 100 lembar x Rp. 500 50,000
Plastik menjilid 100 lembar x Rp. 500 50,000
22.2.2.2  Pengadaan Barang Cetakan 1,200,000
Biaya foto copy 1,200,000
2.2.2.2.3.1 Rekening Listrik 1,000,000
2223 Belanja Pemeliharaan 500,000
22.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor 500,000
2225 Belanja Operasional 3,500,000
2.2.2.5.1  Biaya Jamuan Tamu 500,000
22252 Honor Petugas Air 3,000,000
2.2.2.6 __ Belanja Tak Disangk 8,900,000
2.22.6.1  Biaya Rapat 600,000
2.2.2.6.2  Biaya Hutri 500,000
2.2.2.6.3 Biaya Sidang Tahunan 1,000,000
2.2.2.6.4 Dana Taktis 1,700,000
2.2.2.6.5  Biaya untuk Pemilihan dan pelantikan BPN 1,500,000
2.2.2.66  Biayauntuk Anggota BPN 1,500,000
2.2.2.6.7  Biaya untuk perangkat yang punya masa jabatan 5 tahun 2,100,000
Wali Nagari 850,000
Sekretaris Nagari 550,000
2 Orang Kep Jorong 700,000
JUMLAH 16,500,000
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KETERANGAN BELANJA PEMBANGUNAN DARI DAUN

2r4 Belanja sarana | an koperasi - 7,293,000

2421 Pembangunan kios dan los pasar 7,293,000
Kayu § kubik @ Rp. 600.000,- 3,000,000
Upah 4,293,000

2.P.5 Relanja pembangunan prasarana sosial budaya 7,500,000

2.psl Pembangunan sarana ibadah dan peningkatan imilag - -

IPA2 Pembangunan TPA TPSA - 1,700,000
Syamsinar Kepala MDA 100,000
Zaituti Nara Guru MDA 100,000
Mariasni Guru MDA 100,000
Deswita Guru MDA 100,000
Yuliar Pono Ameh Guru MDA 100,000
Hanafis Malin Sulaiman Guru TPA 100,000
Rusdam Rajo Man Putiah Guru TPA 100,000
Paride Sari Dirajo Guru TPA 100,000
Hasratal Guru TPA 100,000
Farida Elizabeth Guru TK 100,000
Resmi Zulkarnain Guru TK 100,000
Rosdiana Guru TPA 100,000
Missantri Guru PAUD 100,000
Bantuan untuk MDA 400,000

PA ] Peningkatan seni budaya dan olahraga anak nagari = 2,000,000

Biaya untuk MTQ tingkat Kecamatan

PSR Pembangunan posyandu dan kesehalan nagari - 1,800,000

Desri Yunita 120,000

Afnida 120,000

Syafriaini 120,000

Sabariah 120,000

Titi Engerti 120,000

Marnida 120,000

Elma Yenti 120,000

Yeni Nofrida 120,000

Isna Wati 120,000

Erda Wilis 120,000

Welda Neli 120,000

Ardiyas 120,000

Nurfitri 120,000

Yus asni 120,000

Inparlina 120,000
2059 Pembinaan program PKK - 2,000,000
2.P.6 Belanja Pembang lain-lain - 4,700,000
2.P.6.2 Belanja Operasional KAN - 1,200,000
2.P.6.3 Biaya Pemilihan dan pelantikan BPN - 1,000,000
2.P.6.4 Biava Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari - 2,500,000

JUMLAH i Tt ek Dl : 19,493,000
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KETERANGAN PEMBANGUNAN DARI PAN

) | Pembangunan usaha ekonomi nagari 12,950,000
2R3 Pemeliharaan kios dan los pasar 750,000
P62 Belanja Operasional KAN 2,365,000
2.P.6.3 Biaya Pemilihan dan pelantikan BPN 788,001

Jumlah i i, o 2 16,853,001
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Lampiran 11. Daftar Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi
Umum Nagari (DAUN) Nagari Supayang
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DAFTAR ISIAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2006

NAGARI SUPAYANG
1. Instansi : NAGARI SUPAYANG
2. Wali Nagari :NASRIL
3. Pemegang Kas : IKA DIAN WAHYU SARI

Ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nomor 002

4. Biaya yang dibutuhkan setahun

a. Belanja pegawai BPN Rp. 16.680.000.-
b. Belanja Barang BPN Rp. 1.213.000.-
c. Belanja Perjalanan Dinas PBN Rp. 1.600.000.-
d. Belanja Pegawai Rp. 55.290.000.-
e. Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.001.-
f. Belanja Pemeliharaan Rp. -
g. Belanja Perjalanan Dinas Rp.  1.920.000.-
h. Belanja Operasional Rp. -
i. Belanja tak tersangka Rp. -

Jumlah Rp. 77.972.001.-

Terbilang : Twjuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah

Supayang, 18 Mei 2006
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

WALI NAGARI SUPAYANG

DAFTAR ISIAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2006
NAGARI SUPAYANG

1. Instansi : NAGARI SUPAYANG
2. Wali Nagari :NASRIL
3. Pemegang Kas : IKA DIAN WAHYU SARI

Ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nomor 002

4, Biaya yang dibutuhkan setahun

a. Belanja pegawai BPN Rp. 16.680.000.-
b. Belanja Barang BPN Rp.  1.213.000.-
c. Belanja Perjalanan Dinas PBN Rp.  1.600.000.-
d. Belanja Pegawai Rp. 55.290.000.-
e. Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.001.-
f. Belanja Pemeliharaan Rp.
g. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.920.000.-
h. Belanja Operasional Rp. -
i. Belanja tak tersangka Rp. -

Jumlah Rp. 77.972.001.-

Terbilang : Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah

Supayang, 18 Mei 2006
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DAFTAR PENJELASAN PERHITUNGAN KEGIATAN
ANGGARAN RUTIN NAGARI SUPAYANG

POS BELANIA BPN

1. Belanja Pegawai BPN 16,680,000
Tunjangan penghasilan perangkat BPN 16,680,000

2. Relanja Barang 1,213,000
Penpadaan ATK 850,000
'engadaan Darang Cetakan 363,000

fiaya Jasa Perkantoran

I'enpadaan Inventaris Kantor

Tengadaan Buku-buku pustaka

P'engadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
liava Pendidikan

i Relanja Perjalanan Dinas 1,600,000
Perjalanan Dinas dalam Kecamatan 600,000
Perjalanan Dinas Luar Kecamatan 1,000,000
Pos Belanja Wali Nagari dan Perangkat
Nagari
1. Belanja Pegawai 55,290,000
Tunj. Penghasilan Perangkat Nagari §5,290,000
2. Belanja Barang 80,001
Pengadaan ATK 80,001
Pengadaan Barang Cetakan -

Riava Jasa Kantor -
Biava Rekening Listrik, dan Barang Habis Pakai

Pembelian Mesin Kantor =
Pembelian Mobiler Kantor

Penpadaan Buku dan Kelengkapan Pustaka nagari

Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya =
Riava Pendidikan

Riava Penerangan Jalan Nagari dan sarana umum lainnya -
liclanja Barang Lainnya

3. Belanja Pemeliharaan 3
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

Relanja Pemeliharaan Inventaris Kantor -

felanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas -

4. Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000
Perjalanan Dinas dalam Kecamatan 720,000

Perjalanan Dinas Luar Kecamatan 1,200,000

3. Belanja Operasiomal -
fiaya Intensifikasi PAN, PBB, dan PAD =
Biava Jamuan Tamu =
Honor Petugas Air -

6. Belanja Tak Disangka 1,189,000
Biaya Rapat -

DBiaya Hutri =

Biava Sidang Tahunan 1,189,000

Dana Taktis -
Furmlak S AT Y TR O e 77,972,001

Terhilang : Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah.

/QB;;\}Su;;E%?NSMai 2006
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DAFTAR ISTAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN
DANA ALOKASI UMUM NAGARI ( DAUN)

0 URAIAN JUMLAH TRIWULAN

BELANJA RUTIN

POS BELANJA RUTIN

Belanja Rutin BPN 16,680,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000
Belanja Parang 1,213,000 850,000 363,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 1,600,000 600,000 1,000,000 o=

Jumlah 19,493,000 5,620,000 | 5,533,000 | 4,170,000 | 4,170,000

POS PEMERINTAHAN NAGARI

Relanja Pegawai 55,290,000 14,272,500 | 13,672,500 | 13,672,500 | 13,672,500
Belanja Barang 80,001 80,001 - - -
Belanja Pemeliharaan - - - . .
Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000 720,000 1,200,000 - -
Belanja Operasional - - - - a
Belanja Lain-lain _1,189,000 1,189,000 - - -
Jumlah S8 AT9,0011 | 1 16,261,501 14,872 500 13,672 13,672,500

ﬁELM\'Ja PEMBANGUNAN
Pemb. S Pem Nag - - - - -
Pemb. Srn Pro. Nag - - - = =

Pemb. Srn Perhub, pariwisata - - % = -

Bel. Prasrn Pem/Kop 7,293,000 - 7,293,000 - ' -
Pem. Prasarana Sosbud 7,500,000 - 7,500,000 -
Belanja Pemb. Lainnya 4,700,000 - 4,700,000 - -
TOTAL —_ ;:"gf"?:{ 4%&'21;“1;;01- l’;: et " 3 3
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Lampiran 12. Lembar Pakta Integritas Kabupaten Solok

‘ARG LBUIUTY B0 NS

reymya Busk uefitmpun-Buepuried veaniesed weluap Enses e Lep 6 AUeG URIUN ELEE RRIBLILIRE Y

IR S UERRGOR Bpaiag BAES 1w seyBein By wsmp uereku ehes Buek el ueieiiumgd veiy ehugniBursss welvap jeng eles i luel uemeduned venpueg

Ny Guek uefivepun-Buepuruad weineiad ueliuag iensas pizs fusuamay,

\eMEgy siubai eived effuemd nere pywdens dexiunbioad feg JUesUSRINUEEU! UBP RS URNEURSYERA i whes ued veliusuamay uep wendwiwss wbuap sleg

wies Gusuasas imeey o suolls Guel undnne

._"... o0y dens weend pluspe uedibunbund uebusp Imiueluac Buok meseydunbuad epedas weButnppUenen eaue) yn eles wendweway wbusp epesng Bleg

ehes qemel Bunbbiue) emeqp

s eesietion wnd e ehes ) oo fuel venpedusd spe Eaede venpebung eopbuag Wi epeday S undnew wesy weq uebuesey uveUsquoL Bpssal les § B

wies uuiuruaney wempp epea Sued

i wEseiBey Uup 0 - w4 ieBusp veiya weluguadingeq Buek sesiuefio neje elequs uefiueaed e Funap tyyey uyiuni jedeoes SR W0 EYRIRAluaW LB eleg |

EUALIORD PRI D WIIAT LESEIE EDRGHY B

nﬁ.Eiuﬁhﬁ_ﬁmﬁrﬁi_m,n..Raoﬁi_aﬁ?iE&E:...63iu;ﬁbaaﬁ?ﬁﬁﬂmsﬁ%&s:ﬂ:&iﬂaﬁ%._ﬂmisaﬁ.%
B s Buek _(saven jo paguon) webulimday usBuenimd, vindeyfunbuow uewe nd ueweleed veRRSIERD LD UEjENGU rsEEa sostud wepp jeaye Buek eleg

sejufiopn wnes elusungg unBusp uubue) g seg Bued

_LEE_Eﬁiiﬂﬁﬁﬁﬁ?-_ﬁ.ﬁ_.?sEﬁ.ﬁmﬁ_iﬁ_iﬁﬁﬁiuﬁﬁiauis,gmgﬁiiu%ﬁa%g;. =

whes fituasan

B pcop uepuesyenp ek ramyen el usBuepon Buepunied ulueiad UEX(OQGR UEHHERY LIRS veydKIoyp Ueye IR edsLeR e iy i) BueBauaus eles, 1

s weevesyered URluap pEns tedimop Kung Ueluap emsas

B i ey e e, eep UL puReRSenes BRI5) 18y wep eisua) Gued eBbuey eselequiod ueBuo jsus Dued sasoid eees aen el BlEg

ehes unpliayed nepe wies vereq| veluop weyeg unliunw e umnyiveseq fued ey eimdwa g ueye Bued nee e Bued ewye exfuaw

M jedep yued nee Aus ep Guid eluse) §1SG DEIE VERIUEY ympRl 'dens e —Burshie yEpg nele Surue] Becs—Uague Weve seglupiUsy NEIR Uaqusl LeNE dEpU
- 3 Bhes el e eles wiege] uibusp veyEnpeq B ree vemfuesie Gued ey wAunduaw [qws uew busk ree uaquad peyeq ‘2 pdep B
SEEE [ ned noi@ nye) ep Bued efue) yueq fe LEmUR ey ‘duets ednag—EunsBue yop nee Bunsbue Raes— yeq UeISGWED MRS EwlBusel NEIE FMMURY ISR =P T ¥
(1304} DusAOIRU LRy mdny yapEId URTERL O YRR ') B

a0 =BEQI By LENERY LEYE

L 3 wos Uaietngen gjuiewsd weBanyfivn o euBays waves uerurswred veBuep uebungry wewe el ueEmRiue ) PUESRq T unige; &
o g Casama e iy oy ey epd s o ey vefiue) epureg Buel eleg L

0108 NALVANavy HYLINIIINEd LVEVIrdd NEAWNLINOX

MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK | 199



Lampiran 13. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum
(Pasca Kualifikasi) Kabupaten Solok

PROSEDUR PENGADAAN BARANGLIASA
PELELANGAN UMUM (PASCAKUALIFIKASI)

PROSES DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pembentukan * Pimpinan kegiatan

Tim/Panitia Lelang

.

Penyusunan dokumen
lelang

v

Persctujuan dan
Pengesahan Dok.

Pengumuman lelang

it

Pengambilan dokumen
lelang

l

Penjelasan/Aanwijzing

Ad

Pemasukan dan pembukaan
penawaran

v

7

Dokumen
lelang

Dokumen
lelang

Arsip pengumuman
lelang

Dokumen
lelang

Berita Acara
penjelasan

e

Berita acara pembukaan

penwaran

261
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* Panitia lelang

* Pimpinan kegiutan

* Panitia lelang

¢ Panitia lelang

= Panitia lelang

* Punitia lelang




PROSES DOKUMEN PENANGGUNG

JAWAB

v

Evaluasi/Penilaian Penawaran Berita acara hasil

pelelangan

= Panitia lelang

Y

PPengusulan Calon Pemenang
ke Pimpinan Kegialan

.

* [Manitia lelung

Tidak

Persetujuan

H N 10 e e i o
Pimpinan Kegiatan Sural persclujuan * Pimpinan kegiatan
Pengumuman Surat ® ["anitia Iclang
‘pemenang pengumuman
Sanggahan ® Pimpinan kegiatan

Surat penunjukan
pemenang

Penunjukan
pemenang

l

Kontrak Surut Kontrak o Pimpinan kegiatan

Selesai

202
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KETERANGAN SIMBOL

= Mulai dan selesai

= Tahap proses

= Keputusan

= Penghubung ke halaman berikutnya

D
-
Ny

l T = Garis penghubung

267
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Lampiran 14. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan
Langsung Kabupaten Solok

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMILIHAN LANGSUNG

PROSES DOKUMEN PENANGGUNG JAWAB

I’m)'\.‘islunm dokumen Dokumen pem * Panitia pemiliban langsung
Pemilihan langsung langsu

|

* Pimpinan kegiatan

Dokumen

Persetujuan dan
lelang,

Pengesahan Dok,

!

R * Panitia pemilil
Pengumuman pemilihan Arsip pengumuman anitia pemilihan langsung
langsung pemilihan langsung
Penetapan calon peserta
dengan prakualifikasi

= Panitia pemiliban langsung

Undangan, permintaan p
dan evaluasi bagi peserta yang
lulus prakualifikasi

! Berita acara klarilikasi ranitia pemilihan L .
Klarifikasi dan negosiasi gl * umitia pemiliban lingsung

!
7

= Punitia pemilihan langsung

Berita Acara
evaluasi

263
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!

Pengusulan pemenang lelang

PROSES DOKUMEN PENANGGUNG JAWAR
Pengusulan calon pemenang ke Berita acara hasil © Panitia pemilihan langsung
Pimpinan Kegiatan pelelangan

ke Bupati
v

Persetujuan
Bupati

Tidak

lva

Pengumuman
pemenang

!

Sanggahan

l

Kontrak
v

Berita acara hasil
pelelanean

Surat persetujuan

izin prinsip

Sural
pengumuman
Surat
sanggahan
Surat u
an

Surat Kontrak

* Pimpinan kegialan/Kepala
Unit Kerja

* Bagian Pembangunan

* Panitia pemilihan langsung

* Pimpinan kegiatan

* Pimpinan kegiatan

* Pimpinan kegiatan

264
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KETERANGAN SIMBOL

= Mulai dan selesai

= Tahap proses

= Keputusan

= Penghubung ke halaman berikutnya

>
S
7

l T = Garis penghubung

267
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Lampiran 15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan
Langsung Kabupaten Solok

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/IASA

PENUNJUKAN LANGSUNG

PROSES

DOKUMEN

PENANGGUNG JAWAB |

Pembentukan panitia
penunjukan langsung

'

Penyusunan dokumen

Sk Tim Panitia

Dokumen penunjukan

= Pimpinan kegiatan

penunjuban lingsang

l

Usulan calon rekanan ke

Telaahan
stal

!
7

Bupati
Tidak
Sural persetujuanizin
prinsip
Ya
. Surat undangan
Undangan kepada rekanan

Penunjukan langsung, T,
Persctujuan dan Dok p L . Pi Kigl
Pengesahan Dok. langsung
Prakualifikasi terhadap Berita acara S ikan |
Y & i penunjukan langsung
rekanan yang akan ditunjuk prak'w;alnﬁkam

* Kepala Unit Kerja

* Bagian Pembangunan

® Tamitia lelang

265
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PROSES DOKUMEN PENANGGUNG JAWAB
Pengambilan dokumen Berita acara * Panitia penunjukan langsung
Penunjukan langsung pengambilan dokumen
‘--_.——-"-_-'--—
v
I'ums_ukan dokumen Berita acara * Panilia penunjukan langsung
Penunjukan langsung pemasukan dokumen

v

Pembukaan penawaran

v

| Evaluasi penawaran |

)

Klarilikasi dan
negosiasi

)

Berita acara
pembukaan penawaran

Berita acara evaluasi
penawaran

Berita acara klarilikasi
dan neposiasi

Usulan hasil negosiasi ke
Pimpinan Kegiatan

+

Usulan penetapan hasil negosiasi
ke Kepala Unit Kerja

Berita acara Klarifikasi
dun negosiasi

v

Penctapan hasil negosiasi ke
Pimpinan Kegiatan

Kontrak

Berita acara klarilikasi
dan negosiasi

Surat penetapan hasil
neposios

Sural penetapan

rekanan

Surat Kontrak

* Panitia penunjukan langsung

* Panitia penunjukan lungsung

* Panitia penunjukan langsung

* Panitia penunjukan langsung

* Pimpinan kegiatan

* Kepala Unit Kerja

* Pimpinan kegiatan

* Pimpinan hegiatan

266
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KETERANGAN SIMBOL

D
<>
-
-

— 11

= Mulai dan selesai

= Tahap proses

- KC putusan

= Dokumen

= Penghubung ke halaman berikutnya

= Garis penghubung
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Lampiran 16. Contoh Format Iklan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Kabupaten Solok

LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR 2 /BUP-2005
TANGGAL :

Contoh Format Iklan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

PENGUMUMAN PENGADAAN
NOMOT : 11iiririeieeeeeeinenninns

RN s B g s » akan menyclenggarakan Pengadaan Pekerjaan
Pemborong yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Solok Tahun seeernnen.dengan
sistem Pascakualifikasi dengan penjclasan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan
2. Nomor Paket
3. Pckerjaan

4, Pagu Dana

Bagi rckanan penycdia jasa pemborongan yang berminat dan memiliki Bidang Klasilikasi

yang scsuai dengan Sub Bidang  .....coiiiiiiiiiiiiieiiiinn, , diundang -untuk
mendaflarkan perusahaannya pada setiap hari kerja scbagai peserta pengadaan di
Badan/Dinas/Kantor/Bagian ..............ceeeeiviunnieinnnnnns Kabupaten Solok dengan jadwal
sebagai berikut :

* Pendallaran perusahaan, pengambilan dokumen Iclang dan surat undangan pada
tanggal ..........

= Aanwijzing Kantor/Lapangan pada tanggal ........coveeennne. Rekanan diperbolehkan
tidak mengikuti aanwijzing dan dianggap menyctujui isi Berita Acara Aanwijzing.

* Pecmasukan surat penawaran pada tanggal .............. jam ... , dan dilanjutkan
dengan pembukaan surat penawaran pada jam ....... s/d selesai.

* Apabila ada hal-hal yang belum jelas harap menghubungi panitia pengadaan pada
alamat diatas.

Ginsssie TanggalsisaBulamsias 200...
(tuliskan nama kota, tanggal. bulan dan tahun)
Ketua Panitia Pelelangan
Tul

Nama jelas

220
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Lampiran 17. Contoh Format lklan Pengadaan Barang Kabupaten
Solok

Contoh Format Iklan Pengadaan Barang

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor ..

Kegiatan Sosnsamaaiins . Kabupaten Solok, akan Illl.l'l}l'l.]l.l!!:,;,drulkdl‘l pengadaan
_vang, dlbld}'al mclalui APBIY/APBN . STahun .....dengan
S|slcm pascakuahﬁka& dcngnn penjelasan scbagai berikut :

1. Nama Kegiatan

2. Kode kegiatan

3. Pekerjaan

4. Pagu dana

Bagi rckanan penyedia Jasa s s yang berminat dan,memiliki

bidang klasifikasi yang scsuai diundang untk mendaflarkan perusahaannya pada sctiap hari

kerja sebagi peserta pengadaan di Dinas/Badan/Kantor/Bagian

............................ Kabupaten Solok Jl........oovennnnTelpe e

= Pendaftaran perusahaan, pengambilan dokumen lclang dan surat undangan aanwijzing
selama ............ hari pada tanggal ............s/d ...........Tahun ........

= Aanwijzing kantor tanggal ............bagi rckanan yang berminat mengikuti pengadaan
tetapi tidak menghadiri penjelasan aanwijzing, diberi kescmpatan untuk mengambil
dokumen lelang s/d .......cooevnninnenn. dengan catatan memahami/menyctujui isi Berita
Acara Aanwijzing. d

* Pemasukan surat pcnawaran harga tanggal ...............jam............, dan dilanjutkan
dengan pembukaan surat penawaran harga pada jam ................s/d sclesai.

= Apabila ada hal-hal yang belum jelas, harap menghubungi panitia pengadaan pada
alamat diatas.

............ , Tanggal ..........Bulan.........200...
(tuliskan nama kota, tanggal, bulan dan tahun)
Ketua Panitia Pelelangan

Td,

Nama jelas

227
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Lampiran 18. Kesepakatan Kinerja Bupati Solok dengan Sekretaris
Daerah Kabupaten Solok

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
BUPATI SOLOK
DENGAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor ¢ 050/...../Bappeda-2006

TENTANG
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2006

Pada harl ini Rabu Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

I. Nama : GUSMAL
Jabatan :  BUPATI SOLOK
bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Solok dan selanjutnya disebut Pihak
Pertama

II. Nama ; FLSUMRMAN.SH. M
Jabatan H SEKRETARIS DAERAH
bertindak atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dan selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Berdasarkan Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok dengan DPRD Kabupaten Solok
Nomor 27 Tahun 2005 dan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2006 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang penetapan APBD Tahun 2006 serta Peraturan Bupati
Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Solok Tahun 2006, maka kami telah menyepakati kinerja sasaran program dan kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006.

Kesepakatan kinerja Ini merupakan dasar bagl pihak pertama sebagai pemberi amanat untuk
menilal dan mengukur keberhasilan kinera pihak kedua sebagal penerima amanat sesuai dengan
target kinerja yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan kinerja inl mengikat plhak kedua sebagai«penerima amanat dan berkewajiban
melaksanakan serta memenuhi target kinerja sasaran program dan kegiatan untuk Tahun 2006
sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen Inl,

Demikianlah kesepakatan Ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya,

Arosuka, tanggal tersebut diatas,

BUPATI SOLOK SEKRETARIS DAERAH
Selaku, Sela
PIHAK PERTAMA PI

NIP, 010183925
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Lamplran : Kesepakatan Kinerja Antara Bupati Solok dengan iat Daerah Solok

g Kinerja dan i Tahun 2006
Nemor 1050/ /Bappeda-2006

T :uw;@mg,'
44, 60%
13,72%
36, 00%:
20,00%
- partisipas calam setiap dan ketujakan publikc. 41,50%
Z» Meningkatnya kemampuan aparatur dan persn nagari, 4, 105
3+ Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hulum daersh dan produl hukum nagar yang dlahiian. 17,56%
(= Meningkatrya kusiitas pelayanan di bidang hukum dan pershuran peraturan perundang-undangan. 12,37%
" Heningkatriva rass kesstuon bangsa, podti dan pek ferhadag Yang terena
imusitah kebakaran | bencana. 20,00%
S+ Méningkatiya pelayanan (in ussha s koatruiksl 90,00%
1§+ Terwujdnys efektifitas dan efisiens! penyeienggaraan pemerintahan. 40,00%
ko gar pelayanan sosial, AL61%
- peran serts dan yang ada di kabupaten solok, 17,50%
|» Maningicatriyn prestas ouh raga mitalul pembinasn dan bantuan dans yang telah dishrian, 32,00%
[« Meningialryd kualiths sumber iy Aparatur dalam pengeiolasn dan pelayanan sdminisras dan kepegawaian di Ingiungan Seiretariat 21,009
*m. 4
l* h yang efeltif, efisen dan akuntabel. 40,00%|
10 dan peltysnan kearsipan di lingioungan pamerintah kabupaten sk, 20,00%
11+ asset dan ks dsersh yang efekti, efisien, ehonomis dan shuntabel, 27,50%
12+ Meningkatmyn pelayanan administrasi dan keuangan pads Sekretanist dasrah, 20,00%(
- dan & dureg, kantor dan rumah dinas. 20,0%
KINERJA KEGLATAN
L] KEGIATAN LOKAS] INDIKATOR [TARGET KIMERIA  ANGGARAM [ Rp }
% i ok k D . D ) ey
1 |Dukungen Operasional Untt Pengelots Program PITPD Yabupaten Soiok | ForLSPas g o 1 Paket 132.955.750,00
Terlaksananys pembecasan
1 |Pembetasan Tanah Kabupaten Solok a;n 1 Paket 796.815.000,00
|pengadsan tanah untuk kegiatan
lalnmym
3 S 1 Surat tnciak lanjut hasil 1 Paket 14.468.500,00
Terlaksarianya penguicuran dan
peretapan batas Kab. Solok dgn
4 |Penetspan Batas Kabupaten Souk Kabupaten Solok (Kb, Solok Selstan sep. 5 Km 2 Daerah 104.531.700,00
dan dengan Kota Sewahiunto
Sep. 5 km
Terskzananys penguicuran dan
5 |Penetapan Tagal Batas Administrasi Magan Kabupsten Scick PPN, DURSG A o 5 Nagan 41.206.750,00
& |Perdertifiasan Asset Pemda Kabupten Solck | Sertifiat hak misk 1 Paket 58.365,000,00
Terlaksanacys fungs! koordinas!
7 |Pevelenggarman Fungs! Koordinasi dan Fasiitas! Instansl ten Sokok | dan berfasmasioys instanst 1 Paket 48 870.900,00
vertikal
. |Terlaksananya penyusunan LKF]
Bupat] Solok Tafwn 2005 yang
50 Buah LGP) 50
8 |Penysunan LKP) dan LPPD Kabupaten Soiok  |sesual dengan ketentuan yang Buah LPPD 26.193.400,00
erlak sebagaimana dats
UL Homor 32 Tahun 2004
JUMLAH 1.886.407.000,00
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WO KEGIATAN LOKAS] INDIXATOR [ TARGET KINERIA
te
JUMLAH PINDAHAN 1.886.407.000,00
| dan
Penguatan Fungs! Pemarintahan Kecamatan Solok 1 Paket 234.418.400,00
! | |evahssal sacars berkals
) wmwmw-ummm.m abupaten Soick 397340000
Terselanggaranye pelryanan
Porizingn dan peleysnan wmum
11 |Pelsksaan Peiayanan Melalul Pos Pelyanan Saty Pinky Plus Kabugaten Soick | melal pos pelsyanan Umum 30 Jenis 46.229.500,00
Satu pintu o Kantor Bupedi Soiok
Tercagaimm pelsyanan yang
12 Adm & Capll Kabupaten Solok | memistsian dibidang Catatan 1 Paket 449,444.100,00
Sl
- Py e Kabupaten Soiok _[Peisicsanaan Surved 1 Paket 26.601.700,00
14 [Sistem Administrasi Kependudukan Deerah Katupaten Sokck ::Ml-lm 1 Paket 96.500.000,00
15 |Pendatasn Penduduk Kabupsten Soick | Pendatasn penduduk Kab. Sclok 1 Paket 58.750,000,00
 Teriakosananym paninglaten
1% < Kabupaten Soiok | pengendalien kapistan di Kab. 1 Paket 35.370.000,00
Sk
17 [Siatem Informasi Mansjemen Monitoring dan Evaliast Provek | Kabupetan Sk SN Meseatng den 1Pake $8.000.000,00
Evaiuasl Provek
- Teraksananys evaiuasi, 1 Paket
monioring dan knera progesm
permbangunan
- Terlsksananys pembustsn 250 Bush
18 |Evakaasl, Monitoring dan Penguiuran Kinerja Program q  Kabupaten Soiok 368.610.000,00
Pembang
dan kinerjs prog. pembanguna
« Terlaksananys pembuatan 717 Buah
sporan PHO dan FHO
Terisksananym soslalisas
9 mmmmwm& Kabupaten Sokk | program 47.370.000,00
;»m
20 [Peningkatan Motvas! Guru TPA { TPSA dan MOA Katupatan Soi, || ooerkan honor guny TPA( 222 0ang 214.568.000,00
21 |Pembinasn xS Kabupaten Soiok. . @a 59 Sekoish 27313.150,00
1 [Monsoring den Evakas Raskin Kabupaten Solok ¥ '__m“m: 74 Nagart 21.258.500,00
2 |Helanjuthan Pemberian Beasswa bagl Mahasiswa STIQ Kabupaten Solok |Lukssan STAL PIQ 20 orang 20
Memninsiitas kagiatan ramachan
E Ramaxihy Rumah [badah 5 A75.220.000,
Kabupaten Solok e 25 Mesjid 00
25 |Mernfasiitas) Kegistan LEAAM Kabupaten Soiok | Terbanturys LIAMM Kscamatan 222 Dy 150.140.000,00
[Terbanturys MUT datam p
6 |Memissita Keglatan MUT Kabupaten Solok 14 Kecamatan 3 00
Katupsten 540,000,
27 |Paringkatan Mothaal Imarm, Garin dan Khats Kabugaten Soiok |1 TR Pandegetan imam 148 crarg 100.000.000,00
pharin, khatt mespd
I |Meminsiiasl Kegistan MTY Kab,Solok Kabupaten Scick % 1 Paket 97.545,000,00
fGan qorish terbalk Kab. Soick
[ Adarrya analisa trhacep
29 [Anaia Kabutuban Barsng Daersh Solok 46 unit 3643
Kabupaten kerfa 9.850,00
JUMLAK 4.578.798.600,00 |
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ANGGARAN [ Ap )

iigs &35

4.578.798.600,00

182.665.150,00

2.110.040.000,00

[Monitonng den Evaluasl Pengeiolaan Barang

Fatupaten Soick

30.955,000,00

[Asurans! Asset Daersh

Katupaten Sokck

dan kendarsan dinas

174.200.000,00

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Uit Keria
Sekretariat Doerah

Kabupaten Soiok

12 Bagian

90.000.000,00

[Pelacaican Arsip | Dokurmen Unkuk Perssntuan Ha Jadi
(X80 Scolok

Terselengoaranya peiaksanasn
pelacalan arup | dolumen
5080 bshan dalam rangks
penentusn har jadl Kab. Solok

1 Paket

27.080.600,00

Penatasn den Pendataan Arsip Dinamis di Pernda Kab. Solok

Terselengoaranys penatasn
arsip dl inglungan assisten 11

54.396.950,00

ekt metaki
ahadiren PHS

235 Pegawsi

11.97%,000,00

Forum Komunias! Pendaysgunasn Aparstur Daersh

Teriaksanama koordinas! yang
efeictif parangkat deers)

34.458.000,00

Bimbingan Teknis Asistens! AKIP/LAKIP Pejabat Eseion [11 dan
v

Tertaksanamys Bimtsk Asistensi
AXIP-LAXIP bagl pejabat eseion
111 dian TV ol Lingk Perncla Kab.

64.781.000,00

Peryusunan LATP

Kaingpaten Solck

Terkaksanam® peTyusunan
Pemda Tahun 2005

79.650.000,00

41

Permyusunan Uraian Tugas Perangkat Daersh

Katngaten Sokk

UrBian tugas parangkat daerah

23 unit ke

J8.A57.875,00

42

[Peryusunan dan Sosiaisas! Tata Maskah Dinas

Katnpaten Sokk

175 bush

53.578.250,00

Pariataan Kesrmiogasn Parngkat Dsersh

Kabupaten Soiok

65.000.000,00

Staterm Informasl Manajemen Pemerintahan Nagan

« Tersedianys dats negari dan
Pobensl yang sda o nagar
- Terbentubrys data base yang

97.000.000,00

Lomba Nagar Rancak

Terlaksananys kegiaten lombs
Magart Rancak Tk Kab. Solok

73.595.000,00

Revisl Perca NouB Tentang Juliak dan Juknis Pemnag serta
[Persturan Bupat!

Katngaten Solok.

Terlaksanamya kegiatan
Penyusunan Revis Perda Wo. &
Tahun 2004 dan Tersusunmya
Peraturan Bupati | Keputusan
Bupat tentang Jukiak dan Juinis

Pemerintahan nagar

35.965.300,00

7.803.026,725,00
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4 Buku Profil Kagart Se Kabupaten Soiok Kabupaten Solok | dalam rangka pembuatan buku 74 Nagan 96.972.500,00

49 |Bank Oper KAN, B.0dg & Bant.cim rangka Pem. WH & Uang Per|  Kabupaten Solok  {Bundo Kandung dan Pemilhan 74 Nagad 333.800.000,00

50 |Peningkatan wawesan Kebangsaan Ormas Kabupsten Soiok 240 Peserta 66.350.000,00

51 |Pemberantesan Penyakit Masyersiat Kabupston Solok e 4K 17.490.000,00

n Agaran Terlarang Kabupsten Solok | dapat epads | Paket 17.099.800,00

53| Koreuas Intsien Daerah ( KOMINDA ) Kobupaten Soigk. ||+ o2 S (983 Tim KOMIDA A 4357000000

4 |Operasionat 8 Katupsten Soiok || DIRUnYR masyerakat yeng 1 Paket 500000

55 |Pambinaan Partal Pok Kabupaten Solok | o orsatin LA dun 1 Paket 29.670.000,00

56 |Badan Narkotka Kabupaten Solok Kabugsten Scick | Melaindon rsis df SMUYK 4 Kl 25.000.000,00

57 |Pambinaan dan Pengawasan Produk Hulsum Nagarl Kabupaten Solok 74 Kagari 26, 160.000,00

* Melnksanakan desiminas! HAM 50 orang

58 [Rencana Alsl Hak Azazi Manusia di Kab.Solok Kabupaten Soick | — . 27.022.000,00

- Panerbltan buka 304 huloum 175 Exsempalkr
- Meng. perfamusn berkala JOI 1 Kall

55 [Penysienggaran J01 Hukum Kabupaten Soiy |~ Toreaene bk perstuan ™ 23.160.000,00

‘teniang Persturan Deersh dan

Perstursn Bupat)
60 dan Perw Daerah Solok 15.900,000,00
KEypn - Deterbitkannys buku himpunan 150 Eksemplar
lemboran doerah Kab. Solck
Tabun 2006

JUMLAH 8.923.726.025,00
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Melaksanakan sosialisas! Perda
Kabupaten Solok tentang Pajak
dan retribusi dserah thd 300
61 [Sosislisas! Perda tentang Pajak dan Retribusi Doerah Kabupaten Solok 300 orang 35.727.000,00
rang aparatur, tokoh masyarakat
pengusaha dan masyarskat
dl Kab. Soiok
- Tersusunnya Rangerda | Perda 15 Buah
62 |Penyusunan Produk Hukum Daersh Kabupaten Seick | - Tersusunrys Persturan Bupati 10 Buah 50.570.000,00
Bupati 400 Buah
63 [Bintek Pemyusunan Produk Hukum Nagar Kabupaten Solok S 74 orang 26.614,000,00
[penryusunan produk hukum nagar
&4 |Legal Dralting Eabupaten Solok | Tersusunmya Lagal Drafting 8 Paket 17.650.000,00
Terisksananys Pembinaan Terhadap
65 |Peningiatan Pengeiolaan Administras! Pasar Kabupaten Solok dcisan ndm. Pasar 18 Pasar 11.890.000,00
Tersusunnya buk standar harga
66 |Pembuatan Standar Hargs Salok  [barang b 160 Bush 24.365.000,00
Pemerintah
67 |Peningiatan Pelryanan SILUK Kabupaten Soiok | Terlsksanya pelayanan SILIK 200 bush 18.400.000,00
koordinass
O oy 1 Evaas! don Oinas Terkak BUMDA. | o Sook | denpen instansl ks Lo 15 Kall 1434000000
pelaksanaan program
Peningk.n Py iaan Sarana Prasarsna Rekiar Teriaksanams
L] Pengelolaan Potens! Diaerah A Kabupaten Solok | pengelolaan sarana dan prasarana 125 bush LE060.000,00
ik P ekl P h Terlsksananye
70 |pestisigs & Paken Temak - Kabupaten ol penyakran pupuk bersubsid Kot ksl 24460.000,00
Pemukhiahiran Data Potens! Daersh Kab.Solok dan Peluang Pemutakhiran data potensi Daerah
N fivestast Kabupaten S0k |1 "c ok dan Peluang Invesias! 50 buah 17.350.000,00
n Promos dan Potensi Daerah Kabupaten Solok | Terioksanama kegiatan promosidan | 4, 15.990.000,00
73 |Pendukung Penyuluhan Peranian Kabupaten Solok |1 eriaksananya keglatan penduking Lkall 50.000.000,00
n o0 LPJU Kantor Bupsts Kabupsten Solok ~ [TESSCIaN8 £arand LPA) Kamasan 1Paket £9.227.500,00
Terciptarys keamanan, keindahan
75 mmmmmxm.mmwa an 5 . 1 Pakat £36.680,000,00
Jpemerinish
76 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Kabupaten Solck [/ ecianya 03 1 Paiket 310.505.000,00
v Adm. Keuangan
Pengeicisan Administras! Keuangan Setda Solok e 1 Paket 20.043,350,00
[Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Eabupaten Solok kit rumah angga 1 Paket 149.342.500,00
Pelaksanaan Keglatan Acara-acara Daersh b Solok | 2 s Gl 1 Paket 43.620.000,00
50 |Layanan Surst Pos Daerah Kabupaten Sook [1ereren! pendkiman srat dengen 1 Paket £8,700.000,00
Tersalenggaraemys K3 kantor
81 [Pemelharsan K3 Kantor Bupati,Setds, GSNI dan Guest House Kabupaten Sokck |, GENE dan st 1 Paiet 97.431.500,00
[Sistem Informasi Manajemen APBD wnit Kerja Sekretariat Tersediany sistim iméoemay
82 |Cperan Kabupaten Sock | s 1 Pakat 95.000.000,00
Teriaksanarys pembinaan cabang-
4] mwmmmm Kabupaten Solck | e dan it 20 Cabang 125.825.000,00
JUMLAH 10.865.576.875,00
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g JUMLAH PINDAHAN 10.865.576.875,00
= rsqnuuu PRTP2A dan Penghagusan Kekerasan daiam Rumah | o i — 110 orang 13.357.500,00
85 |Peningiatan S Peremouan di Kab Sclok Kabupsten Sciok | [ <En3yD P 220 orang 21.905.000,00
Pengumpulan Data dan Pembustan Buky Profll Gender Keglatan
8 Kabupaten Soick, | ciata dan pembuatan buku proft 50 buky 8.945.000,00
Kab.Soiok
ponder
o |pzwss Kabupotan Soick ([ Ssasoun Legian PSS 9| 1 paken 67339.500,00
& |Persiapan dan pengkiman kontingen Porda X Kabupaten Soik | Kabupaten Solok 'quknm Solok menglot) 1 Paket 1.551.475.000,00
SUB. TOTAL 11 12.529.098.875,00]

BUPATI SOLOK
Selaku
PIHAK P AM.
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